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RABI 

PENDAHULUAN 

l.l. Latar Belakang Masalah 

Kchadinm investasi asing meialui Foreign Direct Investment (FDI) 

telah mcqjadi pilihan sejum1ah negara untuk mampu bersaing daJam 

ekonomi global, karena investasi asing langsung (selanjutnya disebut FDI) 

dianggap dapat menunjang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Bagi 

sebuah negara berkembang, yang mcmiliki keterbaLasan modal, FDI sangat 

mengunlungkan, karena FDI tidak selalu dalam bentuk modal keuangan, 

terapi juga pembangunan infrastruktur. 

Menurut Sullivan (1992) terdapat beberapa manfaal yang diharapkan 

dari adanya FDI diantaranya, yaitu perlama adalah transfer teknologi. 

Perusahaan multinasional biasanya adalah pcrusahaan besar yang telah 

sukses mcngembangkan inovasi dalam pcnggunaan bahan baku, proses 

produksi. dan aspek lainnya dari produksi dan dislribus.i ke seluruh dunia. 

Hal ini mengingat bahwa pam pengusaha yang terlibat dalam FDI adalah 

pcmain dunia yang menc«ri supplier dan pasar di scluruh dunla. Maufaat 

yang kedua ada[ah peningkatan kualitas kcrja. Ncgara*negara dengan 

lingkat ekonomi dalam masa transisi biasanya mempunyai tingkal 

pengangguran yang linggi, dan banyak pekerja yang tingkal keahliannya 

masih rcndah. investasi langsung melalui investor asing dapa! menciptakan 

lapangan kerja serta berrnanfaat bagi peningkatan kuaiitas kerja. 

Man(aat Iainnya dari adanya FDI (Sullivan, 1992) adalah 

peningkalan pcnjualan ekspor. Investor asing biasanya menguasai penjualan 

ekspor kc pasar yang terdekal deoga.n ncgara tcmpat berinvestasi (host 

country), maupuu penjualan kcmbali kc negara ternpat investOf bcrasal 

(home counlly). Pcnjualan ekspor ini mernberikan kesempatan untuk 

memperoleh devisa bagi host country, yang dapat dlmanfaatkan untuk 

pembayaran foreign·debt obligations, pcmbelian produk impor, dan 

investasi domestik. Besarnya kebutuhan akan hard currency yang 

bennanfaat untuk pcmbayaran ke luar negeri, membuat negara ~ negara 
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menciptakan berbagai kebijakan yang dapat mcnarik investor St!perLi 

menghilangkan penghambat perdagangan dan ikut dalam perekonomian 

globaL Sclain ilu dengan adanya investasi asing. dapat membanlU negara 

host country mcngcmbangkan ekspor, sclain komoditi yang bersifat 

Uadisional seperti kopi, gula, dan pisang, 

Menurut S. Thomsen scbagaimana dikudp oleh Easson (2004), 

tcrdapat bcbcrapa alasan rnengapa perusahaan memilih untuk invcstasi di 

luar negeri dan bukan di dalam negeri, yaitu memaksimumkan keuntungan 

(maximize profit), menycbarkan resiko (spread risk), pasar dalam negcri 

sudah tidak cukup untuk mendukung kegiatannya, dan perbcdaan nilai tukar 

mata uang (exchange rate). Selain itu menurut Dunning, yang dikutip pula 

oleh Easson (2004)1 alasan investor berinvcstasi di luar ncgcri adaJah 

karena para investor ingin memproteksi pasar yang sudah ada melalui 

keunggulan teknologi yang lebih kompetilif. Judi sebenamya disamping 

memberi manfaat kepada host coumry, investasi ke luar negcri juga 

bermnnfaat bagi investor itu sendiri karena bcbcrapa alasan seperti 

memperbesar keuntungan, untuk mengkombinasikan modal yang 

dimilikinya dengan tenagu kerja yang murah dalam upaya untuk 

mengurangi biaya prodtJksi, penggunaan bnhan baku yang dckat dcngan 

sumbcrnya dan sebagainya. 

Pemiiihan Jokasi FDt ilu sendiri scbcnarnyn lergantung pada tujuan 

inveslasi. Mengutip Dunning Uan Caves, Cleeve (2005) menyatakan bahwa 

tujuan investasi ada beberapa macam : Pcrtama, FDI yang mencari sumbcr 

daya alam. FDI jenis ini mencari sumber kebemdaan kekayaan alam yang 

mcnjadi incarannya, lermasuk yang yang bcrkaltan dengan kualitas barang 

dan harganya. Selain itu investor mempertimbangkan pula aspek fasi!itas­

fasiHtas pengembangan kekayaan alam itu (misainya sarana pengolahan dan 

pemasaran) dan keberadaan iofrastruktur yang menunjang eks.pJoitasi 

kckayaan alam itu. Kemudian yang mungkin dipertimbangkan pula adalah 

ada tidaknya insentif dan mitra lokat Kedua, FDI yang mencari pasar. 

Secara umum, investor jenis ini mempcrtimbangkan ukuran dan tingkat 

pertumbuhan pasar lokal dan daerah-daerah sekitarnya, kua[itas dan jumlah 
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tcnaga manusia, infrastruktur, serla kcbijakan makro pemerintah. Keliga, 

FDI yang mencari peningkatan efisicnsi. Bagi investor jenis ini, maka biaya 

produksi yang berkahan dengan lenaga tcrampil, infrastruktur, dan 

kcbijakan makro pcmerintah mcnjadi pertimbangan utama .. Keempat, FDI 

yang mencari aset~aset strategik. f<UI dalam kelompak ini me!ihat faktor­

faktor sepcrti aset-asct yang padat pengetahuanr seperli tcknologi dan 

keahlian manajcrial. Kemudian caJon investor juga mcmpenimbangkan 

kondisi pasar dan penycbaran lokasinya. Kemudian dilihal juga kemuduhan 

akscs ke aset-aset itu1 faktor harga dan aset-aset stralegis ~ain, scrta unsur 

budaya dan kelembagaan. 

Setiap negara memiliki karakleristik yang bcrbeda, baik dari segi 

lokasi geografis, ukuran pasar, sumber daya alam, surnber daya manusm 

maupun tingkat perekonomian, Selain ito, kebijakan yang diambll 

pemerintah dalam hal kcbijakan pcrpajakan maupun kebijakan komersial 

dan aturan lain juga bisa jadi berbeda. Semua faktor ini dapal 

mempengaruhi minat investor dalam mcmilih lokasi untuk bcrinvestasi, 

Mcngingat kebutuhao yang tlnggi akan masuknya investasi aslng sebagai 

sarana untuk pcmhiayaan pembangunan, maka sejumlah negara bersaing 

keras untuk menarik invesiasi asing. Pembenahan secara Lerus-menerus 

kcbijakan pajak scperti pcrundang~undangan, peraluran pclaksanaannya, 

dan administrasi pajak mcrupakan salab satu yang mcndapa1 pethatian 

khusus dari pemerintah suatu ncgara. Hal inl dilatarbelakangi oleh 

pcrtimbangan bahwa pajak pada dasarnya secara ekonomis merupakan 

beban usaha yang dapat mengurangi iaba. sckaligus daya beli perusahaan 

secura keseluruhan. Dengan demikian kebijakan pajak suatu negara 

dianggap dapat mernpcngaruhi kcpulusan pemilihan Jokasi usaha investor 

asing. 

Beberapa basil peoelitiau sebagaimana dikutip oieh E<tsson (2004) 

mcnyalakan bahwa pajak hanya memainkan bagian kecil dalarn mcnentukan 

keputusan pcrtama untuk melakukan investasi ke luar negeri, namun ada 

juga yang menyatakan bahwa pajak mcmpunyai pengaruh penting, 

walaupun hanya pada jenis inve.'\tasi tcrtentu. 
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Beber:apa penelitian menyatakan bnhwa aspek perpajakan mencmpati 

urutan kctujuh dan ketigabelas daJam pemilihan tcmpat berinvestasi bagi 

perusahan multinasional dan efek dari kcbijakan pajak berupa pembcrlan 

inscntif fiskal sangat terbatas, dibandingkan dengan faktor lainnya scperti 

stabilitas politik, biaya buruh, dan infraslruktur. Kebijakan pajak juga 

dinyatakan tidak marnpu mengkompensasi berbagai faktor negatif dalam 

iklim bcrinvestasi di suatu negara (Morisset, 1999). 

Holland dan Vann (1998) menyatakan babwa hagi investor, sistcm 

pajak tldakiah terlalu penting dibandingkao dengan pertimbangan~ 

pertimbangan lain. [nveslor pertama-tama akan memperrimbangkan kondisi 

pcrekonomian dasar dan situasi kelemhagaan !erlebih dalmlu. Kalaupun 

inveslor tertarik dengan besarnya pasar dan murahnya upah tenaga kerja di 

negara-negara bcrkembang. namun investasi dalam skala besar dapat 

tcrhambat o1eh adanya unsur ketidakpastian kebijakan pcmcrintah1 

keslabilan politik, dan kondisi perangkat hukum dagang yang relatif kurang 

Oerkembang (di ncgara-negara yang dalam transisi ke ekonomi pasar). 

Pcmberian inscntif pajak semata tidak akan mampu mcngatasi kcndala­

kendala ini. Yang lebih pcnting juslm adalah sistcm pajak secara 

keseluruhan. Misainya para investor menginginkan agar konsekuensi 

pcrpajak:an :alas tindakan-lindakannya dapat diperkirakan. Aturan pajak 

yang kurang jclas dan sering berubah dapal membuat percncanaan usaha 

dalam jangka panjang relatif sulil dilakukan, da.n bahkan dapat 

meningkalkan risiko. Kemampuan untuk memberikan interpretasi bukum 

dcngan cepal dan konsisten beserta pcncgakan aturan-aturan hukum sering 

menjadi kelemahan negara berkembang, Jadi rnenurut Holland dan Vann 

(1998) pemberian insentif pajak sebcnarnya tidaklah terlalu membantu 

untuk rnenarik inveslasl, khusnsnya FDL Taiwan, Irlandia, dan Hongkong, 

scrta akhir-akhir ini Singapura, seringkali disebut sebagai oontoh sukses 

insentif pajak, namun harus dicatal bahwa negara-negara ini relatif tidak 

pcnmh :rnengalami gejolak politik, ckonomi, maupun kes.ulitan~kcsulitan 

administrast 
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Meskipun tcrdapal beberapa pendapat bahwa insentif pajak tidak 

mcmpunyai pe:ngaruh signifikau terhadap masuknya FDI, namun para 

pembuat kebijakan tetap merasa perlu untuk membuat kcbijakan pajak 

berupa pakeL inscntif untuk menarik F'DI. Walaupun beberapa ahli 

mcuyarankan untuk mcmbatasi pembcrian insentif pajak, mcnurul laporan 

UNCfAD pada tahun 1996 (Easson, 2004), tcrcatat sebanyak 103 negara 

menawarkan insentif pajak daiam rangka menarlk investasi asing .. Tcrkait 

dengan hal tersebut maka lerdapat heberapa kemungkinan jawaban, yaitu 

pertama, para pengambil kebijakan merasa sulit untuk menghilangkan 

unsur-unsur yang menghambat investasi, namun perlu membuat sistcrn yang 

dapal menarik masuk investasi, dan pemberian insentif pajak adalah salah 

satu cara termudah dan tercepat. Kedua 1 adalah karena pemberian insentif 

pajak dipandaog relatif tidak membebani anggaran negara dan secant politis 

lebih mudah dibancJingkan dengan penycdtaan subsidi. Dan yang ketiga 

adalah adanya tckanan dari pcrusahaan-perusahaan asing yang akao 

mengaEhkan modainya ke negara tain jika insentif pajak tidak diberikan. 

Tabcll.l 

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi FDl di Negarn ASEAl~ 

Ncg.ara FDI GDP Population WfR WlR Risk Economic 
av. 98-00 ($m) (m) score ranking rating freedom 

(Sm) 
Jndonesia (2.550 153,225 210,~0 -0,6 138 54,8 105 

~~laysia 3.925 89.659 23,30 1,2 44 75,8 79 
···~-

Philippines 1.326 74.733 75,60 0,6 89 65 70 
·o~ ------.... -- --------- 2.i' Singapore 6,634 92.252 4,00 18 90,5 2 -----· -

~~i~~--- 3.718 122.166 6Q,70 1,3 41 75,3 32 
-··· 

Vietnam 2.109 31.344 78,50 2 20 70 137 

Sumbcr: EASSON (2004) 

a. WtR ranking~ dari 140 negara 

b. Risk- data !CRG risk rming, Dec 2000 dari World Bank. Semakin tinggi nHai, scrnakin 
rendah resiko. 

c. Economic freedom - data lndcx of Economic Freedom 2002 dari Heritage Fomrdation. 
Makin tinggi ranking, makin linggi kcbcbasan ekooomi 

d. Corruption ~ data Corruption Perception Judex dar/ Transparency lmema!ional. Makin 
Linggi ranking, makin rendah korupsi 
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Menurut Easson (2004), dilihat dari be!Jerapa faktor yang 

mempcngaruhi aliran ma.suknya modal, indonesia menempati ranking 

tcrakhir diantara negara-negara ASEAN untuk jumlah rata·rata FDl yang 

masuk utttuk lahun 1998 s.d 2000. Dalam tabcl 1.1 terliha! bahwa jumlah 

ncto arus PMA ke Indonesia lercatat ncgatif, yang berarti tcrdapal aliran 

modal kc luar negeri ( capilal flight). Singapura menempati urutan pertama 

dalam nilai FD[ yang masuk, walaupun berdasarkan data Gross Domestic 

Product (GDP) dan populasi pcnduduk jauh dibawah Indonesia, diikuti 

dengan Malaysia yang mencmpati urulan kcdua. 

Tabel1.2 

Peringkat Indonesia- Iklim Melakukan Usahallnvcstasi 

Kcmutl~•lmn Mcti\Uiai 
Kc\Co~JV•k~tj;ta 

Per!indungan Kep:tlutn~n Menmup 
mclak~.~kan Bisnis Pcth:iuac Ncg,;;r:. 

bisni~ " bwtHtlf KQfl!!iik Uitnis 

2()1)6 zou; 7006 2007 2006 2il07 2006 2007 200& 2007 2006 2007 2006 1007 

fJm~Onc_~i;-- --133 l2J 163 I fill l!7 99 l>l 15.1 49 " '" 141 "' ~· -····-!·_!aJaysi;J 2L " 74 14 IQ.~ )0~ " " 4 4 ~-- 6J " 5~ --· ... 
~~llJI~! 9·1 9\ ,. 97 6' G3 ll2 S4 "' '"' 4\ 41) l\9 l1\ 
Thal!arA 17 " 27 '" ll "J~ " 49 "!.~ " 16 2& 41 " Chma ~--

,, 
" "' tJ:) \15 115 " \!6 .. .?_1_ " 20 20 " 57 --+,'- j]i ~~~- lJO .. J:i-!. 144 75 ..?1 L22 122 141 141 \]J ~-~-1-J ___ 147 "' 

~lP.'!f<l I I II ' 5 5 \ I 2 2 s u.s 2 -
-
Sml\htr; lnt<:m~tional Finance Cnrpnfl'Jion (WC), 200g 

Bcrdasarkan Laporan Perckonomian Indonesia 2007 yang diunduh 

dari website resmi Bank Indonesia, dikatakan bahwa kegiatan invcstasi 

Indonesia masih dihadapkan pada kendala ikfim invcstasi yang kurang 

kondusif bila dibandingkan dengan ncgara negara pesaing. lklirn investasi 

yang helum sepcnuhnya kondusif antara lain disebabkan oleh beberapa 

pcrmasalahan seperti bclum sepenuimya infrastruktur seca.r& memadai serta 

permasalahan peraturan terkait investasi. 

Menurut survci Doing Business 2008 oleh rnternational Financial 

Corporation (IFC), peringkat daya saing Indonesia menunjukkan perbaikan 

dari po:o;isi 133 menjadi 123 pada tahun 2007, sebagairnana tcrHhat dalam 

Tabel 1.2 dan Grafik 1.1, narnun peringkat Indonesia tcrsebul tetap lebih 

rcndah bila dibandingkan dengan negara-negara letangga scperti Thailand, 
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Malaysia, bahkan VIetnam. Daya saing Indonesia hanya mengungguli daya 

sai11g Filip ina, bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga. 

.1 

I 

j 
I 

l 
' ' 
"' : 

Gralik l.l 

Peringkat Indonesia- Kcmudahan Mclakukan Bisnis 

I 
L 

j 

I 

I 

" ; 

lndo.nesla Mal<~ysia Vietnam Thailand China 

~ 

---2006 

--.k-- 2007 

F lip:na Singapura 

Sumber; Intemalfonal Finunce Curporalion ([FC), 2008, dtHa diol;1h kembali 

Berbagai upaya dilakukan untuk mcnarik minat investor asing kc 

Indonesia. Salah satu upaya mcmberi kepastian usaha telah dilakukan anlara 

lain melalui Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 

Modal dan lnpres RI Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan !'ercepatan 

Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kcdl dan 

Menengah. Melalui perangkal peraturan tersehut, kepastian usaha asing di 

lndonesia dibarapkan dapat Jebih lerjamin, misalnya dari risiko 

nasionalisasi, penetapan bidang usaha yang terbuka dan terlutup; serta 

pelayanan terpadu, dengan struktur birokrasi yang lehih baik. Melalui Inpres 

tersebut sernua rencana tindak dipastikan dapat bc:Ijalan, dengan mernantau 

implementa.si tiap-tiap rencana tindak yang telah ditetapkan tahun 2006 dan 

tahun 2007. Sclama Lahun 2007, kepcrcnyaan asing atas ikHm inveslasi di 

Indonesia ccndenmg mcmbaik, Bcrbagai tembaga pemeringkat mcnaikkan 

peringkat untuk Indonesia (sovereign rating). Secara berurutan, Moody's, 

Rating & Investment, dan Japan Credit Rating Agency menaikkan rating 
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masing-masing mcujadi Ba3, BB+, dan BB. (Laporan Perekonomian 

Indonesia 2007, Bank Indonesia). 

Berdasarkan data Doing Business 2009 Report dikctahui bahwa 

menurut survei yang dilakukan oleh IFC tcrjadi pcrsaingan refonnasi dalam 

rangka mcmperbaiki image duniu mcngcnai iklim investasi di 113 negara. 

Dalam laporan tersebut diny:nakan bahwa reformasi yang 

diimplcmenLasikan Indonesia tidak meningkatkan perlngkat Indonesia 

dalam Doiug Business 2009 Repori. Padahal Indonesia bcrhasil mengurangi 

waktu yang dihutuhkan untuk mempcroJch izin usaha dari 105 menjadi 76 

hari, serla mengurangj biaya dan proscdur yang dibuluhkan. Selain itu, 

debitur saat ini juga_ dapat rnemeriksa dala rekam jcjak kredlt di Bank 

Indonesia, yang tentunya dapat rnembantu meningkatkan knaJitas dan 

kctetapatan infonha::>i bagi lnstitusi kcuangan dalarn rncngukur profil resiko 

eaton debitur, Dalam laporan !erscbut, peringkal Indonesia menurun dua 

posisi dari 127 menjadi 129. Walaupun pcringkat Indonesia berada di atas 

Filipina (140), namun pcringkat ini masih berada jauh dibawah Cina (83), 

Malaysia (2), dan Vietnam (92). 

Berbagai kemuduhan berinves!asi bagi investor asing telah 

diluncurkan oleh pemcrintah sejak diJuncurkannya Undang-undang Nomor 

1 Tnhun 1967 !entang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubnh 

dan ditarnbah dalam Undang~undang Nomor 11 Tahun 1970. Undang­

undang PMA ini pada dasarnya mcrupakan pengatumn uotuk menarik 

penanaman modal asing dcngan diberikannya bcrbagai fasiJitas atatJ 

insentiL Kcbijukun untuk perbalkan iklim investasi tcrus dilakukan 

pemerintah seba.gaimana dikutip dari Nota Keuangan dan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Talmn 2009. Pemerintah telah melakukan 

perbaikan slruktural yang dilakukan melipuli pcrhaikan dan penyederhanaan 

aturan pcrundangan, perbaikan kualitas pelayanan puhlik daa reformasi 

birokrasi untuk perbaikan disiplin dan efisiensi. penciplaan good 

governance, dan pcmberanlasan korupsL Hal ini ditakukan melalui (1) 

kebijakan untuk mempcrkuat kelembagaan pclayanan penanaman modal, 

penyederhaan pcrizinan usaha, dan pendaftaran tanah; (2) kebijakan 
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keiancaran urus barang dan kepabeanan; dan (3) kf,bijakan perpajakan. Di 

bidang perpajakan, Pemerin!ah mcmberikan fasilitas pajak pcnghasilan 

(PPh) dengan mengcluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 

tenlang Perubahan atas Peraturan PCmcrintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang 

Fasilitas Pajak Pcnghasilan untuk Pcnanaman Modal di Bidang-bldang 

Usaha Tertentu dan/alau di Daerah-daerah terlentu. Selain itu, Pemerintah 

juga memberikan inscntif perpajakan unLUk mcndorong investasi di sektor 

migas. Kehijakan pcrpajakan lainnya yang mendukung pcrbaikan iklim 

inveslasi antara lain percepatan proses pelayanan/penyelesasian 

permohonan resilusi PPN, pembentukan kantor peiayanan pajak (KPP) 

pratama dan peningkatan built~in control system, sc.rtu penyederhanaao 

mekanisme pclaporan Sural Pemberitahuan (SPT) dan PPh Pasal 25 bagi 

wajib pajak yang melakukan pembayaran secara online. Meialui kebijakan­

kebijakan tersebut dan didukung olch pembangunan infrasrruktur dan energi 

serta sinkronisasi kcbijakan ftskal dan moneter dihampkan invcslasi akan 

semak.in meningkaL 

Yang perlu diperbatikan adaiah bahwa semua kebijakan yang 

diambil dalam rangka memberikan kemudahan kepada investor bukanlah 

t:mpa biaya. Kebijakan pajak khususnya dalam bentuk pcmberian insentif 

ada1ah mengorlJankan scjumlab penerimaan pajak yang sebenarnya dapat 

membiayai berbagai fasilitas umum, yang justru hilang akibat adanya 

insentif. Selaln itu adanya berbagai aturan pajak yang mengatur secaru 

khusus mengcnai inve..'itasi asing langsung juga dapat menarnbah biaya 

administrasi karena semakin kompleksnya aturan pajak. Apalagi apabiia 

perusabaan·perusabaan ini sebenarnya tetap akan berinvestasl walaupun 

insentif tidak diberikan. Hal ini berarti biaya letab dikcluarkan namun 

manfaal yang diperoleh ddak seberapa. 

Upaya-upaya yang tclah dilakukan pemerintah untuk menarik 

investasi asing memang tclah membuahkan basil yang cukup baik, Hal ini 

terlihal dad data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk tahun 

2001 s.d 2007 yang memperlihatkan peningkatan aUran FDI ke Indonesia 

yang signifikan terutama di talmn 2007. 
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2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 

Tabel 1.3 

Perkcmbangan Rcalisasi Investusi J?I)J 

Pel"iode 2001 - 2008 

Pr~ Nilai Proyek (US$ juta) 
454 3,509.4 

.. --~-··· 
442 3,082.6 
569 5,445.3 
547 4,572.1 

908 8,911.0 

867 5,991.7 
937 10,341.4 

........ -··· ... """"""""""""""""""-"" 

239 14,871.4 

Sumbcr: 13utlan Koordinasi Penanrtm:m 1Vh1dal 
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1 Dlluar invcslasi Sektor Minyuk & Gas 13umi, Pcrbankan, Lcmbuga Keuangan Non 
Bank, Asurnnsi, Sewa Guna Ul\nha, Penamh<ln_giln dalum rangka Konirak Karyn, 
Perjanjian Karya Pengusalrnan Perlambangan Batu!J.ara, lnveslasl yang perizinannyu 
dikeluarkan otc:h inslansi lcknis/seklor, Invcstasi Pndu Folio {Pasar Modal) dao 
lnvestrtsi Rumah Tangga 

2 Proyek: Jumlah Izin Usaha Tetap yang dikcluarkan 
3 Data scmcntarn, termasuk lzin Usaha Tetap yuJig dikeluarkm1 oleh daerah yang 

diwr1ma BKPM sampai dengan 31 Oescmbcr 2008 

Berdasarkan data dalam Tabel 1.3 terlihat babwa terjadi penurumm 

tingkat tnvcs{asi di talmn 2002., nanmn kcmudian kembali mcnguat di tahuu 

2003, dan mcningkal tajam di tahun 2007 dan 2008, Dalam kurun waktu 

tersebut tcntunya jug.t terjadi berbagai perubahan kcbijakan maupun 

bcrbagai faklor yang mempcnguruhi investasi, balk yang menyangkut 

ckonomi maupun poJitik. 

Hal ini mcnimbulkan tanda tanya apa s:ebenamya fuktor-faktor yang 

rnenjadi pendorong investasi di Indonesia. Bcrdas:arkan ur:aian sebelumnya 

diketahui bahwa pendapat mcngenai kebijakan pajak dapat mempengaruhi 

aliran masuk investasi asing di suutu negara masih menimbulkan 

pertenlangan. Selain itu berdasarkan bebcrapa pendapal ahli dikctahui 

bahwa faktor-faktor yang tnnumnya pcnting bagi setiap jenis investasi 

adalah trtelipuri stahiiitas ekonomi dan politik, kcrersediaan infrastruktur 

fislk, bisnis dan hukum, Demikian pula ketiadaan haJangan birokrasi, 

kemudahan komunikas.i, ketcrsediaan lenaga kcrja terlatih, kebebasan 
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melakukan rcpalriasi modal, dan adanya mekanismc penyelesaiun sengketa 

juga merupakan fnktor yang dapat mendorong inveslasi. 

1.2. Perumusan Pokok Masalah 

Masuknya investasi asing berupa Foreign Direct Investment (FDI) 

diyakini sangal bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara, 

tcrutama negara berkembang seperti Indonesia, Berdasarkan basil beberapa 

penelitian terdapat beberapa faktor yang mcndorong investasi asing masuk 

ke suatu negara. Hal ini dilatarbelakangi oleb adanya karakteristik yang 

berbed<1 di setiap negara, balk dari segi lokasi geografis, besarnya pasar, 

sumbcr daya alarnj sumber daya manusia maupun tingkat perekonomiannya. 

Berbagai perbedaan ini baik yang bcrsifat faktor ckonomi (seperti lingkat 

Gross Domestic ProducJ, Gross Domestic Product per capita, tingkat 

inflasi, up:ah buruh, dan lain-lain) maupun non ckonomj (seperti stahilitas 

politik, pengurusan izio, tingkat korupsi dan lain-lain) dapat mcmpengaruhi 

keputusan invcslor using untuk berinvestasi di suatu negara. 

Mengingat tingginya kebutuha.n akan masuknya investasi asmg 

sebagai sarana untuk pembiayaan pembangunan, maka sejumlah negara 

bersaing keras untuk menarik investasi asing, Hal ini mendorong 

pcmerinlah Indonesia mengeluarkan bcrbagai kebijakan termasuk kebijakan 

di biJang perpajakan uotuk membcri kemudahan-kemudahan bagi lnvcstor 

asing yang akan rnasuk ke lndonesia. Berdasarkan Jatar belakang terscbul 

maka pokok permasalahan yang akan diuraikan dalarn pertanyaan -

pertanyaan pcnelilian adalah: 

L Bagaimana pengaruh kebijakan perpajakan Indonesia terhadap 

masuknya invcstasi asing langsung kc Indonesia? 

2. Bagaimana pcngaruh variabel ekonomi lainnya berupa ukuran pasar 

(nwrkel size) Indonesia, kondisi infrastruktur, dan tenaga kerja 

terhadap masuknya investasi asing langsung kc Indonesia ? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Dari perumusan masalah di alas, maka meialui uji empiris atas data 

yang mcliputi Lahun 1968 ~ 2007, pcnelitian ini bcrtujuan : 

L Uuluk mcngetahui dan menganalisis pengaruh kebijak<~n pajak 

terhadap masuknya. invesl<!Si asing langsung ke Indonesia. 

2. Untuk rnengetahui dan menganalisis pengaruh variabeJ ekonomi 

lainnya berupa ukuran pusar (market size). kondisi infrastruktur, dan 

tcnaga kerja Indonesia terbadap masuknya invcstasi asing langsung ke 

Indonesia. 

1.4. Signifikansi Pcnelitian 

HasH penelitian ini mcmpunyai sigoifikansi sebagai berikul : 

1. Signitikansi Akademis 

L Basil pcnelilian ini diharapkan dapat menambah sludl ilmiah 

mengcnal faktor-faktor yang yang mempengaruhi masuknya invcsta.'>i 

asing langsung ke fndonesia. 

2. Hasil penelitian diharapkan dapal berguna bagi pengerobangan ilmu 

pengetahuan di bidang perpajakan, khususnya dalam hubungarmya 

dengan kebijakan pajak terhadap investasi asing di indonesia dcngan 

tujuan mclengkapi hasH studi ihlliah sebe!umnya, melalui pengujian 

seca ra empitis. 

2. Signitikansi Praktis 

L HasH penelitian im diharapkan dapat memhcrikan masukan bagi 

pengambil kebijakan dan lembaga-lcmbaga publik mengcna1 

signifikansi faktor-faktor yang dapat rnempcngaruhi masoknya 

invcstasi asing langsung ke Indonesia. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mcmberikan masukan kepaJa 

pengambil kebijakan ·kht!5usnya yang berhubungan dengan masaJah 

perpajakan, yaitu rncnjadl informasi yang pcrlu dipertimbangkan 

dalam menyusun kebijakan yang tcrkait dengan investasi using di 

Indonesia. 
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1.5. Pembatns.an Masalah 

Bcrdasnrkan studi litcratur dipcroleh data bahwa berdasarkan 

bcrbagHi hasil penclitian terdapat banyak faktor yang mempengaruhi 

masuknya invcstasi asing langsung ke suatu negara, Dalam penelitian ini 

dibalas.i hanya bcbcrapa faktor yaitu kebijakan pajak, ukumn pasar (market 

size), kondisl infrastruktur, dan tenaga kcrja, sedangkan fakLor~faktor 

lainnya seperti politik! bcban hulang1 tingkat inflasi, dan lain-lain dianggap 

tctap (cater is paribus). 

1.6. Sistcmatika Penulisan 

Untuk memperrnudah dalarn memahami pokok permasa[ahan dan 

pembahasan, maka penuWmn tesis ini :ak'Jn dlumikan secara sistcmatis 

daiam bebcrapa bab dan sub bab1 dcngan susumm scbagaJ berilrut: 

BAD I )lendahuluan 

Dalam bab ini akan dibahas lentang latar belakang permasalahan 

penclilian, perumusan pokok masalah, tujuan penelitian, 

signifikansi peneJit{an dan sistematika pcnclitian. 

BAB Il Tinjauan Litcratur 

Bab ini menguraikan ten[ang penelhian sebclumnya yang scrupa 

dan menjetuskan bcdanya dcngan penelitian yang akan dHakukan 

dan tinjauan pustaka yang meliputi teori-teori tentang penanaman 

modaJ asing, teori tentang pcogaruh pajak atas investasi, teori 

mengcnai pengaruh market size tcrhadap inveslasj, Gross 

f)ome..vtic Produa (ODP) , GDP per capita, kondisl infrnstruktur, 

lenaga kerja, hipotesis penclilian, dan kerangka pemikiran 

BAB III Mctode Penclitian 

Bab ini berisi Lentang rancangan modei yang digunakan daiam 

penelitian, alat analisis yang digunakan, serta metode regresi 

yung dilcrapkan pada model, asumsi yang digunakan, serta uji­

uji yang akan dilakukan. 
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BAR IV Gambaran Umum Objek Penclitian dan Analisis Hasil 

Penelitian 

BABV 

L Gambaran umum objek penelllian meliputi kebijakan paj3k 

kbususnya yang terkait dcngau investasi asing di Indonesia, 

perkembangan Gross Domestic Product (GOP), GDP per 

capita, kondisi infrastruktur dan tenaga kerja di Indonesia, 

terkail dcngan perkembangan investasi asing lang.o;;ung <li 

Indonesia. 

2- Analisis basil peneiitian berisi tentang hasH regresi yang 

diperolch, serta melakukan anaiisis lerhadap basil regresi 

yang dipcroleh, yang menjelaskan hubungan antara 

variabet-variabei hcbas terhadap variabel terikat berupa 

masuknya invcstasi asing langsung ke Indonesia. Anallsis 

statistik dan ckonometrl dilakukan untuk menguji basil 

regresi tersebut scrta irnplikasi kchijakannya. 

Simpulan dan Saran 

Merupa.kan bab penulup, bcrisi simpulan dari has1l~hasit analisis 

dan pernbahasan yang diuraikan pada bab IV. Bab ini juga 

mernuat saran yang relevan dengan simpulan. 
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TINJAUAN LITERATUR 

2.1. Penelitian Sebclumnya 

Bcrdasarkan penclusuran tcrhadap hasil - hasil penelitian yang lclah 

dilakukan oleh bcberapa mahasiswa pascasarjana Departemen Ilmu 

Administrasi dalam rangka pembuatan tesis, diperoleh data bahwa terdapat 

beberapa penelitian mengenai pcngaruh kebijakan pajak dalam bentuk 

insentif terhadap masuknya investasi asing langsung di Indonesia dengan 

menggunakan metode penelitian wawancara mendalam dan kuesioner. 

Selain itu juga lerdapat basil pcnelitian dalam rangka pembuatan disertasi 

yang juga terkait dengan masuknya investasi asing langsung ke Indonesia 

yaitu penelitian mengenai praktik penghindaran pajak pada Foreign Direct 

Investment yang berbentuk subsidia1y company di Indonesia. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rini Gufraeni (2006) dalam tesisnya 

yang berjudul Pencrapan Proses Hierarki Analitik Atas Insentif Pajak dan 

Faktor-faktor Lainnya Terhadap Investasi Asing Langsung (Foreign Direct 

Investment) di lndonesia:Pcriode 2000- 2005 bertujuan unluk : 1) Untuk 

mcngctahui apakah inscntif pajak merupakan faktor pajak yang penting 

dalam mempcngaruhi investasi asing langsung (Foreign Direct Investment) 

di Indonesia, 2) Untuk mengetahui faktor-faktor pajak yang bcrpcran 

penting dalam mempengaruhi investasi asing langsung di Indonesia, 3) 

Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan inscntif pajak 

khususnya insetif Pajak Penghasilan yang dibcrlakukan pada tahun 2000-

2005. 

Instrumen penelitian yang digunakan oleh Rini Gufraeni adalah : 1) 

Kuesioncr AHP yang dibagikan kepada responden, yaitu perwakilan PT 

PMA yang berkcdudukan (kanlor pusm) di Jakarta pada periode 2000-2005, 

anggota KADIN, pemerintah (DJP dan BKPM), konsultan pajak, dan 

akademisi, 2) Pcdoman wawancara dengan respondcn dan narasumber ahli 

yang dipilih, dan 3) Review dokumen, berupa data-data dan peraturan yang 

diterbitkan oleh pcmerintah sehubungan dengan kebijakan penanaman 
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modal asing dan pembcrlan Jnscntif pajak. Adapun basil pcnelitian yang 

diperoleh adaiah :a) Faktor-faktor pajak yang merupakan alternatif stwtcgi 

dalam upaya rnempengaruhi investasi asing hmgsung (FDl) di Jndonesia 

terdiri atas pernberian inscntif pajak, kejelasan dan konslstensi pcraturan 

perpajakau, admjnistrasi dan prosedur pajak, akses dan penye1esaian 

sengketa pajak, dan pcnyelesaian pajak berganda interna.sionaL Dari 

pengukuran skala prioritas dengan menggunakan Proses Hirarki A.nalilik 

(AHP}, diperoleh hasiJ penelilian bahwa inscntif pajak rncrupakan salah satu 

faktor pajak yang cukup penting (moderately importance) dalam 

mempengaruhi invesLasi asing langsung di Indonesia, walaupun bukan 

sebagai prioritas utama, b) Faktor ~ faklor pajak yang merupakan aiternatif 

strategi daJam upaya mernpengaruhi investasi asing langsung (FDI) di 

Indonesia tersebut dapat disusun bcrdasarkan persentasc yang 

me11ggambarkan skala prioritasnya sebagai berikut : (1) Kejelasan dan 

konsistensi peraturan perpajukan sebesar 33~3%, (2) Adminisirasi dan 

prosedur pajak sebesar 26,7%, (3) Pemberian insentif pajak sebesar 24,2%, 

{4) Akses dan pcnyclcsaian scngkcta pajak sebesar 10,8%, dan (5) 

Penyelesaian pajak bcrganda internasional sebesar 4,9%. Dari pengukuran 

skala prioritas ini memberikan hasil hahwa faklor pajak yang paling pen ling 

untuk diprioritaskan adalah faktor kcjelasan dan konsistensi pcraturan 

perpajakan. Basil ini sckaligus n1enerima bipotesis penelitian (Ho) yang 

mengatakan babwa insemif pajak tidak merniliki prioritas yang lebih tinggi 

dibanding faktor"faktor pajak luinnya dalam upaya peningkatan PMA di 

Indonesia pada periode 2000-2005. Dan basil penelitian iainnya adulah c) 

Kebijakan insentif Pajak l'enghasilan (PPh) yang diberlakukau pada tahun 

200-2005 Ualam rangka mendorong pcnanaman modal di Indonesia 

sebagaimana tertuaug dalam Peraturan Pemerintah No, 148 Tahun 2000 

tanggal 23 Desembcr 2000 tcntang Fasllitas Pajak PengbasHan untuk 

Penanaman Modal Di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan atau Di. Dacrah­

daerah Tertentu; pada implemcntasiuya bcium dapat dioperasionaikan 

sepenulmya, tcrutama menyangkut insentif pajak Jalam bentuk keringanan 

pajak invcstasi (investmem allowance), Adanya persyaratan dan pcrizlmm 
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[trtemu dalam rangka permohonan untuk numtlapal iuscntif pujak 

penghasilan ini sebagaimana diatur daiam Kcputusan Menteri Keuangan 

(KMK) Nomor 57I!KMK.04/2000 !anggal 26 Desernber 2000 tentang Tala 

Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Kcpada Wajib Pajak yang 

Mclakukan Pemmaman ModaJ di Bidang-bidang Usaba Tertentu dan atau di 

Daerah~daerah rertcnlu, juga mcnjad.i salah. satu harnbat;Jn yang mcmbuat 

investor cenderung tidak memanfaatkan fasilitas dan insenlif PPh yang 

ditawarkan tersebut 

Selanjutnya penelilian yang membahas hubungan kebijakan pajak 

dengan invesr<:tsi sektor tertentu dilakukan alch Muhamad Edi Hartono 

(2007) dalam tesisnya yang berjudul Kebijakan Pemberian lnsentif Pajak 

Dalam Hubungannya Dengan lklim Inveslasi Bagi Perusahaan Penanaman 

Modal Asing Di Seklor lndustri Tekstil. Tujuan pcnclitian yang dilakukan 

adalah : a) Untuk mengetahui korelasi antara kcbljakan insentlf pajak 

dengan investasi bagi perusahaan PMA di seklor iodustri tekslil di Indonesia, 

dan b) Untuk mengidentifikasi kebijakan insentif pajak yang scsuai untuk 

sektor induslri lckstil di Indonesfa. 

Dal::1m melakukan peneJitiannya, Muhamad Edi Harlono 

menggunakan Jnslrumcn peuelitJan bcrbcnluk kuesioner yang disebar 

kepada Wajib Pajak yang lerdaftar di Kantor Pelayamm Pajak Penanaman 

Modal Asing Empat yang bcrgerak di sektor industri lekslil. Adapun hasil 

penelitian yang dipcroleh adalah : a) Kebijakan pcmberian inscnrif pajak 

tidak bcrhubungan secara signifikan dengan iklim invcstasi bagi perusahaan 

PMA di scktor industri tekstiL Dengan demikian, tujuan pemerintah 

membcrikan insentif pajak untuk memperbaiki iklim invcstasi di Indonesia 

agar dapat menarik investor asing di sektor industri tekstil tidak efcktif. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi iklim investusi bagi perusahaan PMA di 

sektor industrl tekstiJ sangat banyak, antata lain adalah kelersediaan tennga 

kerja yang ahli dan murah, sta.bilitas poHtik, kondisi dan potensi pasar. 

stabilita."l ckonomi makw, kondisi infrastruktur1 kepastian hukurn dan 

konclisi birokrasi scrta lingkat kurupsi di Indonesia. Bcrdasarkan analisis 

atas dara-data basil penelitian diketalmi balm .. a ak~cs pasar diyakini scbagai 
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fakLOr yang lebih pcnting dalam menarik investor asing di scktor industri 

tekstil di Indonesia, dan b) Jenis insentif pajak yang diterapkan di Indonesia 

dan paling diminati olch perusahaan PMA di scktor industri tekstil adalah 

tunjangan investasi berupa pengurangan penghasilan neto sebcsar 30% 

untuk selarna 6 (enam) tahun. Hal tersebut mcnunjukkan bahwa perusahaan 

PMA di sektor industri tekstil lebih memilih untuk mendapatkan insentif 

yang secara langsung mcngurangi beban pajaknya daripada benluk insen[if 

yang mengurangi pajak tetapi hanya bersifat sementara atau temporary. 

Insentif berupa PPN yang terutang tidak dipungut di Kawasan Berikat hanya 

bcrlaku untuk penyerahan Barang Kcna Pajak (BKP), sedangkan atas 

penyerahan Jasa Kena Pajak tetap dikenakan PPN, sehingga insentif tcrscbut 

dinilai tanggung karena dalam praktcknya Wajib Pajak tidak terlepas dari 

pemanfaatan Jasa Kena Pajak dalam kegiman usahanya. Di samping itu, 

bentuk insentif pajak yang diterapkan di Indonesia Lersebut kalah mcnarik 

jika dibandingkan dengan bcntuk inscntif pajak yang diberikan di negara 

pesaing Indonesia di scktor industri tckstil Asia, yaitu China dan Vietnam, 

karena kedua negara tersebut memberikan insentif pajak berupa lax holiday 

dan investment allowance sekaligus. 

Penelitian schubungan dcngan praktik penghindaran pajak pada 

Foreign Direct Investment dilakukan oleh Ning Rahayu (2008) dalam 

discrtasinya yang berjudul Praktik Pcnghindaran Pajak (Tax Avoidance) 

Pada Foreign Direct Investment Yang Berbenluk Subsidia1y Company (PT 

PMA) Di Indonesia (Suatu Kajian Tentang Kebijakan Anti Tax Avoidance). 

Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk : a) Mengidentifikasi 

praktik-praktik penghindaran pajak (tax avoidance) yang pada umumnya 

dilakukan olch Foreign Direct Investment yang berbentuk subsidiary 

company (PT.PMA) di Indonesia, b) Mcnganalisis kebijakan Anti Tax 

Avoidance Indonesia dalam menangkal praktik-praktik penghindaran pajak 

yang dilakukan oleh Foreign Direct Investment yang berbentuk subsidiary 

company (PT.PMA) di Indonesia, dan c) Mengelahui dan menganalisis 

upaya-upaya yang dilakukan Oircktorat Jcndcral Pajak untuk menangan.i 
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praktik-praktik peughindaran pajak yang dliakukan oleh Foreign Direct 

Investment yang l.Jerbenluk subsidiary company (PT.PMA). 

Adapun basil penelitian yang diperolch adalah : a) Praktik-praktik 

pcnghindaran pajak (tax avoidance) pada umumnya dilakukan oleh Foreign 

DireCI Investment (FDI) yang berbentuk subsidiary company (PT PMA) di 

Indonesia dilakukan melalui skema transfer pricing, thin capitalization, 

Controlled Foreign Company (CFC); peman(aatan negar&. tax haven dan 

treaty shoppi.11.g. Adapun skema penghindanm pajak yang paling banyak 

digunakan adalah skema transfer prici1tg dan thin capitalization. Praklik 

penghindaran pajak Lersebut dilak11kan dengan memanfaatkan peluang­

peluang yang terdapat dalam ketcntuan pcrpajakan yang berlaku. Hal 

tersebul JUga diperkuat dengao karakteristik hubungan antara anak 

perusahaan (subsidia1y company) di Indonesia dcogan induk pcrusahaan 

(parent compnny) di luar negeri yang me.nurut kacamata pajak dianggap 

scbagai entilas terpisah (separate entity). Dengan dernikian an tara anak 

perusahaan dengan Induk perusabaan tersebut dapat melakukan transaksi 

(illler company transaction) yang diatur sedernikian rupa agar anak 

perusahaan (subsidiary company} di Indonesia mengalami kcrugiun, 

sedangkan secara kcseluruhan bisnisnya di dunia mcngalami untung, b) 

Dilihat dari sifamya Kebijakan Ami Tux Avoidance di Indonesia relatif 

belum mcmenuhi l;ifat kcbljakan sebagaimana dikemukilkan olch James 

Anderson, yaitu sifal rasional, inkremental dan emerge11ce, karena pada 

kebijabm yang ada masih banyak peh.1ang~peluang (loopholes) yang dapat 

dimanfaatkan oleh wajib pajak, khususnya perusahaan Penanaman Modal 

Aslng untuk melakukan penghindaran pajnk, sehingga potensi pajak yang 

ada belum dapat digali secara optimal. Di samping itu kebijakan Anti Tax 

Avoidance yang ada relatif tidak mengikuti perkembangan praktik iapangan 

yang semakin kompleks, hal ini terlihat dari masih banyaknya aturan 

pelaksanaan mengenai kebijakan Anti Tax Avoidance yang belum 

mcngalami pcnycmpurnaan sejak tahun. dibuatnya aturan tersebut (sebagian 

besar tahun 1994). Saat ini Indonesia baru mempunyai ketentuan tentang 

Specific Anti Tax Avoidance (SAAR) ya.ng tertuang dalnm pusal 18 Undang-
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undang Pajak Penghasilan. Dafam hal ini Indonesia belum memlliki General 

Anti Tax Avoidance (GAAR) sebagai pelengkap dari SAAR. Disamping itu 

dilihat dari faklor·faktor pendukung yaltu policy content kebijakan yang 

bersifat rasional dan logis, kerjasarna dengan pihak-pihak Lerkail dan sumbcr 

daya yang trampil dalam melaksanakau kebijakan yang dibual belum 

scpenuhnya terpcnuht untuk mendokung keberhasilan peJaksanaan kebijakan 

Anti Tax Avoidance [ersebuL Dan yang terakhir adalah c) Upaya-upaya yang 

dilakukan oieh Dircktorat Jenderal Pajak dalam menangani praktik-praktik 

penghindanm pajak, khususnya yang dilakukan oJch Foreign Direct 

Investment (FDI) yang llerbentuk subsidituy compauy (PT. PMA) relatif 

masih minim dan kurang menyentuh masalah e.<;ensiaf, sehingga kasus-kasus 

penghindanm pajak tersebut kurang tertangani dengan baik. 

Penelitian di negara lain yang mene!iti mengenai faktor-faktor yang 

mcmpengaruhi masuknya investasi asing langsung di suatu ncgara 

dilakukan oleh Emmanuel Nmtdozie (2000) dengan judul What Determines 

US Direct lnvestme.nt in African Couutries ? Emmauucl Nnaclozic mcnelili 

faktor-faktor yang mempengaruhi lingkat inves!asi perusahaan yang bcrasal 

dari USA di ncgara-negara Africa. Larar belakang penelilian adaiah bahwa 

sebagai kclompok negara-negara bcrkcmbang yang memerJukan FDJ 

sebagai sumber yang paling penling dalam pembiayaan, negara-ncgara 

Afrik11 memperoleh bagian yang relatif kedl dari global jnvestasi swasta, 

terutama dari Amerika. Direct illvestment USA di Afrika tcrpusat pada 

sumber daya mineral·e:xtractable. Emmanuel Nnado.zie (2000) 

mcnggunakan data cross sectional 22 negara di Afdca dcngan 

menggunakan model analisis regresi majenluk sebagai berikol : 

USDIA =!{Lagged change in GNP, per capita GNP, rate of inflation, debt 

burden, political risk index, school1 phones, and Franco}, 

yang diekspresikan dalam persamaan sebagai berikut : 

(2.1) 

lnUSDIA = o. + ln~ 1 GNP1• 1 + ~,Gl'.'PCAP,, - I'I,!NFLATE,.,. p,BURDEN,. 

, + P5PRI,.1 + p,SCHOOL,_, + p,PHONES,_, - PsFRANt.'O,_, + t (2.2) 
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Adapun hipolcsis dari penelitiau Emmanuel Nnadozie (2000) adalah 

tingka! investasi USA (USDIA) mcrupakan : 1) [ungsi positif dari 

economic growth, size of market, political risk index (PRJ), skill of labor 

force, infrastructure, dan 2) fuogsi nega!if dari inflation! debt burden, dan 

francopllotJY. Variabel bebas GNP adalall natura[ log dari per kapila GNP 

untuk negara i untuk tahun 1996. Penggunaan ukuran natural lag adalah 

untuk membantu kontrol lerhadap efek yang terjadi pada negara-negara 

besar seperti Egypt, Nigeria, dan South Africa. 

Dengan menggunakan estimasi Least Square Emmanuel Nnadozie 

mernpcroleh basil pcnelitian : a) Market growth (GNP) adaiab menunjukkan 

pengaruh y.ang signifikan tcrhadap aliran USDIA. Hal ini sesuai dengan 

teori makro ckonomi. Koefisien dari variahcl LnGNP mengindikasikan 

bahwa satu pcrscn kenatkan dalam market growth akan meningkalkan 

USDJA pada angka rala-rala 1.68 persen, yang lainnya kons!<m. Hasil ini 

se..;;;uai dengan hipotesis, b). Hasil regresi terhadap GNPCAP menlpcrolch 

basil yang diharapkan tapi tidak signifikan, c) Hasil regresi terbadap inflasi 

tidak signifikan. Namun walaupun variabcl ini terbukti secara statistik tidak 

signifikan, secara ckonomi hasilnya signifikan dan Landa dari koefisien ini 

masih dibutuhkan unluk diinterpretasikan. Inflation rale adalah inJikator 

dari kestabHan ckonomi, dan untuk itu scmakin tinggi inflation rate, 

semakin rendah USDIA, d) Tanda bahwa koefisien varlrtbel PR[ 

menunjukkan hahwa makin rendah tlngkat political risk di dalam host 

cowwy, maka makin tinggi USDIA pada rata-rata 0.186 persen. Hasil ini 

konsislen dcngan yang diharapkan, e) Koefisien dari variabel BURDEN 

mengindikasikan bahwa USDIA diharapkan mcnurun 0.014 persen pada 

setiap satu persen pertambahan debt burden, sementara yang lainnya 

konstan. Variabel ini mcmperoleh sign yang diinginkan, dan sesuai dengan 

bipotesis, f) Koefisien dad variabeJ SCHOOL, yang mengukur skill of labor 

force, tidak memiliki predicted sign dan lidak signifikan. Oleh karena itu, 

skill of labor force lidak sesuai dengan hipotesis alau dari penelitian empiris 

sebelumnya, g} Kocfisicn PHONES lmsilnya signifikan tetapi tandanya 

negatif dan tidak sesuai dengan hipotesis. Seharusnya scmakin bagus 
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infrastruku.1t akan scmakin meningkatkan investasi, h) Koefisien FRANCO 

negatif dan signifikan. Hal ini berarti fraucophony mengakibatkan 

rendahnya USDIA yang disebabkan adanya hambatan kultural dan hahasa 

(Afrika ban yak dijaja.h oleh Perands, schingga USDIA sulit rnemasukinya). 

Berdasarkan hasit pcnclitian, Emmanuel Nnadozie menyirnptilkan bahwa 

hanya variabel makroekonomi dan risiko polilik yang merupakan 

delerminan yang slgnifikan dalam direct investment USA di Afrika, 

sedangkan business condition bukan faktor yang signifi.kan. 

Penelit[an yang teiah dilakukan oleh Rini Gufraeni dan Muhamad 

Edi Hartono dialas umunmya hanya mcnguraikan dan menganalisis 

pengaruh kebijakan pajak dalam bentuk pemberian inscntif pajak terhadap 

masuknya investasi asing !angsung ke Indone."'iia dcngan menggunakan 

metode wawancara dan kuesioner, dan tidak meneliti tingkal signiftkansi 

pengaruhnya dibandingkan dengan faktor-faktor lainnya di luar pajak Ning 

Rahayu mcneliti tcknik-teknik penghindaran pajak yang dilakukan oleh 

Foreign Direct Jnvescment dalam bentuk subsidiary company, dan tidak 

meoeHti faktor~faktor yang mcndorong Investasi asing langsung di 

Indonesia. Emmanuel Nnadozie memang meneliti faktor-faktor yang 

mempengaruhl masukoya. invesLasi asing langsung, namun site 

penelitiannya adalah negara~negara di Afrika. Selain im Emmanuel 

Nnadozie juga tidak mencliti efek pajak. terhadap masuknya investasi asing 

lang.sung, 

Menurut Easson (2004) penelilian dan laporan yang dibuat deogan 

menggunakan melode wawancaru dan kuesioner memang dapat 

memberikan gambaran mcngenai faktor~faktor yang mempengaruhi 

pemilihan lokasi inveslasi, namun sulit unluk menentukan tingkat 

signifikansi dari faktor~faktor tersebut Ada 3 {tiga) afasan yang dapat 

menjelaskan yaitu : Pertama, faktor-faktor yang menjadl pertimbangan 

dapat berubah-ubah setiap waktu. Misalnya bagi FDI tradisional terjadi 

pcrubahan faktor-faktor yang berpengaruh sejalan dengan adanya kebljakan 

liberaiisasi dan lerciptanya sejumlah free trade area dan custom union. 

llmabela..o.; sampai duapuiuh tahun yang lalu, yaog mcnjadi pcrtimbangan 
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adalab kcbebasan rcpatrias.i laba dan p~rlindungan dari expropriasi, namun 

kini di setiap negara yang mengundang investasi asing langsung untuk 

masuk, kcdua hal ini diperkiwkan sudah selalu ada. Selanjutnya yang kedua 

adalah sctiap investor memiliki prioriws yang berbeda. Jenis investor yang 

berbcda. juga memiliki objektivitas yal1g berbeda. Bagi investor yang 

market-oriemed, ukuran pasar dan pasar yang potensial rnenjadi 

pertimbangan yang paling utama. Namun bagi yang export- oriented, faklor 

biaya buruh lebih krusial dibandingkan investor yang markeJ-oriented. 

Terakhir yang ketiga, setiap kuesioner rnenanyakan pertanyaan yang tidak 

sama dan me:nyediakan pUihan jawaban yang juga tidak sama. Jawaban 

yang diberikan olcb respondcn, tcrkadang tcrgantung perlanyaan dan 

jawaban yang Lelah disediakan dalam kuesioner. 

Berbeda dengan pcneliLian·pcnclitian sebelumnya yang pernab 

dilakukan, dan berdasarkan perlimbungau bahwa teknik wawancara dan 

kuesioner kurang dapat menjelaskan mengenai tingkat signifikansi faktor­

faklor yang mempengaruhi masuknya inve.-.tasi asing langsung ke indonesia. 

rnaka peneHtian pada tesis ini akan menguji secara crnpiris pengaruh 

variabel kebijakan pajak, dan variabcl ckonomi lainnya scrta varlabel non 

ckonomi terhadap masuknya invcstasi asing langsung di Indonesia dalarn 

kurun waktu tahun 1968 s.d 2007. Peneiitian akan menggunakan model 

ekonometrika sebagaimana yang digunakan oleh Emmanuel Nnadozie, 

dengan variabcl bebas berupa kebijakan pajak, GDP, GDP per C(lpita, 

infrastruktur, dan tenaga kcrja di Indonesia, dan variabel terikat berupa 

masuknya investasi asing langsung ke Indonesia, unlUk kurun waktu 1968 

s.d 2007. 

2.2. J»engertian Investasi 

Investasi yang lazim disebut juga dengan istilah penanaman modal 

atau pembentukan modal, dapat diartikan scbagai pengeluarao pcnanam ··· 

penanam modal atau perusahaan untuk rnembcli banmg-barang modal dan 

perlengkapan-pcrlengkapan produksi untuk menambah kemampuan 

memproduksi barang-barang dan Jasa~Jasa yang !ersedia dalam 
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perekonomian. Penambahan jumlah bumng modal ini memungkinkan 

perckonumian tersebut menghasilkan lcbih banyak barang dan jasa di masa 

yang akan datang (Suklrno, 1994). 

Tcrdapat beberapa jenis investasi yang dikenal sclama ini (Mankiw, 

2003), yaitu: (1) investasi tetap bisuis (lmsinessfixed inve:~;tmefll) mencakUp 

peralaLan dan struktur yang dibeli perusahaan untuk proses produksi; (2) 

invesmsi perumahan (rcsidensial investment) mencakup rumah baru yang 

dibeli orang untuk tempat tinggal dan yang dibeli tuan ianah untuk 

disewakan; (3) inves!asi inventori (inveslOIY i11vestment) mencakup barang~ 

barang yang disimpan perusahaan di gudang, Lermasuk bahan-bahan dan 

perserliaan, barang dalam pro.'les. dan barang jadi. Ketiga invcstasi tersebut 

rncrupakan inveslasi yang l:mgsung dilakukan oleh pelaku usaha didalam 

memenuhi kelngimmnya. Investasi langsung dapat berasa[ dari dalam negeri 

maupun dari luar negerL 

2.3. Tipe-tipe lnvestasi Asing 

Tipe lnvcstasi semakin bemgam sejalan dcngan perkernbangan 

tcknologi komputer dan komunikasi yang semakin pesat. Bcrbagai tipc 

invcstasi berkembang mcnycsuaikan dengan tujuan dan rlngkat resjko yang 

dibutuhkan olch investor. 

2.3.1. Investasi Asing Tidak Langsung (Foreign ludirect investment) 

Disebul juga inves!asi portofolio, atau invcslasi dalam bentuk asct 

finansial (financial asset} yang merupakan pernbelian saham-saham dan 

obligasl semala-mata bertujuan untuk memperoleh laba atas dana yang 

dltanamkan (Ball, 2001). 

Investor menaruh dammya dalam bentuk kepemilikan sa ham (stock), 

obJigasi, dan surat-surat berbarga laiunya yang tersedia di pa.-;ar saham 

domestik, atau blsa juga dalam bentuk tabungan di bank-bank di ncgara 

berkembang, Jeuis inve.o:;tasi dalarn bentuk dana seperti ini dianggap sebagal 

"hot mamty" karena investor dengan mudahnya dapat keluar dari pasar 

rlomestik apabila ia menganggap telah tcrjadi perubahan kandisi negara 
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yang dlanggap tidak menguntungkan, lnvcslor juga dapat dengan mudah 

menarik dana tabungannya apabila dianggap tingkat bunga alum jaiuh 

(Sullivan, 1992). 

2.3.2. lnvestasi Asing Langsung (Foreign Directlnl'estllumt!FDI) 

Menurut Krugman (1997) yang dimaksud dengan PDI adalah arus 

moda[ intcrnasional dimana perusahaan dari suatu negara mendidkan atau 

mernperluas perusahaannya di negara lain, Dengan dernikian dalam aliran 

FDI tidak hanya terjadi pemindahan sumber daya namun juga pengendalian 

(control), 

FDI dapat diartikan sebagai investasi secanl. nyata dalarn bentuk 

pend irian perusahaan, pembangunan pabrik, pembelian barang modal, lahan, 

bahan bal.:u serta persediaan dimana investor tcrtibat langsung da!am 

manajemco perusahaan dan mengontrol aktivitas penanantan modal asing 

terscbut Direcl investmeut ini biasanya dimulai dengan pendirian cabang 

perusahaao (subsidiary) atau pcmbclian saham mayoritas dari suatu 

perusahaan dornestik. Dalam kontcks internasional 1 bcncuk inveslas.i ini 

biasanya dilakukan oleh perusahaan rnultinasionaJ dengan aklivitas inveslasi 

umumnya di hidang mannfaktur, ekstrak.t;i dan ekspiorasi sumber daya aiam, 

industri jasa, dan sebagainya. (Sullivan, 1992) 

Ball (2001) yang menycbut FDI sebagai Bisnis lttternasional 

memberikan definisi. adalah bisnis yang kegiatan-kegiattmnya melewati 

batas~batas negara. Jadi bisnis internasional tidak hanya perdagangan 

internasionaJ dan pernanufakturan di luar negeri, letapi juga industri jasa 

yang berkembang di bidang-bidang seperti transportasi, pariwisata 1 

pcrbankan, pcriklanan, konstruksi, perdagangan eceran, pcrdagangan besar, 

dan konmnikasi rnassa. 

Ongwamuhana (1991) mengkategorikan usaha penanaman modal 

asing dalam 5 (lima) bentuk. diantaranya : Perlama, iovestasi asing langsung 

dalam benluk anak perusahaan (sub.vidiary company). Penanarn modal asing 

berusaha dengan mendirikan perusahaan yang bcrkedudukan di negara 

lempal lnvestasi, dan biasanya berada daJam pengawasan atau dikuasai 
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sepenuhnya olch induk perusahaan di negara lempat asai investor. Selaln itu, 

bentuk subsidiwy ini dapat juga berdasarkan perusahaan yang 

berkedudukan di Juar negeri dengan izin bcmsaha yang dikcluarkan dan 

tunduk pada ketentuan negara tcmpat penanaman modal dilakukan, 

Kedua, invcsiasl asing langsung dalam bentuk cabang atau agen 

{Foreign Branch ot Agency). lnvestasi inj dilakukan apabila skala usaha 

relatif masih keci! dalam rangka efisiensi biaya., utau penanaman modal 

dilakukan untuk jangka pendek atau untuk menghindari masalah. Oleh 

karena itu bentuk cabang alau agen sering dipergunakan. Ketiga, inve~tasi 

asing langsung dalam bentuk .Joint Venture. lnvestasi yang dilakukan dalam 

bentuk kerjasama dengan perusahaan lokal yang dimaksudkan untuk 

mcnghindari resiko karena belum dipahaminya kondisi pasar di negara 

tcmpal investasL SeJanjutnya keempat, investasi asing langsung dalam 

bentuk pelayanan jasa {service contracl). Bentuk ini berupa pemberlan jasa 

teknik atau jasa marmjemcn dati perusahaan asing perusahaan lokal dengan 

itnbalan pembayaran royally, jasa manujemen, jasa konsultasi dan jasa 

tenaga ahli. Pembayaran terschut biasanya dilakukan secara pemotongan 

pajak di muka (withholdi11g tax). Dan yang kelima, inveslasi asing langsung 

dalarn bcmuk lainnya, yang dapat bempa perjanjian untuk pcmaknian merk 

dagang (paten!) atau lisensi, ntau perjanjian pendanaan dalam rangka 

menjualkan atau membelikan bnrang dan jasa unluk pasar lokaL 

Moosa (2002) menyatakan bahwa yang membedakan antara portofolio 

dan FDI adalah "kontrol 11
• Soorang investor porto folio tidak mencari kontrol 

(pengendalian) atau kepentingan jangka panjang. Kegiatan investasi asing 

tangsung lebih didorong oleh prospek menguntungkan jangka pa:njang dari 

kegiatan- kegialan usaha yang dikendalikan secara langsung oleh penanam 

modal. Hal lainnya yang dapal membedakan adalah bahwa FDI melibatkan 

transfer kapital dari source counil}' ke host courwy. Untuk keperluan inj 

aktivitas investasi di luar negeri diangg:ap sebagai FDI bila : (1) ada kontrol 

melalui pcnanaman modal saham (equity) dengan jumiah yang dianggap 

dapat memberik.an pengaruh yang slgnifikan bagi pemegang saharn 

(miS{I:lnya kesempatan untuk menempatkan orang yang duduk dalam dewan 
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direksi), dan (2) tcrdapal pergeseran aset perusahaan, proses produksi, atau 

penjualan ke host country, walaupun in.i bukan yang utam.a karena blsa jadi 

suatu proyek dibh1ya melatui peminjaman dana di host country. 

Reuber et al (1973) menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor 

strategi jangka panjang (Strategic and Long-Term Factors) yang 

menyebahkan perusabaan memuluskan untuk berinvestasi di luar negcri, 

Faktor slrategi yang dimaksud adalah sebagai berikut : 1) Keinginan 

investor untuk mempertahankan pasar yang sudah ada dan memproteksi 

pasar dari pesaingnya1 2) Keinginan untuk mendapatkan dan mcmelil:lara 

posisi dalam pasar yang terproteksi atau untuk mendapatkan dan 

memelihara tersedianya perscdiaan dalaru jangka panjang1 3) Kebutuhan 

untuk mengembangkan dan memelihara hubungan parent-subsidiary, 4) 

Keinginan untuk komltmen jangka panjang dcngan host cotuUI'}' dalam 

rangka teknologi Lipc tertenlu, 5) Kcsemparao menjajaki keuntungau untuk 

mengganli lipe investasi yang lain, 6) Pengembangan produk baru lebih 

ekonomis, 7) Pcrsaingan pemhagian pasar dengan pelaku oligopoli lainnya 

dan kebutuhan untuk memperkuat posisi penawaran. 

Ada beberapa alasan yang mendoroog suatu perusahaan unluk 

melakukan ek.<>pansi produksi keluar negcri atau melakukan investas:i 

Jangsung di 1uar negcri (Kuncoro, 1998). Per!ama adaiah hasrat untuk 

mengejar kcunlungan global (pursuit of global profits). Hal ini didasarkan 

fakta bahwa pada dasamya pe.rusahaan multinasionai merupakan suatu 

perusahaan kapltalis yang selalu bertujuan unluk mendapatkan keuntuugan 

yang sebcsar-besarnya. Kedua, kcinginan untuk mencari dan rnemperoleh 

sumber bahan menlah (raw material resources). Ketiga~ untuk melayani 

pasar seca1a langsung (market seekers). Bila sualu perusahaan sudah 

melayani pasar luar ncgeri melalul ekspor, perusahaan mungkin merasa 

diperlukan hubungan yang lcblh dekat dengan pelanggan untuk mengctahui 

kcbutuhm1 dan sclera konsumen, dan kcempat adalah untuk mcminimumkan 

bjaya (cost minimizer), perusahaan nmltinasional jenis ini melakukan 

investasi di luar negeri agar telap kompetitif. berdasarkan jalur evolusi suatu 

perusaltan multinasionaL Pendekalan evolusioner daJam melakukan 
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ekspansi keluar negeri adalah suatu tanggapan untuk mcmlnimumkan resiko 

dalam lingkungan nsing yang diliputi ketidakpastian, 

2.4. Kebijakan Pajak 

Kebijakan pajak scring juga disebut sebagai kcbijakan fiskal atau 

sebaliknya. Mansury (1999) menyatakan bahwa kebijakan fiskal secara luas 

adalah kcbijakan untuk mempengaruhi produksi masyarakat, kesempatan 

kerja dan inllasi, deugan mempergunakan inslrumen pemungutan pajak dan 

belanja pcngeluaran negara. Pengertian kebijakan fiskal secara sempit 

adalah. kebijakan yang bcrhubungan dengan penentuan siapaMsiapa yang 

akan dikenakan pajak, apa yang akan dijadikan dasar pengenaan pajak, 

bagaimana menghitung besarnya pajak yang harus dibayar dan bagaimana 

tata cant pembayaran pajak yang tcrhurang. Kebijakan fiskal bcrdas:arkan 

pengertiau sempit ini disebut juga kebijakan perpajakan. Suparmoko (1992) 

rnembcrikan pengertian kebijakan fiskal atau politik fiskal sebagai teknik 

mcngubah pengeiuaran dan penerimaan pemerintab guna mencapai 

kestab!lan ekonomL Politik fiskaJ yang efekti[ pada akhirnya dapat 

mcmpcngaruhi perkembangan ekonomi, yakni mempengaruhi pendapatan, 

mcmajukan akumulasi modal dan menahan laju ioflasi maupun defiasi. 

Menurul Arnold (1986) sebngaimana dikutip oleh Gunadi (2007) 

dikatakan bahwa ada 4 (empat) kebijakan pemajo.kan yaitu : Pertama adalah 

keadilan, yang lcbih ditujukan pada keadaan pemerataan, dalam arli sama 

rata dan sama rasa distribusi behan penerimaan negara (pajak) yang hams 

didukung oleh segcnap warga masyamkaL Keadilan dalam sistcm pajak 

meliputi dua aspek> yailu Uorisontal dan vertikaL Keadilan borisontal 

rnenyangkut ckuaHtas (kesamaan) pcrlakukan pemajakan antar orang yang 

bcrada dalam keadaan (kemampuan pajak) yang sama, sedangkan keadlJan 

vertikal mcnunjuk kepada perbedaan pemajakan antar orang yang bcrada 

dalam keadaan berbeda kemampuan membayarnya (ability to pay), 

Kedua, nctralitas (neutrality), Yang dimaksud adalab suatu poia 

kebijakan pemajakan (tax policy) yang tidak mencampuri atau 

mempengaruhi maupun mengarahkan pemilihan wajib pajak untuk apakah 
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me!akuk~n kegiaLan ekonomi atau investasi di dalam atau di luar negcri. 

Netraii!as pajak menghendakl agar ketentuan perpajakan tidak memberikan 

perlakuan yang bcrbeda alas satu kegiatan atau keputusan ekonomi dari 

kegiatan atau keputusan ekonomi lainnya. 

Pajak harus bekcrja dl batik layar dan scharusnya tidak berpengaruh 

pada proses pengambilan keputusan investasi perusahaan. Doernberg (1989) 

scbagaimana. dikutip oleh Gunadi (2007) menyebut tiga unsur netralitas> 

yaitu : 1) nctralilas ekspor modal (capiial-export neutrality). Suatu sistem 

pajak mempunyai citra nelralitas ekspor modal atau nctralitas pasar 

domestik (domestic-m.arkel neutrality) apabila misalnya seandainya 

penghtlsiian dari invcstasi di Indonesia (domestik) dikenakan pajak sebcsar 

30% maka penghasilan dari invcstasi orang Indonesia di luar negeri harus 

dikenakan pajak dengan tarif yang sarna pu1a, 2) nelralitas impor modal 

(capital~import neurralily). Netralitas ini menghendaki bahwa setiap 

investasi yang dilakukau pada suatu negara manca dikenakan pajak 

berdasarkan larif (ketentuan) yang sama, tanpa memperhatikao asal 

kebangsaan atau tempat kedudukan investor. Netralitas impor kapita 

menghendaki agar pard investor di suatu ncgara bcrsaing dengan sandaran 

ekuaiitas hasls pemajakan negara tempat invcslasL Oleh karena kelentuan 

pemajakan di setiap negara dapat bervariasi satu sama lain, maka kesamaan 

basis pemajakan dapat terscdia apabila investor terscbut hanya berurusan 

dengan satu kelentuan pajak saja, yahu negara tempat investasi dilakukan, 

dan 3) netralitas nasional (natiotu1l neutrality), adalab seandainya apabila 

terdapat pajak lua.r negeri atau kelebihan pajak Juar negeri yang tidak dapat 

dikreditkan {karena sudah melebihi batasan teoritis pajak yang dapat 

dikreditkan) diperbolehkan untuk dikurangkan dari penghasilan bruto. 

Penjelasan lainnya mengcnai netralitas adaiah yang diungkapkan oleh 

Peggy B. Musgrave dalam J.J. Cordes, R.D. Ebel dan J.G Gravelle (2005). 

Capital export neutrality adalah ; ... a situation in which the overall burden 

of taxation on capital owned by resident emilies of a given country is the 

same whether the capital is invested abroad or at home. Jadi pajak bersifat 

netral karcna besarnya pajak yang harus dibayar investor adalah sama tanpa 
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melihat dl mana invcswsinyn dimnam. Konsep ini peuling karena dapat 

dipergunakan untuk mendorong efisiensi alokasi modaL Tanpa adanya 

insent!f atau halangan pajak, maka modal akan diinvestasikan di tcmpat­

tertlpat yang dapal memberik<m llngkat pengembalian paling tinggi, bukan 

di dacrah yang membcrikan inseutif-lnsentif yaug paling mcnarik. Konsep 

ini sejalan dengan efisiensi produksi karena mendorong pemaksimalan 

produksi dan pemmaman modal di daerah-daerah yang paling produkti[ 

Kondisi tersebut dapa! tercapai bila tarif pajak di negara asal investor dan 

negara iokasl investasi sama. Apabila ada perbedaan, maka berarti telah 

tirnbul halangl:in atau mungkin insendf untuk berinvestasi di negara lain. 

Ka.lau misalkan negara asxl investor mengenakxn pajak atas penghasHan 

yang sudah dikenakan pajak di ncgara lokasi investasi, maka pajak telah 

menghalangi lnvestasi. Un.tuk menghindar pengenaan pajakdua kali (double 

taxation) atns objek pajak yang sama bisa dengan cara prosedur kredit. 

Capital import neutrality di sisi la[n menyatakan bahwa beban pajak 

yang ditanggung oleh semua perusahaan yang menjalankan usaha di negara 

lertenlu haruslah sama, darimana pun asal investor. Kondisi ini dapat 

dicapai bHa sistem pajak didas<1rkan pada asumsi bahwa yang berhak 

mengenakan pajak adatah negara tempat penghasilan itu diperoleh. Capital 

export neutrality pada <.lasarnya merupakan '!awan' dari capital import 

rteutrality. Pada capital export JU!.!Ilra!ity, pemilihnn tcmpat investasi 

sebarusnya tidak dipengaruhi oleh pertimbangan perpajakan supaya alokasi 

modal dapat terlak.'iana optimaL Di si.si lain, capital import neutrality 

membuku peluang bagi negara lokasi inveslusi untuk menarik investasi 

dengan menurunkan tarif pajak. Jadi, bisa jadi modal ditanamkan di daerah 

yang dianggap memberikan fasilitas pajak yang paling menarik, bukan 

daerah yang mcmberikun return terlinggi, letapi larif pajaknya tinggi. 

Kctiga, penerimaan (revenue). Tujuan paling dominan dari kebijakan 

perpajakan adaiah mcngumpulkan penerimaan (dana) untuk mcmcnuhi 

pcngcluaran pemerinlah. Sehubungan dcngan arus penghasilan (transaksi) 

internasional kcbijakan pajak diandaikan agar daJXtt mcmperoleh 

pcncrimaan pajak dari pcnghasilan luar ncgcri yang ditcrima a!au diperoleh 
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Wajib Pajak Dalam Negeri dan pcnghasilan domes:tik yang diterima atau 

diperoteh Wajib Pajak Luar Negcri. Dengan semakin majunya mctode dan 

teknik IJerdagang, bisnis dan investasi internasional serta semakin 

canggihnya perencanaan perpajakan (tax plannin/5) untuk dapat mengenakan 

p<1jak dengan efeklif, administrasi pajak harus dpaat rnenyesuaik:an maupun 

membangun serta mengembangkan jaringan sistern perpajakan (tax net) 

yang mcmadai. 

Kcbijakan pemajakan yang keempat adalah perthnbangan adminislrasi 

dan kepaLuhan (administrative and compliance). Masyarakat diharapkan 

dapal mematuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Adminsitrasi pajak 

bertanggung jawab terhadap pengadministrasian, penagihan, dan penegakan 

hukum (law enforcement). Dari aspek adrninistrasi, ke:mlllan untuk 

memperolch informasi yang lengkap dan bcnar dapat menambah 

kompleksitas pajak. 

Pemungutan pajak penting untuk perlurnbuhan ekonomi dan 

pcmerataan1 namun bisa lerjadi konflik dengan keinginan berinvestasi. Oleh 

karena itu pcmerinLah biasanya memberikan keringanan pajak scbagai cam 

untuk mcminimumkan pcngaruh yang menghambat invcstasi. Walaupun 

keringanan pajak dapa! menycbabkan hiJangnya penerimaan negara, dan 

menurut bcberapa pencliti hanya merupakan pemborosan dan tidak adil, 

namun tckanan polirlk agar insentif pajak tetap ada, tidak dapat diclakkan. 

Oleh karena itu pemberian insentif harus dirancang seefisien mungkin dan 

dilaksanakan dengan cara tcrbaik (Musgrave, Richard A. and Peggy B., 

1991) 

Salah satu faktor kunci darl pengambilan keputusan investasi .adal.ah 

sebcrapa jauh pajak mempengaruhi operasional suatu perusahaan. 

Pembebanan pajak yang terlalu besar (excessive lax burden) pada investasi 

dan laba yang diperoleh akan menghalangi minat investor untuk berinvestasi 

di suatu ncgara (Sullivan, 1992). Behan pajak itu tidak haoya berkaitan 

dengan larif pajak, tapi juga perlakua[l pajak terhadap dividen, royalti, 

remittance, dan transaksi lainnya yang terjadi an tara subsidiary1 dan parent 

company. 
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Menurut Mankiw (2003) kebijakan pajak dapal mempengaruhi 

perusahaan dalam mcngakumulasi modal dalam banyak canL Kadang­

kadang para pcmbuat kebijakan rnengubah kcbijakan pajak untuk mcngeser 

fungsi investasi dan mcrnpengaruhi permintaan aggregat. Dua aturan 

perpajakan yang paling berpengaruh terhadap pcrusahaan adalah pajak 

pendapatan dan kre.dil pajak investasi. Pajak pendapa!an perusahaan 

(corporate illcome tax) atau yang lazim discbut Pajak Penghasilan (PPh) 

Badan di Indonesia adaiah pajak atas laba perusahaan. Dampak dari pajak 

pcndapatan terhadap investasi rergamung pada hagaimana undang-undang 

pajnk mendefinisikan "labaH untuk tujuan pcrpajakan. Hal ini tcrjadi karena 

adanya pcrbedaan mengcnai dcfioisi penghasilun clan biaya - biaya yang 

boieh dikurangkan. 

Kredit pajak inves;La!;i (investmellt credit tax) ada lab. aturan pajak yang 

mendorong akumulasi modaL Kredit pajak inveslasi mengurangi pajak 

pcrusahaan dalam jumlah terlentu untuk seti11p dollar yang dikcluarkan atas 

harang-barang modaL Kredil pajak investasl dapat menurunkan biaya modal 

dan meningkatkan inve..<;ta.sL Krcdit pajak investasi adalah semacam insentif 

pajak untuk mendorong investasi. 

Pajak mcnjadi salah faktor pcnting yang dipcrtimbangkan daiam 

berinvcstasi, lerutama pada dckade terakhir, didukung oleh banyak 

pcnelitiatL Easson (2004) menyebutkan : As already noted, Ehe majority vf 

studies undertaken before 1990 found 1/wt taxation was relatively minor 

consideration in most FDl decision. Atlore recent studies have temled to 

suggest otherwise: taxation is becoming an increasingly important faktm·. 

According to one recent report, ":The result of this recent work indicate 

that the location of real capital by manufacturing firms is sensitive to 

taxation and has become more so over time." Babwa sebelum era 1990 

pajak mcmpunyai peogaruh yang sedikit terhadap keputusan investasi) 

oamun setelah dckade 1990-an pajak jus!ru menjadi faktor penting yang 

dipertimbangkan dalam kcputusan untuk berinve,''itasi di Juar negeri. 

Menurut Jun (1989) ada tiga hal yang menyebabkao kebijakan pajak 

dJ negara asal dan negam tujuan berpcngaruh terhadap keputusan yang 
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diambil oleh perusahaun multinasional tersebut. Pertama, pengenaan pajak 

di ncgard tcmpat investasi atas penghasilan yang dipcrolch akan 

mempengaruhluet return dar! investasL Kedua, pengenaan pajak di negara 

asal investasi tcrhadap penghasilan yang diperoleh di luar negeri akan 

mempengaruhi net profit dari invcstasi domestik serta relatif profit dari 

gabungan investasL Ketiga, kcbijakan pajak mempengaruhi biHya relatif dari 

penanaman modal dt ncgara asal dan di luar ncgeri. Juo menunjukkan 

bahwa peningkat-<Jn daiam ta.--c rate akan membawa akibat aliran keluar 

modal asing Iangsung. 

Mangkosoebroto (2D01) menyatakan bahwa salah satu unsur investor 

enggan melakukan investasi adalah pajak, apabila pajak tersebut 

mcnyebabkan basil sualu invcstasinya menurun. Apabila pajak penghasilan 

memungkinkan seseorang yang pada suatu saat menderita rugi dapat 

mengkompensasikan scpenuhnya kerugian tersebut dengan keuntungan 

yang diperoich pada saat yang lain, maka pajak petighasilan akan 

mengurangi laba tet.api juga akan mengurangi kerugian yang dialamL Pada 

Pajak PenghasiJan de.ngan tarif proporsional, kemungkinan untuk 

mendapatkan laba dan rugi akan berkurang dengan tingkat yang sama. 

Dalam hal ini, pajak penghasiian dapat meningkatkan aLau mengurang1 

hasral orang untuk mcngambiJ rislko dalam melakukan suatu invcstasL 

Dalam rangka mendorong investor asing masuk ke negaranya, 

kebanyakan negara mengadopsi kcbijakan negara lainnya yang kadangkala 

dapat bersifat iosentif maupun disinsentlL Menurut Moosa (2002) terdapat 

beberapa insenlif yang umurrmya ditawurkan, diantaranya : Pertama, insenlif 

pajak seperli pengurangan pajak} penyusutan dipercepat, tunjangan 

reinvestasi, dan pcmbebasan dari bca masuk. Beberapa ahli berargumen 

bahwa insentif pajak mcmang dapat menarik investasi yang bersifat 

footloose, namun tidak demikian dcngan invesiasi yang bersi£at jangka 

panjang, Ked~m. insenlif kcuangan seperli subsidi, grant, dan jaminan 

hutang. Ketiga, hak monopoli, proteksi scperti mencegah datangnya pesaing 

yang berasal dari impor, dan konlrak lainuya dengan pernerintah. Keempat, 
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infrastruktur dengan biaya rendah, bahan bakar, dan cnergi, dan yang kelima, 

hantuan informasl. 

Definisi tnsentif pajak ilu senrlirJ menu rut Zee dan Ley (Easson, 2004) 

adalah : A tax incentive can be defined either in sfatwory or effective terms. 

In statutory terms, it would IJe a special tax provision granted to qualified 

investment projects (however determined) that represews a statutorily 

favorable deviation from a corre ... ponding provision applicable to 

investment projects in general (i.e. projects that receive no special lax 

provision). Au implication of this definition is that any tax provision that is 

applicable to all investment projects does not constitute a lax incentives ... In 

effective terms, a taX incentives would be a special tax provision granted to 

qualified investment projects that has the effect of lowering the effective tax 

burden-measured in some way-on those projects, relalir,;e to the effective tax; 

burden that would be borne by ir1vestors in the absence of the special tax 

provision. 

Bahwa insentif akan dianggap efcktif bila dapal mengurangi beban 

pajak investor. Misalnya pengurangun pajak penghasilan atau "'tax holiday" 

tidak akan membawa manfaat bila lidak ada laba (profit) yang dapat 

dikenakan pajak. Dari definisi diatas juga dapat disimpulkan bahwa inscntif 

pajak bersifat khmms, tidak umum, sehingga hanya berlaku untuk investor 

tenentu saja. 

Fletcher (2002) mcnyatakan bahwa insentif pajak adalah " ... any tax 

provision gramed to a qualified invesrmem project thar represents t1 

favorable deviation from the provisiorl appltcable to investment projects in 

generaL Insentif pajak diberikan untuk meningkatkan tingkat pengembalian 

suatu proyek atau untuk mengurangi biaya-biaya dan fisiko proyek itu. Jadi 

penerapannya hanya terbatas pada proyek tertentu saja. Misalnya dengan 

menurunkan tarif pajak penghasilan bagi perusahaan*perusabaan ::lSing 

menjadi separuh dari tarfi normaL NanRJn kalau penurunan tarif pajak ini 

beriaku untuk scmua perusahaan, maka lni tidak termasuk ke dulam 

kelompok insenlif pajak. 
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UNCTAD (2006) mclaporkan bahwa ada beberapa lujuan yang 

biasanya ingio dicapai ketika sualu negara n1emutus.kan untuk memberikan 

insentif pa.jak. yaitu : l) Investasi regional, mcHputi pemberian dukungan 

untuk kawasan luar kota, pernbanguuan kawasan industri yang agak jauh 

dad pusal kota dan karcnanya pencemaran lingkungan, urbanisasi yang 

terlalu tinggi, dan padaLnya penduduk di perkolaan bisa dikurangi; 2) 

lnvcstasl sek.--toral, melalui pemberian insentif untuk bidang-bidang usaha 

yang dipandang penting bagi pembangunao. lni mencakup antara lain 

indu;;;tri pertambangan dan pcmbangunan kawasan industri, pcmbangunan 

industri yang berorientasi ekspor, atau bid<1ng-bidnng usaba yang 

berorientusi pada pcngembangan Leknologi baru. Misalnya pembebasan dari 

pajak penghasilan diberikan bagi perusahaan-perusahaan yang hergerak di 

bidang-bidang yang masih belum tergarap optimaL Banyak ncgam 

bcrkembang yang meyediakan insenlif scpcrti ini untuk merangsang 

perkembangan industri manufaktur, pariwjsata, atau eksplorasi sumber daya 

alam; 3) Peningkatan kualilc.~ yang biasanya diusahakan dengan mernbual 

kawasan berikat untuk industri-industri yang bcrorientasi ckspor. Di 

Indonesia, misa[nya Kawasan Berika.t Nusantara, dan Batam; 4) AJih 

tcknologi, yakni mclalui pemberian insentif untuk industri-iadtlstd yang 

sifatnya pionir atau deogan menyediakan insentif khusus untuk kegiatan­

kegiatan yang sifatnya pcnelitian dan pengcmbangan guna mcrangsang 

lf".:Lnsfcr teknologi. Misalnya saja yang berlaku di Maiaysia dan Singapura 

yang memberikan pembcbasan pajak untuk dana~dana yang dipakai dalam 

rangka penelitlan dan pemberian krcdit pajak untuk biaya-biaya penelitian 

dan pcngembangan; 5) Kerangka kebijakan yang jelas; dan 6) Kebijakan 

mengenai partisipasi modal dalam negeri. 

Beberapa peneliti menyatakan bahwa kebijakan yang berupa insenlif 

dapat mcndislorsi aktivitas ekonomi, dan mcngurangi efisiensi dari aliran 

modal.asing. Sclain ltu insentif ini juga dapal menjadi beban penerimaan 

negara yang bersangkutan, Aga£'\val (1980) mengatakan bahwa efek insentif 

sangat kecil tcrhadap mcningkatnya FDI, karena pcrtimbangan pokok 

investor adalah tingkat rcsiko dan net of return. 
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Mcnurut Reuber et. a! {J973) inscntif mungkin dapat berpengaruh 

khususnya untu.k. pcrusahnan kecll yang terbalas pengalamam;ya, namuo 

secara keseluruhan pengaruhnya lcrhadap ali ran FDI masuk sangat tcrbatas. 

Hipolesisnya adalah karena disamping adanya insentif yang ditawarknn1 

terdapat pula faktor~faktor yang bersifal disinsenlif scperti hambalan 

kepemilikan atau besarnya usaha. Oleh karena insentif lni dimaksudkan 

untuk rnengkoreksi kelemahan yang ada, maka efektivitasnya masih 

diragukan. 

Menurul Cobham (2005) insentif pajak dapat menimbulkao tax 

competition yang race to the bottom. Jadi biia beherapa negara yang saling 

bcrtetangga bersaing untuk mendapatkan FDI dengan menawarkan berbagai 

pakct insentif pajak, maka biasanya ujung-ujungnya adalah terjadlnya 

'perang diskon' deng~n memberikau potongan scbanyak-banyaknya untuk 

mengalahkan negara tetangga. Tentu saja hal ini akan menguntungkan 

investor asing, scdangkan rakyal akan menanggung kerugian karena 

hilangnya sebagian penerimaan pajak yung seharusnya dapat dipergunakan 

unluk mcmbiayai berbagai fasilitas umum. Apalagi apabila perusahaan­

perusahaan lni sebenarnya tetap akan berinvestasi walaupun iilSentlf tidak 

dihcrikan. Deng;m dcm1kian, telah lerjadi pernbebanan biaya, namun 

manfa.at yang diperoleh tidak scbcrapa. Olch k:arena itu kebijakan pcmberian 

inscntif pajak tctap harus mempertimbangkan unsur kepentingan 

kesejahteraan masyarakat set:ara luas. Sclain itu, pemberian inscntif pajak 

juga dapal mengganggu proses pengambilan keputusan bisnis yang 

berakibat modallidak dialokasikan di dacrah paling produktif. 

Fletcher (2002) meringkas beberapa argumen lain mengenai 

keJemahan-kelemahan insentif pajak untuk mcnarik FDI. Pertama, ada 

IJcrpendapat bahwa insentif pajak bisa dipergunakan untuk merelokasikan 

lnvestasi ke daerah tertcntu (misulnya untuk rneningkatkan inveslasi di 

daerah-daerah yang kurang berkembang), untuk memperoleh manfaat ikul.an 

(misalnya lnvestasi di bidang usaha yang berbasiskan pengetahuan 

diharapkan bisa mcndorong alih teknologi), atau untuk alasan rliversifikasi 

ekonomi. Namun mengidentifikasi manfaat yang diperoleh justru relatif 
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sulit dtlakukan. Kalau memang Jngin m.eningkatkan pembangunan di daerab 

tertinggal, Fletcher berpendapaJ bahwa lcbih baik mcnggunakan instrumen 

bantuan pendanaan langsung) misa1nya dengan membangun sarana 

pcndidikan dan kcsehatan. 

Kedua, insentif pajak hanya akan bcrmanfaat jika yang 

menggunakannya adalah proyck~proyek yang sifatnya sensilif lerhadap 

pajak. Meskipun secara teoritis bisa dilakukan, pada kenyataannya mcmilih 

proyek~proyek semacarn ini relatif suHl dilakukan. Yang sering terjadi 

adalah insentif itu dimanfaatkan oleh proyek~proyek lain yang sebenarnya 

bukan tujuan pernberian insentif hu, 

Ketiga, ada yang berpendapat bahwa pemberian insentif periu ontuk 

mcmpertahankan daya saing khususnya bita negara~negara tetangga juga 

memberikan jnsentif serupa, walaupun masih diragukan apakah sis tern pajak 

yang memberikan pembedaan perlakuan antara inveslor asing dengan lokal 

ini akan lebih manjur dibandiugkan dengan satu sistem pajak yang sifalnya 

scderhana namun berlaku unluk semua jenis Wajib Pajak_ Kalaupun insentif 

pajak dipandang bermanfaat, rnasih diragukan pula apakah dapar menarik 

FDI mengingat keputusan investas1 Jcbih banyak clipengaruhi pula oleh 

unsur~unsur non pajak. 

Keempat, inscntif pajak bisa memperburuk kualitas governance dan 

bahkan bisa mcningkatkan korupsi apabila pcncrapaunya bcrsifat ad !toe 

tanpa ada aturan yang pasti. Ini karena pember.ian insent!f bisa dimanfaatkan 

untuk memperolch jmbalan-imbalan uang atau keuntungan politis tcrtentu, 

Kclima, insentif pajak bisa membual sistem pajak secara keseluruhan 

semakin kompleks sehingga compliance cost malah meningkat. Selain itu 

Fletcher (2002) menyatakan bahwa insentif pajak barangkali penting 

rnanakala ada beherapa lokasi yang memberikan pre-tax profit yang hampir 

sama. Pre-lax profit dipengaruhi olch mobilitas usaha. Oleh karena itu 

bidang usaha jasa keuangan dan usaha lain yang terkaif sering tebih sensitff 

atas tawaran insentif pajak, khususnya rlengan semakin cangggihnya 

teknoJogi informasi dan komunikasi. Jadi semakin mobile suatu usaha, 

scmakin menarik in.-;entif pajak, Olch karena itu insentif pajak cenderung 
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kurang cfektif untuk usa.ha~usaha eksploitasi sumber daya alam 

(pertambangan, pertanian, dan peternakan) serta bidang usaha yang kurang 

mobile, misalrrya industri berat. 

Di lain pihak, sehagaimana dikutip oleb Moosa (2002), terdapat pula 

penelitian Newman ( 1983), Bartik (1985), Helms (1985) dan Papke (1987, 

1991) yang mcndukung hipotesis bahwa pajak mernpunyai pengaruh yang 

signifikan !erhadap pilihan lokasi dari bisnis baru. Clark (2002) mengatakan 

bahwa pemberian insentif pajak bisa bermantdat apabila faktor-faktor selain 

pajak, seperti tenaga kerja, ketersediaan bahan baku, energi, dan biaya 

modal) hampir sama. Kalau tidak, maka manf&at yang akan dirasakan 

sifatnya hanya sementard. 

Pengurangan tarif pajak dan tax holiday secara teodtis bisa 

meningkatkan keunlungan setclah pajak, sedangkan insentif seperti 

depresiasi dipercepat dan pcmbcrian kredit pajak dapat mcningk:atkan 

investasi haru untuk setiap Rupiah penerimaan pajak yang hilang. C1ark 

{2002) juga mcnyatakan bahwa ada beUerapa faktor y<mg mempengaruhi 

kcputusan~keputusan investasi suatu pcrusahaan yang disehut dcngan unsur 

makro, meso, dan mikro. 

Faktor~faktor yang tergotong ke dalam faktor makro misalnya sistem 

pn!itik dan keslabilan po!itik suatu ncgara, kebijakan ckonomi, sistern 

hukum 1 public governancel administras.i hukum (misalnya tata cara 

pembuatan kontrak), dan besarnya daya beli konsumcn. Hasil saringan 

faktor makro ini bia.sanya relatif banyak kandidatnya karena krilerianya 

yang relali£ longgar. Kemudian diperscmpit lagi dcngan menggunakan 

kritetia unsur-unsur meso. (ni mencakup antara lain kondis.i infrastruklur 

(transportasi, komunikasi, dan energi), fasilitas sosial (sarana keschatan, 

pendidikan, dan fasiHtas pendukung lainnya), dan perhimpunan usaha 

(asosiasi pengusaha dan kamar dagang dan industri). Hasilnya kemudian 

disa.ring Jagi den gao rnenggunakan unsur-unsur mikro, yang meliputi anlara 

lain tanah (misaJnya harga dan kedekalan dengan pasar), tenaga kcrja (upah 

minimum, keterampilan, dan tingkat produklivitas), modal (kemudahan 

memperoleh krcdit dan mungkin insentif pajak), unsur komersial 
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(kemampuan dan pengalaman partner lokal), dan unsur lainnya, seperti 

tawaran dari daerah lain, 

Menurut Hiues (1996) terdapat kcsuHran untuk mengidentifikasi efek 

pajak. Pertama, dalam penelilian beberapa ncgara, data tax rate dan laX 

:.ystem setiap negara berkailan dcngan faktor yang dapat diobservasi dan 

yang tidak dapat diobservasi, dan faktor --- faktor tersebut berbeda amar<i 

negara yang salu dengan yang lain. Kedua, karena pcrubahun data tax rate 

tidak teratur, sehingga variasi dalarn data time series lidak cukup sebagai 

bahan penelitian, Ketiga. ada kemungkinan bahwa kebijakan pajak tidak 

rnempunyai efek apapun, alau kalau pun ada. hanyalah scdikit sckali. 

Selain itu Hines (1996) juga berargumen bahwa ada 2 (dna) alasan 

mengapa :mlit menganalisa efek pajak. Pertama, ada banyak atribut di luar 

pajak yang membuat lokasi itu menarik atau tidak, scpcrti tarif, upah buruh 

rendah, kesediaan bahan baku. Kedua, tax rate akan bcrkorelasi positif 

dengan aktivitas bisnis jika tarif pajak yang tinggi disandingkan dengan 

biaya yang lcbih linggi. 

2.5 Ukurnn Pasar (1VlarketSize) Suatu Ncgara 

Salah satu hipotesis dalam tcor[ persaingan sempuma adalah hipotesis 

ukuran pasar (Markel Size Hypotlut'sis). Menurut bipotcsis in!, volume aliran 

FDI ditcntukan olch ukuran pasar negara lujuan yang diukur melalui tingkat 

penjualan scbuah perusahaan mullinasional di negara itu, atau melalui Gross 

Domestic Producf (GDP) negara bersangkutan yang mcrupakan ukuran 

tingkat perekonomian suatu ncgara. Hipotesis ini bcrasumsi bahwa adanya 

peningkatan pendapatan nasional akan mengakihatkan pcrrnimaan akan 

barang dan jasa }'iing dikonsumsi meningkat pula. Hal ini bemrti bahwa 

barang dan jasa yang dikonsumsi meningkat pula dan rnembcrikan pciuang 

pada para investor yang bertindak scbagai produsen unluk meningkatkan 

jumlah-jumlah proyek investasi karena .adanya permintaan tersebut. 

Beberapa pcnelitian empiris mcmbuktikan bahwa ada hubungan yang 

signifikan anlara market size dengan allran FDI masuk. Moore (1993), Bajo­

Rubio dan Sosvilla-Rivero (!994), dan Wang dan Swain (1995) 

, 
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sebagaimana dikutip oleh Moosa {2002) menggunakan GDP riil sehagai 

wakil dari variabel market size. Penelitian Schneider dan Frey (1985) 

menggunakan GDP pet capita sebagai proksi dnri market size. Dan 

penelltian Lipsey (2000) rnenggunakan GDP nominal, perwmhuhan real 

GDP, GDP per capita, dan penumpukan kapital. 

Easson (2004) menyatakan bahwa salah sa!u pertimbangan utama (di 

luar motif memperoleh kcuntungan) investor untuk melakukau invcstasi di 

luar negeri adalah access to markets. Berdasarkan beberapa penelitian, 

market access merupakan motivasi utama bagi sebagian besar alirnn modal 

asing. Sebuah pcnclitian yang dHakukan terhadap beberapa manager 

perusahaan multinasiona! yang dilakukao untuk UNCT AD pada di tahun 

1996 ditemukan bahwa market access lebih meujadi prioritas dibandingkan 

access to resources. Proporsinya muugkin berbeda untara negaru yang satu 

dengao negara yang lain. Sebagai contoh, berdasarkan survei di tahun 1994 

yang di1akukan di Eropa tcngah dan timur, yang dilakukan untuk OECD, 

diternukan bahwa access to donwsr.ic market dan faktor lainnya yang terkait 

dengan pasar adalah alasan utama bagi lebih dari 80% inveslasL 

2.5.1. Gross Domestic Product (GDP) 

Gross Domestic Product {selanjutnya discbut GDP) sering dianggap 

ukuran tcrbaik dari kinerja perekonomian {Mankiw, 20ll3). Ada dua cara 

untuk rneiihat statistik ini. Perlama adaJah melihat GDP sebagai pendapatan 

total dari setiap orang di dalam pcrekorwp:tiun. Jadi GOP diukur dengan 

mengkalkulasi nilai dari seluruh penghasilan yang diperoleh dari kegiatan 

memproduksi barang dan jasa (income side approach). Selain itu adalah 

melihal GDP sebagai pengeluaran total dari outpul barang dan jasa 

perekonomian, GOP ·adalah nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang 

diproduksi dalam perekonomian selama kurun waktu tertentu (expetlditure 

side approach). 
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Dalam Gam bar 2J terlihal aliran sirkuler ua11g rnelalui perekonomian, 

Rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah menunjukkan pelaku ekonomi. 

Setiap kotak biru menunjukkan jenis pasar·pasar untuk barang dan jasa, 

pasar untuk faktor-faktor produksi, dan pasar uang. Tanda panah 

rnenunjukkan aliran uang dlantura para pclaku ekonomi melaiui tiga jenis 

pasar itu. Rumah tangga menerima pendapatan dan menggunakannya untuk 

membayar pajak kepada pemerintah, mengkonsumsi barang dan jasa, dan 

menabung mclalui pasar uang. Perusahaan nienerima peodapatan dari 

penjua!an barang dan jasa dan menggunakannya untuk mernbayar faktor­

faktor produksi. Rumah tanggu dan pcrusahaan meminjam di pasar uang 

untuk membeli barang-harang investasi scpcrti rumah dan pabrik. 

Pcmcrintah mcmperoleh pendapatan dari pajak dan menggunakannya unluk 

membayar belanja pcmerintah. Adanya keiebihan dari pcnerimaan pajak 
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yang melebihi pcngeluaran pemerintah disebut tabungun 

masyarakal/tabungan publik, yang dapat positif (surplus anggaran) atau 

ncgatif (defisit anggaran). 

GDP dapat mcncerminkan perubahan - perubahan dalam produksi 

barang dan jasa da!am skala ckonomi yang sangat luas. Agar tidak tcrjadi 

perhltungan ganda maka cara produksi ini yang dihitung hanya nilai tambuh 

(valae added) yang diciptakan. 

Para ekonom mengklasifikasikan GDP rnenjadi 2 (dua). yaitu: 

J. GDP nominal {1wminal GDP) yang mengukur nilai barang dan jasa 

berdasarkan harga berlaku; dan 

2. GDP riil (real GDP) yang mengukur nllai barang dan jasa berda">arkan 

harga konstan. Untuk mengukur keruakml!ran ekonoroi akan iebih 

balk menghitung output barang dan jasa perekonomian ranpa 

dipcngaruhi perubahan harga. GDP riil dapat mcnunjukkrm yang akan 

terjadi terhadap pengeluaran atas output jik:a jumlah berubah tetapi 

harga tidak. 

Pos pendapatan nasional membagi GDP menjadi empat kelompok 

pengeluaran : I) Konsumsi (C), 2) Inveslasi (!). 3) Pembelian pemerintah 

(G), dan 4) Ekspor Neto (NX) 

Jad11 dengan menggunakan symbol Yuntuk GDP, 

Y=C+l+G+NX (2.3) 

Konsumsi (consumption) terdiri dari barang dan jasa yang dibeli 

rumah langga. Kcnsumsl dibagi menjadi !iga subkelompok : harang tidak 

tahan lama, barang laban lama, dan jasa. Barang tidak tahan Iama 

(nondurable goods) adalah barang-barang yang habis dipakai dalam waktu 

pendek, seperti makanan dan pakaian. Barang tahan lama (durable goods) 

adalah barang-banmg yang memiliki usia panjang, seperti mobil dan TV. 

Jasa (service) mefipu!i pekerjaan yang dilakukan untuk konsumen oleh 

jnJividu dan perusahaau~ seperti polong rarnbut dan berobal ke dokter. 
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lnvest.asi (investmem) lcrdiri darj barang~barang yang dibeli untuk 

penggunaan masa depan. Investasi dibagi menjadi liga subkelompok yaitu 

investasi bisnis, inveslasi tctap res.idensiat, dan investasi persediaan. 

Invcstasi tetap bisnis adalah pembelian pabrik dan peralatan bam olch 

perusahaan. Investasi residensial adalah pernbelian rumah baru oleh rumah 

langga dan tuan tanah. lnvestasi persediaan adalah peningkatan dalarn 

persediaan barang perusahaan (jika persediaan mcnurun. lnvestasi 

persediaan negatif). 

Pembelian pemerintah (government purchase) adalah barang dan jar;a 

yang dibeli oleh pemerintalt pusat, ncgara bagian, dan daerah. Kelompok ini 

meliputi peraiatan militer, jalan layang, dan jasa yang diberikan pegawai 

pemerintah. Ini tidak termasuk pembayaran transfer kepada individu, seperti 

jaminan sosial dan kcsejahteraan. Dolam pembayaran transfer hanya terjadi 

relokasi pendapatan yang ada dan tidak memerfukan pcrtukaran barang serta 

jasa, sehingga bukan bagian dari GDP. 

Kelornpok akhir, ekspor neto (net exports), memperhltungkan 

perdagangan dengan negara lain. Ekspor nelo adalah nilai barang dan jasa 

yang djekspor kc negara lain dikurangi oiiai barang dan jasa yang diimpor 

dari ncgara lain. Ekspor neto mcnunjukkan pcngeluaran neto dari iuar negcri 

atas barang dan jasa dari daiam negeri, yang memberikan pendapatan bagi 

produsen domestik. 

2.5.2. GD P Per Capita 

lndikator pembangunan sangat berguna untuk menganalisis dan 

mcngevaluasi hasil-hasil pembangunan. Indikator pcmbangunan dapat 

memberikan gambanm mengenat 1ajunya perkembangan tingkat 

kcsejahteraan masyarakal dan corak perbedaan tingkat kesejahteraan 

masyarakat yang lerjadi di berbagai negara. (Prayitno, Hadi dan Santosa, 

Budi, 1996) 

Salah satu yang dapat m.enjadi indikalor pembangunan ada1ah 

kcnaikan pendapatan per kapita yang terus. berlang.·mng dalam jangka 

panjang. Suatu perekonomian barulah dapal dikatakan sedang 
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tumbuh/berkembang upabilu ada serangkaian pcristiwa yang tirnbul untuk 

mewujudkan peningkatan pendapatan per kapita dalam jangka panjang, 

schingga sekalipun ada satu waktu di mana pcningkatan pendapatan per 

kapha seolah~olah terhcnti, tapi bila di waktu mendatang terjadi pcoingkatan, 

maka itu tetap daput disebut terdapat pembangunan ekonomi. Penggunaan 

pendapahm per kapita sebagai indlkator pembangunan harus hati-hati, sebab 

pembangunan bukan hanya sekedar pendaputan rlii, tetapi juga meliputl 

perubahan-perubahtm pcrllaku dan kebiasuan-kebiasaan sosial dari 

sebelurnnya mengbambat menjadi mendukung perkembangan ekonomi. 

Selain sebagai indikator pembangumm, pendapatan per kapita juga 

dapat dipakai untuk membedakan negara kaya dari negara miskin. 

Pendapatan per kapita dapat memberikan gambaran tentang laju 

perkernbangan lingkat kesejahteraao masyarakat dan perubahao pola lingkat 

kesejahteraati masyarakal yang teJah terjadi dj berbagai negara. 

Pendapatao per kapita dihitung dari pendapatan nasional (Y) pada 

sutllu pcriode dibagi deogan jumlah penduduk pada periode yang: sam a. Jadi 

cara menghilungnya juga sangat tergantung pada pertambahan jumlah 

penduduk. 

2.6. Infr·astruktur 

lnfrastruktur merupakan instrumen untuk memperlancar be:rputarnya 

roda perekonomian schingga mernperccpat aksclcrasi pembangunan. 

Semakin lersedianya infrastruktur, akan merangsang pernbangunan di suatu 

daerah. lnfrastruktur berguna untuk memudahkan mobilitas faktor produksi1 

terutarna penduduk) memperlancar mobilitas barang/jasa, dan tcntunya 

memperlancar antar dacrah ( Faisal Basri, 2002). 

Yang termasuk kategori infrastruktur adalah jalan raya, rel kereta api, 

pelabuhan taut, bandar udara, alat pengangkutan, dan telekomunikasi. Selain 

itu, ada infrastruklur lain yaitu listrik, inslalasi pipa air, dan pipa gas. 

Keunikan dari infrastruktur adalah sifat cksterrwlitas positif yang linggi. 

Ekslcrnalitas adalah aktivitas yang dilakukan oleh satu plhak berdampak 

pada pihak lain sehingga mengakibatkan kerugian (peningkatan biaya) atau 

Universitas Indonesia Pengaruh Kebijakan..., Anggrainy, FISIP UI, 2009



45 

kcunlungan (penurunan biaya) pada pihak lain tersebul. Jika akibatnya 

merugikan disebut sebagui eksternalitas negatif dan jika menguntungkan 

disebut eksternalitas positif. Oleh karena infrastruktur memiliki sifat 

eksternalitas positif yang tinggi. maka infrastruktur dapat mendorong atau 

merangsang tumbuhnya sektor lain. Pcngukuran manfaat pernbangunan 

infrastruktur pun tidak cukup menggunakan indtkator private benefit saja" 

lelapi harus dilihat dad social benefit dad pengadaan suatu proyck 

infrastruktur. 

Perkembangan infrastruktur dengan pembangunan ekonomi 

mempunyai hubungan yang sangal erat dan sating kctcrgantungan satu sa rna 

lain (Paisal Basri, 2002). Perbaikan infrastruktur pada umumnya akan dapat 

meningkatkan mobilitas pcnduduk, terciptanya penurunan ongkos 

pengiriman harang-barang, terdapatnya pcngangkutan barang-barang 

dengan kecepatan yang lebih tinggi, dan pcrbaikan dalam kuaUtas dari jasa­

jasa pengangkutan tersebut. Secara rinci, peranan penyediaan infrastruktur 

terhadap pernbangunan adalah : Pertama, rnempercepat dan menyediakan 

barang-barang yang dibuluhkan. Tcrscdianya infrastruktur akan 

memungkinkan terscdianya barang-barang kcbutuhan masyarakat dengan 

biaya yang lebih murah, 

Kedua, infrastruktur yang baik dapat memperlancar transportasi yang 

pada giliwnnya rnert~ngsang adanya stabilisasi dun mcngurangi disparitas 

harga antar daerah (pc:nyamaan barga). Dengan adanya kemudahan 

transpor!asi, maka barang-barang dapat dialirkun kc tempat-tcmpat yang 

kekurangan (defisit) akan suatu barang sehingga akan tercapai kestabilan 

harga. 

Ketiga, infraslruktur yaug memperlancar lransportasi ber[ungsi 

meningkatkan ni1ai tambah barang dan jasa. Ban yak daerah yang letaknya 

jauh dari pasar dan ongkos yang mahaL Tersedianya transportasi yang baik 

dan murah memungkinkan basil produksi daerah terscbul dapat diangkut 

dan dijual ke pasar, atau dengan kata lain dapat rnenjangkau konsumen. 
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Keempat~ infrastruktur yang memperlancar transportasi turut 

mempengaruhi terbentuknya harga yang efisien.. Transportasi yang baik dan 

rnurah akan rnenurunkan biaya lnmsaksi. 

Kelima, infrastruktur yang memperlancar lransportasi dapat 

mcnimbulkan spcslalisasi anlar daer;~b. Transportasi murah dcngan mudah 

akan mendorong pembagian kerja dan spesialisasi secara geografis anlar 

dacrah. Namun ada dua kendala dalam pengadaan infrastruktur, Pertama, 

kemungklnan terjadinya kcgagalan pasar (market failure). Kedua, 

menyangkut aspek pembiayaan, yaitu rnernerlukan dana investasi sangat 

hesar dan merupakan investasi jaogka panjang. Beberapa jenis infrastruktur 

dapal niengalami kegagalu.n pasar seperti jalan raya. Barang seperti ini 

dikategorikan sebagai public goods. Ciri umum pengguna public goods 

adalah adanya free rider. Pengguna atau orang yang menikmati public 

goods tidak mau membayar atas utilily yang dinikmati. Pada public goods 

ini marginal cost-nya not Jika sekiao banyak orang mclcwati jatan 

kemudian ada satu orang 1agi melcwati jalan maka tambahan satu orang 

tadi lidak mcnambab blaya (MC = 0). Deugau asumsi pasar persaingan 

sempurna maka P = 0 karerm P = MC. 

Barang publik (public goods) adalal1 IJarang-barang yang mcmpunyaj 

dua sifat pokok yaih1 : a) nonrival consumption~ b) noJH~..xclusian. Kalau 

suatu bcnda mempunyai dua sifal tersebut, apakah barang tersebul 

dihasilkan oleh pemerintah atau olcb swasra, maka barang tersebut berfungsi 

sebagai barang publik (public goods). Nonrival consumptions artinya 

sejumiah orang dapat mengkonsumsikan secara simuUan akan barang 

tersebut, atau dapat dikatakan pada tingkal produksi lertentu konsumsi yang 

di!akukan tcrhadap barang tersebut tidak akan mengurangi jumlah yang 

tersedia bagi orang lain. Sebagai contoh adalah jalan, di.ln pertahanan 

nasional, dimana konsumsi terhadap jalan dan pertahanan nasional oleh 

seseorang tldak mcngurangi kesempatan bagi orang lain unluk 

mengkonsurnsik:an barang tersebuL Non-exclw:ion. Apakah seseorang itu 

mau mernbayar atau tidak dalam mengkonsumsi banmg publik itu, ia letap 

dapat mcmpemleh rnanfaat. Non-exclusion berarii pemanfaalan barang 
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publik itu ridak dapat dibata.si pada orang-orang terlentu yang sanggup 

membayar saja. (Suparmoko, 2003) 

Seorang investor dalam membuat keputusan !nves:tasinya biasanyu 

juga menyertakan pertimbangan mengenai keadaan infrastruktur yang 

tersedia karena hal inf dianggap akan mempengarubi aktivitas investasi yang 

ditanamkan. Investor akan melakukan banyak pertimbangan ketika akan 

mcnannmkan investasinya, Ierutama di negara yang sedang berkernbang 

yang belum mepunyai infrastruktur yang cukup baik, karena akan lebih 

besar dana yang barns ditanamkan bukan saja berkaitan dengan investasi 

yang direncanakan tctapl juga untuk rnenutupi minimnya infrastruktur 

terse but. 

2,7. Tenaga Kerja 

Tenaga kerja merupakan faktor yang penting daJam melaksanakan 

kegiatan ekonomi. Tersedianya tenaga kcrja terutama yang terampil dan 

murah akan dapat menekan biaya operasi suatu perusahaan. Oleh karena itu 

tcnaga kerja merupakan saiah satu faktor yang dapat mendorong masuknya 

inveslasi langsung kc Indonesia. Faktor tennga kerja mempengaruhi 

investasi dalam dua cara. Pcrtama, jika investor memandang tcnaga kcrja 

sebagai faktor masukan yang berslfat komplementer terhadap modal, maka 

peningkatan jumlah tcnaga kerja akan mendorong turunnya upah fninimum 

rii! karena lemahnya bargaining power pekerja, yang kcmudian diikuti 

jumlah modal yang diinvestasikan. Kedua, s:cbaiiknya jika lenaga kcrja 

dianggap sebagai faklor masukan yang bersifat substitutif tcrhadap modal, 

rnaka investor ak:an mengurangi modal yang dilanamkan jika tcnaga kerja 

yang tersedia makin meningkat. 

Berdasarkan hipotcsis lokasi (Location Hypothesis) dinyatakan bahwa 

alinm modal asing masuk disebabkan beberapa faktor produksi yang 

immobile seperti lenaga kcrja dan sumbcr daya alam, sebagaimana hipolesa 

yang digunaka.n oleh Horst (1972). Misalnya mengapu suatu pabrik 

didirikan di daerah X dun bukan di daerah Y. Biasanya yang rnenjadi 

perlimbangan adalah menyangkut kelersediaan atau kedekatan dengan 
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sumber daya yang dibutuhkan ;Uau pcmasarannya, Namun biasanya 

aktivitas seperti hanki11g, keuangan, tesearch & developmenr tida.k 

direlokasi, karcna posisi seperti ini memcrlukan renaga kerja yang 

bcrkualitas tinggi. 

Dalam hipotesis siklus l'roduksi (The Product Life Cycle Hypothesis) 

juga dinyatakan bahwa FDI berkembang mengikuti pola model siklus 

produk. Pada tabap pertama, suatu produk dihasilkan dan dikonsumsi oleh 

masyarakat dalam neged serta sisanya diekspor. Pada tahap kedua, produk 

sudah dapal dihasilkan di luar negeri oleh cabang perusahaan multinasionat 

Padu tahap ini sebagian produk unlUk kons:umsi dalam negeri juga sudah 

mulai diimpor. Akhirnya pada tahap ketiga, semua produk dihasilkan di luar 

negeri meskipun dengan lisensi, sedangkan negara sendiri harus mengimpor 

produk yang diperlukan. Hipotesis ini pertama kali dicetuskan Vernon pada 

tallUn 1966, kemudian diperbaharui lagi pad a tahun 1977. Siklus produk 

yang baru hanya berbeda dalam tcrminologi. Dalam hipotcsis yang baru, 

inovasi didorong oleh kebutuhan untuk rnerespon persaingan yang lebih 

intensif serta peluang untuk memperolch kcuntungan baru. Produk baru ini 

dikembangkan dan diproduksi sccam lokal karena didesain secara 

terkoordinasi antara unit-unit pcnelitian, pengembangan dan produksL 

Sctclah mantap di pasar domestik, permintaan luar negeri mulai dipenuhi 

mehtlui ckspoL Produsen pesaing mulai muncul di luar ncgcri. Pada tahap 

ini pcnernu asli mulai menjajaki kemungkinan memproduksi produknya di 

luar negeri melalui FDL Ak.himya jika produk sudah terstandarisasi, maka 

diputuskan melakukan investasi di negara-negara sedang berkembang untuk 

mencapai beberapa keuntungan pembiayaan. seperti tenaga kerja yang lebib 

murah, agar mencapai harga jual yang lcbih kompetitif dibandingkan 

pesaing. 

Easson (2004) menyatakan bahwa pcrtimhangan utama lainnya untuk 

melakukan investasi di luar negeri (di luar motif memperoleh keuntungan) 

selain access to market) adalah access to resources (Expon-oriented 

investment). Alasan inl meliputi sumber daya alam maupun sumber daya 

manusia, khususnya yang terkail dengan oil dan minerals. Alasan lainnya 
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untuk investasl sejcuis adalah yang terkait dengan proses pengolahan 

natural. re.sources1 yaiH1 dalam rangka mengurangi biaya transport dan 

mengamhil keunluogan dari biaya buruh yang rendah, yakni kctersediaan 

tenaga kerja yang lower-wage, suilably~skilled. 

Selain itu terdapat penelitian Petrochi1os (1989) yang berargumen 

bahwa a1iran FDI asal Jepang disebabkan kelidakcukupan somber daya, dan 

kcbutuhan biaya buruh yang lebih rendah, serta menghindari polusi 

lingkungan di negara asal. Hasil pcnclitian ini merupakan bantahan atas 

pene!itian Kojima (1973, 1975, 1985) memperlihatkan bahwa FDI adalah 

sarana untuk transfer kapital, teknologi, kemampuan manajerial dari negara 

sumber (source country) ke negara tujuan (host country), Pendekatan ini 

digambarkan sebugai "macroeconomic approach" alau ''faktor endowment", 

bertolak belakang dengan ,.,intemmional business approach". Kojima 

rnengklasifikasikan aliran FDI rnenjadi dua. Pertama, aliran FDI yang 

bersifat trade~orientecl, yang disebabkan adanya kelebiha.o pcrmintaan 

impor dan kclebiban penawaran ekspor. Aliran FDl ini dapat membawa 

perubaban ke arah kcsejahteraan bagi kedua belah pihak. Kedua~ aliran 

modal asing yang ami~trade oriemcd, yang memponyai efek bertolak 

belakang dengan yang pertama. Jenis ini tidak membawa rcstrukturisasi 

yang dHnginkan bagi kcdua negara. Kojima hcrargumen hahwa modal a.<;ing 

asal Jepang lermasuk trade-oriemed, namun tidak demikian dengan alimn 

modal asing asal USA. 

2.8. Operasionalisasi Konsep 

2.8.1. Iovestasi Asing Langsung (FDI) 

Adalah nUai dari proyek invcstasi langsung darl luar negerj yang 

disetujui oleb pemerintah yang dinyatakan dalam US$ ribu. Variabel ini 

mengacu pada prinsip FDI yang sesungguhnya yaitu investasi di dalam 

sektor riil yang berasal dari luar negeri. 

Data nilai investasi asing langsung yang akan digunakan adalah ni!ai 

rcncana investasi asing langsung yang mcliputi tahun 1967/J968 sampai 

dcngan 31 Dcsember 2007 yang dirilis oleh Badan Koordinasi Penanaman 
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Modal (BKPM). Data investasi asing langsung adalah diluar investasi sektor 

minyak & Cas Btnni, Perbankun, Lcmbaga Keuangan Non Bank, Asuransi, 

Scwa Guna Usaha, Pertambangan dalam rangka Kontrak Karya, Perjanjian 

Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, investasi yang perizinannya 

dikeluarkan oleh instansi tcknislsektoral investasi portofolio (pasar modal) 

dan investasi rumah tangga. Nilai rencana inves[asi asing langsung ini 

berdsal dari proyek haru, perluasan dan alih status. Jumlah proyek terdiri 

dari proyek barn dan aHh status. 

01e11 karena data yang dipcroleh dari BKPM adalah dalam US$ ribu, 

maka untuk keperluan penelitian, nilai persetujuan rcncana investasi asing 

langsung tersebul dikonversi ke mata uang Rupiah menggunakan kurs yang 

dipakai sebagai asumsi dasar nilai lukar dalam Nota Keuangan dan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 1969/1970 

sampai dengun 2003, 

2.8.2. Kebijalrnn Pajak 

Pembebanan pajak yang terlaiu besar (excessive tax burden) pada 

investasi dan laba y~mg dipcrolch akan menghalangi minat investor untuk 

berinvcstasi di !illalo ncgara (Sullivan, 1992). Berdasarkan pertimbangan 

tcrsebuL maka Indonesia lelah mengcluarkan beberapa aruran yang 

memberikan kemutlahan dalam bcntuk insenlif pajak kepada investor asing 

langsung yang akan masuk ke Indonesia. 

Data manfaat dari pcmberian insenlif pajak i!U sendiri dalam bentuk 

angka adalah sulit untuk diperoleh karena nilal manfaat tergantung kondisi 

masing-maslng perusaJumn, demikian pula dengan tingkat tax rate yang 

relatif tidak banyak perubahan. Hines (1996) menyatakan bahwa perubahan 

dala tax rate yang tidak teratur mcnyebabkan variasi dalam data time series 

tidak cukup scbagai bahan penelitian sehingga sulit meneliti efek tax rate 

lerhadap inveslasi. Hines juga berpendapal bah\Vil apabila tax rate akan 

berkorelasi posttif dengan akrivitas bisnis jika larif pajak yang tinggi 

disandingkan dengan biaya yang lebih tinggi. 
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Oleh karena ilu dalam rangka pcnelitian terhadap pcngaruh kebijakan 

pajak terhadap masuknya investasi aslng langsung kc Indonesia, yang akan 

digunakan sebagai proksl adalah Tax hjfort. Dasar penetapan proksi ini 

adalah bahwa Tax Effort dapat menunjukkan kemampuan pemerintah 

mengumpulkan dananya meJalui pajak. Nilai Tax E.:ffort dl negara maju 

umunmya lebih ringgi daripada di negara yang sedang berkembang_ Hal ini 

disebabkan karena sistem informasi dan administrasi yang juga jauh lebih 

baik daripada negara sedang berkembang 

Adapun rumus umum Tax Effort ini adalah sebagai berikut : (Hera 

Susanti,Moh.!hsan, Widyanti, 1995) 

Penerimaan Pajak 
Basis Pajak 

(2.4) 

Pada umumnya yang digunakan sebagai proksi untuk basis pajak 

dalam pe:nggunaan rumus dl atas adalah nilai GDP. Semakin besar nilai Tax 

Effort ini, semakin besar puln kemampuan pemerintah dalam menjaring 

dananya melalui pajak. 

Berdasarkan pertimbangan bahwa menurut teori bahwa pajak dapat 

mcnggescr fungsi invcstasi, dan diperkirakan bahwa investor asing sebelum 

mcmutuskan untuk berinvestasi ke Indonesia alum melihal tedeblh dahulu 

niiai Tax Effort tahun-tahun sebelumnya, maka secard ekonomi hipotesis 

yang diajukan adalah bahwa Tax Effort berhubungan negatif dengan a1iran 

FD!. 

Data Tax Effort adalah dalam bentuk persentase yang diperoleh dad 

data pcnerimaqn pajak riil dan GDP riiT. Data penerimaan pajak untuk tahun 

1969/1970 s.d 1993/1994 dipcroleh dari Nota Kcuangan dan APBN Tahun 

1995/1996 Departemen Keuangan Rl, sedangkan untuk tahun 1994/1995 

sampai dengan 2007 diperoleh dari Data Pokok APBN 2008 • 2009 

Departemen Kcuangan Rt Penerimaan pajak terdiri dari jenis pajak 

penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Ilea Masuk, Pajak 

Ekspor, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)1 dan Pajak Lainnya. 

Beberapa catatan dalam sumber data adalah bahwa sampai dcngan 

tahun 1983/1984, penerimaan PPb tcrdiri dari pajak pendapatan, pajak 
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perseroan, MPO dan PBDR, dan sejak tahun 199912000 termasuk PPh 

Migas. Untuk PPN, sampai dengan 1984/1985, terdiri dari pajak penjualan 

dan pajak penjualan impor. Untuk PBB, sampai dengan 1984/1985 terdid 

ctari lpeda dan pujak kckayaan, dan sejak tahun 1998/J 999 termasuk 

BPHTB. Kemudim1 untuk penerimaan pajak tahun 2000 adalah meliputi 

periode 1 April sampai dengan 31 Dcsember 2000 (9 bulan), karena terdapat 

perubahan periode tahun anggaran. 

2.8.3. Uknran pasar (Market Size) 

Ukuran pasar negara lujuan dh1kur melaluj tingkat penjoalan sebuah 

perusahaan multinusional di negara itu. Yang dijadikan proksi dalam 

penelitian ini adalah nilai GOP dan GOP per capita negara yang 

bcrsangkutan. 

GDP mcrupakan ukuran dngkat perekonomlan suaru negara. 

Penlngkatan GDP diasumsikan akan meniogk3tkan permintaan akan barang 

dan jasa yang akan memberlkan peluang pada para investor untuk 

meningkatkan proyek investasi kafena adcmya permintaan terscbut. 

GDP per capita, selain sebagai indikator pcmbungunun) juga dapat 

membetikan gambaran tentang laju pcrkcmbangan tingkat kesejahteraan 

masyarakat dan perubahan pola perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat 

yang tdah terjadl di berbagai negara. Pendapatan per kapHa dihitung dari 

pendapatan nasional (Y) pada suatu peri ode dibagi dengan jumlah penduduk 

pada pcriode yang sama. Data yang diperoJeh adalab angka GDP yang 

dinyatakan dalam milyar Rupiah, dan GDP per capila dinyatakan dalam 

Rupiah) namun untuk keperluan peneJitian keduanya dijadikan sama-sama 

dalarn sutuan mllyar Rupiah. Untuk keperluan analisa digunakan data GDP 

riil dan GDP riil per capita berdasarkan data yang diperoleh dari Badan 

Pusat Statistik (Buku Statistlk lndonesia Tahunan untuk tahun 1960 sampai 

dcngan 2008) .• 
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2.8.4. lnfrastruktur 

Adalah besarnya sarana dan prasarana yang tersedia di wilayah 

Indonesia. Yang termasuk kalegori infrJstruktur adalah jalan raya, rei kcrcta 

api, pelabuhan laut, bandar udara, alat pengangkutan, dan teJckumunikasi. 

Selain itu, ada infrastruktur lain yaitu listrik, iostalasi pipa air, dan pipa gas. 

Berdasarka11 penelusuran dal.a di Badan Pusat Staiistik tcmyata data 

infrastruktur yang memenubi syarat untuk penelitiantime series adalab dala 

panjangjalan. Berdasarkan pertimbangan bahwa jalan merupakan prasarana 

pcngangkutan yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian, 

dan makin meningkatnya usaha pembangunan rnenuntut pula peningkatan 

pembangurum jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan 

memperlancar lalu lintas barang dari satu daerab ke dacrah Jain. maka dalam 

penelitian ini digunakan proksi panjang jalan propinsi dan kabupaien. 

Data panjang jalan yang diperoleh dari Badan Pusat Stalistik (Slatistik 

Indonesia 50 tahun Indonesia Merdeka. dan Stalistik Indonesia Tahunan 

untuk tahun 1994 sarnpai dengan 2008) dinyatakan dalam krn, dan unruk 

keperluan analisa jumlah panjangjalan diubah dalam satuan ribu km, 

2.8.5. Tcnaga Ke1:ja 

Dalam ptmelitian ini prok""Si yang akan digunakan adalah jurnlah 

tenaga kerja yang ada di semua sektor yang dinyatakan dalam jula orang. 

Jumiah angkatan kerja diletapkan sebagai proksi karena berdasarkan 

penelusnran data di Badan Pusat Statistik, data jumiah angkatan kerja yang 

mcmenuhi syaral untuk penelitfan lime series, 

Data yang diperoleb dari Badan Pusal Statistik adalah data jumlab 

angkatan kerja yang terdiri dari yang bekerja dan yang punya pekerjaan 

tetapi sementara tidak bekerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja 

(bcrumur 15 tahun dan iebih) yang bckcrja atau mempunyai pekeijaan tetapi 

sementara lidak bekcrja dan atau penduduk yangmencari pekerjaan. Bekerja 

adalah penduduk yang melakukan suatu pekerjaan dengan maksud 

.memperoleh atau membaniu mcmperoleh pendapatan/keuntungan dan 

Jamanya bekerja paling sedikit satu jam secara terus mcnerus dalam 
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seminggu sebelum pencacahan, Termasuk dalam hal ini pekerja keluarga 

tanpa upah yang membantu suatu usaha) dan orang yang mempunyai 

pekerjaao, !etapi sementttra tidak bekerja. Punya pekerjaan tetapi semcntara 

tidak bekerja adalah penduduk yang rncmpunyai tetapi selama seminggu 

yang lalu lidak bekerja karcna berbagai sebab seperti : sakit, cuti, mogok, 

menunggu basil panen, tcrmasuk yang sudah diterima bekcrja tctapi sciama 

seminggu yang lalu bclum mulai hcker.ia. 

Sumber data yang digunakan dalam pcnelitian ini adalah Statistik 

lodonesia Tahunan untuk tahun 1960 sampai dengan 2008 yang dirilis oleh 

Badan Pusat Statistik, Dalam penelitian ini akan digunakan dua jtnis data 

yaitu data nominal dan data rilL Data Tax Effort, GDP, GDP per capita 

adalah rnenggunakan data rill karena bertujuan untuk menghHangkan 

adanya pengaruh harga atau inilasi sehingga dalam meiakukan analisa dapat 

lebih menunjukkan kondisi sebenarnyc., Data panjang jalan dan jumlah 

tenaga kerja adaiah mcnggunakan data nominaL 

Sebagai catatan tambahan, unluk periode 1961 s,d 1999, tahun 

anggaran yang digunakan oleh Badan Pusat Satitistik adalah tidak .sama 

dcngan tahun buku, dimana talmn anggaran dimulai sctiap tanggal 1 April 

dan bemkhir pada tanggar 3 I Marel tahun berikutnya. Dengan demikian 

untuk kepentingan pcnelitian ini makn pedu dilakukan penycsuaian, 

contohoya tahun anggaran 1999/2000 (dimutai 1 April 1999 s.d 31 Marel 

2000) akao dipcrlakukan sebagai data tahun 1999. 

2.9. Hipotesis Penclitian 

Sesuai dengan tujuan dari pcnelitian, yaitu untuk menguji pengaruh 

dari varlabel kebijakan pnjak, ukuran pasar (market size), kondisi 

infrastruktur dan jumlah angkatan kerja rerhadap masuknya investasi asing 

langsung kc Indonesia, maka hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian 

ini adalah : 

Hipotesis Satu 

Ho Kebijakan pajak tidak rnempunyai pengaruh signifikan 

tcrhadap masuknya FDI ke Indonesia 
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Hipolesis Dua 
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Kebijakan pajak mempunyai pengamh signifikan lerhadap 

masuknya FDI ke lndonesia 

Ho Ukman pasar (market size) tidak mempunyai pcngaruh 

signifikan terhadap masuknya FDl ke Indonesia 

HI Ukuran pasar (market size} mempunyai pengaruh 

signifikan terhadup rnasuknya FDI ke Indonesia 

Hipotcsis Tiga 

Ho 

Hl 

Hipolesis E!!Ulitt 

Kondlsi infraslruktur tidak mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap rnasuknya FDI ke Indonesia 

Kondisi infrastruktur mempunyai pengaruh signiftkan 

lerhadap masuknya FDr ke Indonesia 

Ho Kondisi tennga kerja iidak mempunyat pengaruh 

signifikan lerhadap masuknya FDI ke Indonesia 

I-ll Kondisi tenaga kerja mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap masuknya FDI ke Indonesia 
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Gnmbal' 2.1 

Kerangka Pemikiran 

Kebijakan Market Size Infrastruktur 
Pajak 

1 l 
Penanaman Modal Asing -<-·· 

Konsep dioperasionalkan melijadi : 

Tax Effort GDP GDP per Panjangjalan 
capita 

1 l l 
Pcnanaman Modal A'\ing (Y) 

Sumber: Olahan sendiri 
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Tenaga Kerja 

Jumlah Angkalan 
kerja 

Pcnelitian ini bertujuan untuk mengctahui dan menganalisis pengaruh bcbcrapa 

faktor yaitu kcbijakan pajak, market size (ukunm pasar), kondisi infrastruktur, dan 

lenaga kerja terhadap masuknya invcstasi asing lang.'\ung ke Indonesia. Proksi 

yang digunakan untuk mewaki!i faktor kebijakan pajttk adalah Tax Effort, 

selanjutnya untuk ukuran pasar (markel size) diwakili oleh tingkal GDP dan GDP 

per capita, untuk infrastruktur diwakili oleh jumlah panjang jalan, dan unluk 

tenaga kerja diwakili oleh jumlah angkatan kerja. Data yang diteliti adalah 

meHputi tahun 1968 sampai dengan 2007, Jumlah pcnanaman modal asing 

Iangsung yang masuk adalah jumlab persetujuan rencana investasi yang 

dikeluarkan oleh BKPM. 
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MllTODE PENELITIAN 

3.1 Pendckutan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penclekatan kuuntitalif, yaitu penelilian yang berawal dari bebempa konsep 

dan teori yang digunakan sebagai dasar unluk membuat pertanyaan penelitian, 

bipotcsis dan mengukur hubungan an tar variabeL Mcnurut lrawan (2006), ciri­

cir1 dari pencUtian kuantitatif adalah · 1) Pcrmasalahan penelitian terbatas dan 

sempit, 2) Mengikuti pola berpik!r dcduktif, 3) Mempercayai angka (stalistik 

atau matematika) sebagai instrumen untuk mcnje1askan kebenaran, dan 4) 

Memhangun validitas internal dan validitas eksternal sebaik mungkin. 

Ruang Jingkup penelitiao ini dibatasi olch satu variahel terikat yaitu 

tingkat inveslasi asing Jangsung dan beberapa v<J.riabel bebas yaitu kehijakan 

pajak, ukuran pasar (market size), infrastruktur, dan tenaga kerja. Pola bcrpikir 

deduklif yang dilakukan adalah pcrtama peneliti melakukan observasi awal, 

kemudian dilanjutkan dengan mengajukan hipotcsis, menguji hipotesis~ dan 

me11arik kesimpulan, Penelit! juga mengguaakan data bcrupa angka yailu data 

tingkal investasi asing langsung, data kcbijakan pajak berupa Ta..~: E.ffon, data 

ukuran pasar (market size) berupa GDP riil dan GDP rill per capita. data 

infrastrnktur bcrupa berupa panjang jalan. dan data tcnaga kerja berupa Jumiah 

angkatan kerja, serta menggunakan mctode regresi majemuk (model 

matematika) sebagai instrumen penelitian. Peneiiti juga melakukan beberapa 

pcngujian ekonometrik untuk menguji kebcnaran model matemarika yang 

digunakan, serta untuk menguji hubungan anlar variabcl be bas dan hubungan 

antara variabel bebas dan variabeJ terJkat. Hal ini sesuai dengan ciri-ciri 

penclitian kuantitaf yang kecmpnl yaitu membangun validitas internal dan 

eksl.ernat scbaik mungkin. 

3.2. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan pcnelitiao eksplanatif karena berusaha 

menjelaskan hubungan antara ;matn variabel dengan variabel lainnya. Yaitu 

satu variabel terikal berupa tingkat investasi asing langsung dan bebcrapa 
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variabcl bcbas yaitu kebijakan pajak, ukuran pasar (market size), infraslruktur, 

dan tenaga kerja. Penelilian ini selain bcrusaha untuk menggambarkan juga 

menganalisis hasil penelitinn. Peneliriao ini tidak terbatas pada pengumpuian 

dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arli data 

Hu~ menjadi suatu wacana dan konklusi dalam berpikir logis, praktis dan 

leoritis (Surakhmad, 1982). 

Berdasarka:n manfaatnya, penelitlan Lni merupakan penelitian tcrapan, 

yaltu dengan mengemukakan masalah tertenlu dan menghasilkan rekomendasi 

untuk penyelesaiannya. 

3.3. Model Pc.nelitian 

Model yang digunakan dalam pene!itian ini adalah model rcgrcsi linier 

majemuk. Tahapan metodologi terdiri dari 6 (enam) lahapan. Yaitu pertama, 

dengan mengacu kepada teori, diajukan suatu hipotesi~ atau perlanyaan. 

Kedua, untuk mcnjawab pertanyaan atau hipotesis yang diajukan pada tahap 

pertama, diajukan model ekonometri .Yang dapat digunakan untuk mengctes 

hipotcsis yang telah dibuat. Ketiga, setelah mode1nya terbangun, parameter 

dari model dlestimasi dengan suatu software computer. Keempat, hasii dari 

estim<~si parameter perlu dlverifikasi lerlebih dahulu hasilnya apakah tclah 

sesuaj dcngan model atau tidak. Kelima, jika dari basil verifikasi ntengatakan 

model yang telah tcrcstimasi sudah layak, maka model tersebut ktta gunakan 

untnk mcmprediksi pergerakan atau memprediksi nilai suatu variahel. Keenam, 

akhirnya prediksi tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengambilan suatu keputusan atau suatu kebtjakan (Nachrowi dan Usman, 

2006) 

Analisis regresi merupakan suatu metode yang digunakan untuk 

mengana!Jsis hubungan antar variabel. Hubungan Lersebul dickspresikan 

dalam bentuk persamaan yang menglmbungkan variabel Lerikat Y dengan salu 

atau lebih variabel bebas Xr, X2, ... Xr. Daiam hal hanya terdapat satu V<!riabcl 

bebas, maka model yang diperoleh disebut model regresi tinier sederhana. 

Apabila terdapat lebih dari satu variabel bebas. maka disebut model rcgresi 

linier rnajemuk. Model regresi linear sederhana dituliskan sebagai berikut 

(Nachrowi, Nachrowi D., Usman, Hardius, 2006) 
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Y;"" [}o + B! XI + u,; i = l, 2, ... N 

dimana: 

u, adalah error 

N adalah banyaknya obesc:rvasi populasi 
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(3.1) 

Di dulam kenyataan sehari-hari, suatu fenomena tidak hanya dipengaruhi oleh 

satu variabel saja melainkao oleh berbagai macam faktor. Bentuk matcmatis 

modeJ tcrsebu1 adalah sebagai berikut : 

Y i"" ~o + P1 xli + ~2x2, + p)x:li + ... + PtXki u;: i = 1, 2l ... N 

dimana : 

i = 1, 2, 3, ... N (banyaknya observasi populasi) 

(3.2) 

Pembangunan model merupakan suatu pekerjaan yang sangat penting. 

Karena tanpa modet, kita tidak dapat melihat dan mengukur hubungan antar 

berbagai variabel ckonomi secara kuantitatif (Sarwoko, 2005). Ciri-ciri 

pcnting s.uatu model yang baik yaitu sebagai bcrikul : 

L Suatu model yang baik adalah model yang rcalistis dan manageable 

{lntrUigator, i980). Yang dimaksudkan dcngan reaHstis adalah bahwa 

esensi yang scbenarnya tctap dipertahankan. Hal ini mcmbcrikan 

pengertian bahwa variabel yang dominan Lidak dlhilangkan begitu saja 

dari model, sehingga tidak mengaburkan persoa[an yang ada. Scdangkan 

maksud manageable adalah bahwa suatu model jangan terialu kompleh1i1 

misa1nya dengan banyak mengandung variabel. [ntriligator (1980) 

menyatakan bahwa salah salu tipe model yang buruk adalah model yang 

sangat realislis tetapi sangat rumit, sehingga menjadi tidak manageable 

lagi. Tipe model yang buruk Jainnya adalah model yang sangat 

manageable tetapi san gat tidak reatistis. 

2. Tanda dan nilai absolut koefisien dalam model harus reasonable1 artinya 

model mempunyaf koefisicn yang benar dan tegas. 
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3. Model mempuoyai goodness of fit yang cukup baik. Salah satu ukuran 

dari goodness of fit adalah Rz. Nilai R2 tcrkcdl adalah nol, scdangkan 

yang terbesar adalah satu ( 0:::; R2 2: I ). 

4. Model mempunyai dasar teori mau reasot~ing yang kual (Gujarati, 1978). 

Maksudnya model yang diajukan tidak bertenlangan dcngan teort yang 

bcrlaku. 

5. Model yang diajukan sangat relevan dengan masalah eknnomi yang 

cukup penting dan menarik. Dengan demikian diharapkan model 

tersebut dapat diajukan dalam penyusunan, pelaksanaan, dan penilaian 

rencana dan kebjjakan ekonomi suatu negara. 

Metode yang digumdcan untuk analisis gads regresi ada!ah metodc 

Ordinaty Least Square (OLS) yang merupakan mctode yang paling populer 

dan sangat berpengaruh {Sarwoko, 2005). DaJam persarnaan regresi, ho dan b; 

merupakan penduga untuk l3c dan Pt· Ada beberapa sifat penduga yang utama, 

yaitu : (l) tidak bias, (2) efisicn. (3) varian minimum. Metodc OLS dapat 

memberikan penduga koefisien regresi yang baik atau bersifat BLUE (Best 

Linier Unbiased Estimate), dcngan berbagai asumsi yang tidak boleh 

dilanggar, yang dikenal dengan Teorema Gauss~Markov (Nachrowi, Nachrowi 

D., Usman, Hardiusj 2006) : 

L E (u;) ~ 0 atau E(u; I x;} ~ 0 atau E(Y;) ~ p, + p,x,; u; menyatakan 

variabel-variabeJ lain yang mempengaruhi Y, akan tetapi tidak terwakili 

di dalam modcJ. 

2. Tidak ada koreJasi antara Ui dan Uj {cov (ui,uj) = 0}; i :/; j ; Artinya pada 

saat Xi sudah terobscrvasi, deviasai Yl dari rata-rata populasi (rnean) 

tidak menunjukkan adanya pola (E(u;,u;)~ll) 

3. Homoskedastisitas, yaitu besarnya varian ui sama alau var (ui) c:/ 
untuk setiap i. 

4. Kovarian antara u; dan X1 adalah not {cov(ub X1) = o}. Asumsi lersebut 

juga berarti tidak ada korelasi antara u; dan X;. 

5. Model regresi dispesifikasi secara bcnar~ yailu model harm; berpijak 

pada landasan teori, memperhatikan variabel-variabel yang diperlukan, 

dan bemuk fungsinya. 
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Model penelitian yang digunakan ada:lah mengacu kepada model yang 

pernah digunakan oleh Emmanuel Nnadozie, dengan menyesuaikan bcbcrapa 

variabel scsuai dengan kondisi data yang ada dan menambah variabel 

kebijakan pajak sebagai variabel bebasnya. PeneJil.ian rnenggunakan kerangka 

bcrpikir bahwa : 

FDI = 1 (Kebijakan Pajak, Market Size, Infraslruklur, Tenaga Kerja) (3.3) 

Proksi yang digunakan untuk mewakili faktor kebijakan pajak adafah 

Tax Effort, selanjutnya untuk ukuran pasar (market size) diwakili olch lingkat 

GDP dan GDP per capita1 untuk infraslruktur diwakili oieh jumlah panjang 

jalan, dan untuk tenaga kerja diwakili olch jumlah angka!an kerja. Data Tax, 

Effort, GDP, GDP per capita adalah menggunakan data riil karena bertujuan 

untuk menghilangkan adanya pcngaruh harga atau inflasi sehlngga daJam 

melakukan analisa dapat lebih menunjukkan kondisi sebenarnya. Sedangkan 

datu punjang jalan dan jumlah tenaga kerja adaiah rnenggunakan data nominal. 

FDI, GDP dan GOP per capita adalah natural log dari FDI riil, GDP riil dan 

GDP rill per capita untuk talmn i. Penggunaan ukuran natural log adalah unluk 

rnembantu kontrol terhadap efek yang terjadi karena nilainya terlalu besar 

unruk dibandingkan dcngan Tax Effort, panjang jalan, dan jumlah angkatan 

kerja (Nnadozie, 2000) 

Dengun dcmikian model yang digunakan dapat dirumuskan sebagai berikut : 

lnFDI = o. • p,TE + p,lnGDP1 + p3inGDPCAP, P4Th'FRA 

+P;IAB +e 

dimana: 

FDI 

TE 

= Besmnya inveslasi asing Iangsung ~i Indonesia 

= Besamya Tax Effort 

GDP = Besarnya GDP riil 

ODP per capita = Besarnya GDP riil per capita 

lNFRA ~ Panjang jalan 

(3.4) 
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LAB :::;; Jumlah angk(ltan kcrja 

= etror 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini sebagian besar adatah data 

kuantitatif berupa angka-angka. Pengumpulan data yang dtgunakan pada. 

penelitian ini dilakukan mclaiui beberapa cara, yakni : 

l. Studi Kepustakaan (library reasearclz) 

Pustaka dalam suatu studi penelitian mempunyai bebera.pa. tuJuan : a) 

Mcmbcritahu pembaca hasil penelitian-pcnclitian lain yang bcrhubungan 

dengan penclitian yang sedang dilaporkan, b) Mcnghubungkan suatu 

penelilian dengan dialog yang lebih luas dan berk.esinambungan tenlang suatu 

topik dalam pustaka, menglsi kekurangan dan mempcrluas penelitian­

penelitian scbelumnya, dan c) Memberikan kerangka untuk rnenentukan 

signifikansi penelitian dan sebagai acuan untuk membandingkan hasH suaru 

pcnclitian dengan tcmuan-temuan lain. (Creswell, 1994) 

Dalam pcnclitian ini studi kcpustakaan dilakukan dengau cara mcmbaca 

dan mempelajari sejumlah buku!literalurl jurnal, paper, dan sebagainya, baik 

dornestik maupun intcrnasional umuk memahami kontcks permasalahan tesis 

secara mendalam serla untuk mcndapatkan kerangka teori dalam pencntuan 

arah d<!n tujuan penelitian dimaksud. 

2. Data sekunder 

Penelitian ini rncnggunakan data sekunder yang diperoleh dari 

Dcpartemen Keuangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan 

Biro Pusat Statistik (BPS), sebagai dala-dala yang akan diolab menggunukan 

model ekonomctrik yang Lelah ditentukan. 
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Data Sekundet· 

pcncrimaan pajak 

GOP riil (bcrdasarkan hargn konslan) 

riil (berdasarkan lmrga 

ldil>agijunllah penduduk 

3.5. Kerangka Penelitian 

Gambar3.l 

Keraogka Penelitian 

c-··· . 
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T3X y GDP per Panjangjalan Angkatan 
Effort capita kerja 

l l 
Penanaman Modal Asing (Y) 

~ 

Rcgresi Majemuk 

I 
Uji F Uji t ~erifikasi Modi 

. 
1. Goodnc:;s of fit L Hcteroscedasticity 
2, K·-squarcd {R2) 2. Aulocorrrelalion 

3. MultikoHnieritas 

Sumber ; Olahan sendiri 
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3.6. Analisis Data 

ArnlHsis data diJakukan melalui pengujian ekonometrik yang terdiri dari 

uji hipotcsis yang me[iputi uji l, uji F, dilanjutkan dengan verifikasi model 

melalui uji Goodness of Fit dan R-squared (R2
) serta uji asurnsi klasik yang 

meliputi Multikolinieritas, Otokorelasi, dun Hetcroskedaslisitas (Sarwoko, 

2005). Dalam melakukan pengujian akan dibantu dengan menggunakan 

program EVIEWS 3.1. Dengan menggunakan alat bantu perangkat lunak 

EVIEWS, diharapkan pcnelitian inl iebih ukurat karena unsur human error 

dalam pengolaban dapat dieliminasi, sehingga penggguoaan jumlah variabel 

dapat memadai dan tidak ada kekhawntiran tentang kesulltan dalam 

pengo laban data. 

Menurut Nachrowi, Nachrowi D.. dan Usman. Hardius (2006) 

ekonornetri dapat diartikan sehagai "ukuran-ukuran ekonmni". Sedangkan 

menu rut pengertian yang global, ekonomctri dapat didefinisikan sebagai suatu 

ilmu yang mempeiajari analisis kuantitali( dari fenomcna ekonomi dalarn 

arlian secara umum. Pada mulanya, kajian ekonometrik hanya meliputi 

aplikasi malematika statistik dengan menggunakan data ekonomi untuk 

mcnganalisis modcl~model ekonomi dan keuangan saja. Akan telapi, dalam 

pe:rkembangannya, tcori ini lidak lw.nya dapat digunakan untuk menganalis.is 

model-model ekonomi dan keuang<~n saja, melainkan juga dapal digunakan 

untuk menganaHsis berbagai fcnornena sosial lainnya. 

3.6.1. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis digunakan untuk mcngetahui atau menguji apakah 

koefisien regresi yang didapat signifikan (berbeda nyata), atau dapat dikatakan 

apakah variabei~variabel bebas secara individu dan bersama~sama berpengarub 

signifikan terbadap variabel terikaL Dalam penyusunan hipotcsis perlu berbati~ 

hati alum apa yang dipikir tidak benar dan apa yang dipikir benar, Hipolesis 

mencerminkan harapan-harapan basil pcnelitian, tentang suatu koefisien atau 

koefisien~koefisien regresi tertentu yang diringkas dalam bentuk hipote.<Jis no! 

dan hipotesis a!terna.tif. Hlpotesis nol adaJah suatu pernyataan tertentu Lentang 

nilai-nilai dalam suatu range dari koefisien yang akan diharapkan terjadi 

apabila teori yang digunakan dalam pc:nclitian tidak sesuai. Hipotesis alternalif 
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digunakan unLuk menentukan nilai-nila:i dalam suatu range dari koeflsien yang 

diharapkan !crjadi apabila pemyataan teori dalam penelilia11 ada1ah sesuai 

(Sarwoko, 2005). Pc:ngujian sccara stalistik tcrhadap model rcgrcsi tcrdiri dari 

Uji F dan Uji t {Nachrowi, Nachrowi D., dan Usman, Hardius, 2006). 

L UjiF 

Adalah cara menguji hipotesis nol yang melibatkan lebih dari satu 

koefisien (Sarwoko, 2005). Hasil uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh 

variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. (Nachrowi, 

Nachrowi D., dan Usman, Hardius, 2006) 

Hipotesis yang digunakan dalam uji F adalah : 

Ho : P 1 (32 ... = Bk = 0, Tidak ada pengaruh variabcl be bas secara bersama­

sama terhadap variabcl terikat. 

H 1 : PI = P2 ... = f3k ::f. 0, Ada pengaruh variabel bebas secara bcrsama-sama 

terhadap variabci terikat. 

Persamaan uji F adalah : (Sarwoko, 2005) 

F = ESS/k = L ( Yi Y ) (3.5) 

RSS/(n-k-1) I u2i I (n-k-1) 

Keputusan uji F adalah menolak hipotcsis no! apabila F hasil hitung dari 

estimasi persamaan adalah Jebih besar dari nHai kritis f_ Nilai F kritis yang 

dipiHh tergantung dari tingkal signifi.kansi yang dipilib dalam penelitian dan 

derajat kebebasan. Statistik F mempunyai dua tipe derajat kebebasan; derajat 

kebebasC~n pembilang (numerator) , diberi simbol k adalah jumlab parameter 

lermasuk konstanta. -dan derajat kebebasan penyebut (denumerator), diberi 

simbol n~k-1, dengan n adalah jumlah pcngamatan sampel. dan k adalah 

jurnlah variabcl bebas (Sarwoko, 2005). Dengan kata lain, apabila F I-litung > 

Fa (k,n·I'A)• maka keputusannya adalah mcnolak H<)) yang berarti variabel bcbas 

secara bersama~sama mempengaruhi variabellerikat (Sarwoko, 2005). 
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2. Uji t 

Uji t dilakukan untuk mengctahui signiflkansi masing~masing-variabe1 

bebas leth<:~dap variabeJ terikat dengan asumsi variabel lainnya konstan 

(Nachrowi, Nachrowi D., dan Usman, Hardius, 2006). 

Untuk persamaan regrc..'ii berganda sepc-rti berikut: 

Yi = fjo + ~~xH + f3oXz1 + u; (3.6) 

Formula statistik t adalah : (Sarwoko, 2005) 

(b, - ~h) 
(h= 1,2, ......... H) (3.7) 

SE(b,) 

dimana ba "" koefisien regresi hasll eslimasi untuk variabcl ke h. p 
n = parameter koefisien rcgresi populasi (f3uo) untuk variabel ke h, biasanya 

dianggap noL Nilai ini menunjukkan hipotesis nol bagi ~h· SE(bt~) = standar 

error koefisien b~;. Namun karena bn apakah sama dengan no1 (Ho : p = 0)1 

maka nilai ~h dalam persamaan harus diganti dcngan nol, sehingga formula 

Uji t mcnjadi : 

(h = 1,2, ......... H) 
(3.8) 

SE(b,) 

Dalam uji t, hipotesis yang digunakan adatah ; 

Ho : ~i = 01 Tidak ada pengamh variabel bebas secara individu terhadap 

variabel terikat. 

Hl : ~i :f: 0, Ada pengaruh variabcl bcbas secara individu Lerhadap variabel 

terikaL 

Pada da..;;;arnya hipotesis nol menunjukkao nilai~nilai dalam range, 

namun kita hanya mcmperhatikan niJai di dalam hipotesis nol yang paling 

dckat dengan balas antara daerah pcnerimaan dengan daerah penolukan. Untuk 

menentukan apakah ruenolak atau tiduk rnenolak sebuah hipotesis nol 

berdasarkan pcrhitungan nilai t, digunakan nilai kritis L Nilai kritis t adalah 
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nilai yang membcdakan daerah pcner:imaan darl daerab pcnolakan. Nilai kritis 

t ( lt) dipilih dari Tabcl D!slribusi Normal T. Nilai kritis t tergantung dari arah 

uji, tingkat kepercayaan, dan dera.jat kebcbasan yaitu jumlah pengamatan 

dikurangi jumlah koefisicn (Sarwoko, 2005). 

Bila ternyata, selelah dihilung I t I > t u.n, maka nilai t berada dalam 

daerah penolakan, sehingga hipotesis nol ditolak pada tingkat kepercayaan (1-

a.) X 100% (Nachrowi, Nachrowi D., Usman, Hardius, 2006). Dalam hal ini 

dikatakan bahwa ~h secara statistik signifikan. 

3.6.2. Verilikasi Model 

Pengujian model (uji ekonometrika) rneliputi uji penyimpangan klasik. 

Uji ini dilakukan unluk menunjukkan serangkaian asumsi-asumsi dasar yang 

dibutuhkan untuk menjaga agar OLS dapai menghasilkan e..~timator yang 

paling baik pada model-model rcgrcsi. Berdasarkan teori Gauss~Markov 

dinyatakan bahwa hasil estimasi dcngan rnetode OLS bersifat linear terbaik 

yang tidak bias (Best Linear Unbiased Estimator/ BLUE). Uji ini lerdiri dari 

dari uji koefisien determinasi (Goodness of Fit), uji multikolinieritas, uji 

otokorelasi, dan uji heteroskedast!sitas (Nachrowi, Nachrowi D., Usman, 

Hardius, 2000). 

1. U,ji Koefisien Determinasi (Goodness of Fit) 

Koefisien detcrrninasi (Goodness of Fit), yang dinotasikan dengan R2 

merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi, kurena dapat 

menginformasikan baik atu tidaknya model regresi yang ·teres[imasi. Atau 

dengan kala Jain, angka tersebut dapat mengukur seberapa dekatkah garis 

regresi yang tersetimasi dengan data scsungguhnya. Nilai koefisien 

determinasi (R2
) ini mencerminkan seberapa besar variasi dari variabelterikat 

Y dapat diterangkan oleh variabel X. Bila nilai koefisien dcterminasi sama 

dengan no1 (R1 
;;:;: 0), artinya variasi dari Y tidak dapat diterangkan oleh X 

sama seka[i, Sementara bila R2 = 1, artinya variasi dari Y secant keseluruhan 

dapal diterangkan oleh X Dcngan kata lain bila R 2 = 1, maka scmua titik 

pengarnatan berada tcpat pada garis regresi. Dengan dernikian baik buruknya 

Universitas Indonesia Pengaruh Kebijakan..., Anggrainy, FISIP UI, 2009



68 

suatu persamaan regresi ditentukan oleh R2-nya yang mempunyai nitai antara 

1101 dan sattl (Nachrowi. Nacbrowi D., Usman, Hardius, 2006). 

Selain ito R2 juga diguoakan untuk mengukur besamya proporsi 

(pcrscntase) total variasi dari varia bel terikat (Y} yang diterangkan olch model 

regresi (varia bel bebas). Atau dengan kata lain, R2 digunakan untuk mengukur 

besarnya sumbangan dati variabel bebas (X) terhadap variasi naik rurunnya 

variabel terikat (Y). (Supranto, J., 1983) 

Salah satu masalah jika kita menggunakan ukuran R 2 dalam menifai baik 

buruknya sualu model adalah kita akan selalu rnendapatkan nilai yang terus 

nalk seiring dengan penambahan variabel bebas ke dalam model. Bila kila 

hanya berpatokan pada R2 tentu kita a.kan selalu mcmutuskao bahwa model 

yang lerbaik adalah model dengan variabel bcbas yang banyak. Padahal 

kenyataannya tidak demikian. Terkadang satu variabel bebas: dalam model 

regrcsi sederhana dapat mcncrangkan variabel terikat dcngan lcbih baik 

dibandingkan beberapa variabel bebas dalam rcgrcsi majemuk. Oleh karena Hu 

agar keputusan lebih tcpat, tetutama untuk membandingkan regres.i dengan 

variabel !erlkat yang sarna, maka digunakan R2 yang disesuaikan atau dikenai 

dcngan Adjusted R2 (Adj-R1
) yang secara umurn mernbcrikan penalti atau 

hukuman terhadap penambahan variabel bebas yang tidak mampu menambah 

daya prediksi suatu model (Nachrowi, Naduowi D. 1 Usman, Hardius, 2006). 

Adj R' = 1-(1-R2
) 

T-1 

T-k 
(3.9) 

NHai Adj-R2 tidak akan pcrnah melebihi nilai R2 bahkan dapat turon jika 

menambahkan variabel bebas yang tidak perlu dan juga untuk model yang 

memiliki kecowkan (goodness of fit) yang rendab. 

2. Uji Mullikolinierillls 

Multikolinieritas adalah keudaan dimana dua atau lebih variabcl bebas 

berkorclasi tinggi. Multikolinieritas scmpurna jarang terjadi dan kalau ada, 

mudah dihindari. Banyak kcjadian dihadapi dalam estimasi pcrsamaan 

el::onometrika adalah multikolinicritas tidak s.empurna, MultikoHnieritas tidak 
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sempurna dapat didefinisikan sebagai sebuah hubungan fungsional yang 

berSifat llnier antara dua atau lebih variabel bebas yang begitu kuat sehingga 

secara signifikan berpengaruh tcrhadap kocftSien-koefjsicn basil estimasi 

(Sarwoko, 2005). 

Deteksi ada tidaknya multikolinieritas dapat dHih.at dari niiai R2
, F­

hitung serta t-hitung, dimana ldcntifikasi awal lerjadinya kusus 

muHikolinieritas adalah jika nilai R2
, F-hitung cenderung tinggi sedangkan 

nilai t-hitung ban yak yang tidak signifikan. Tapi menentukan ba!asan R 2 yang 

dikatakao tinggi sering menimbulkan keraguan. Sesungguhnya batasan ini 

sangat suhjektif dan sangat tergantung pada substansi ((Nachrowi, Nachrowi 

D., Usman, Hard ius, 2006). 

Cara Iain untuk mendeteksl ada tidaknya multikoHnieritas adalah dengan 

memperhatikan hasil prob t-statistic basil regresL Apabi!a banyak koefisien 

parameter penduga mcnonjukkan basil yang tidak signifikan, maim hal ini 

mengindikasikan adanya multikolinieritas yaitu ; (Gujarali1 1995) 

• Melihat matrik koefisien k:orelasi antara masing-masing variabel bcbas. 

Jika korelas! antara dua variabel lebih bcsar dari 0,8 dan 0~9 maka 

terdapat masalah multikolinieritas yang serius. 

• Melihat nilai condition index~nya jika bernilai 10~30 berarti 

rnultikolinieritas antara moderat dan tinggi atau nilai Variance !JJflatiou 

Factor (VlF) diatas 10 maka kolinearitas sangat tinggi sebagian 

mcndasarkan pada VIP < 5 merupakan poslsi yang aman atau tidak 

terjadi muhikolinieritas 

Terdapat bebcrapa konsekuensi sehubungan dengan terjadinya 

multikolinieritas tidak sempurna akan menimbulkan scbagai berikut : 

(Sarwoko, 2005) 

a. Hasi1~hasil cstimasi telap lidak bias. Apabila sebuah estimasi persamaan 

mengandung multikolinieritas, koefisien~koefisien estimasi regrcsi, b; 

akan tetap memusat di seputar J3; pada populasi yang benar apabila 

scmua asum1;;;i klasik dipcnuhi oleh suatu persamaan yang terspesifikasi 

dengan benar, 

b. Varian dan standar error akan meningkat 
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c, Nilai l akan turun. 

d. Hasil-hasil cstimasi akan menjadi sangal peka terhadp perubahan~ 

perubahan spesifikasi. 

e. Kecm •. "Ukan data dan estimasi variabel-variabcl yang tidak berkolinieritas 

tidak terpcngaruh olch munculnya multikoHnieritas. 

Oieh karcna multikolinierilas mcmiliki pengaruh yang kecil terhadap 

kecocokan data secara keseluruhan dalam sebuah persamaan regresi, maka 

multikolinieritas juga ak;to merniliki pengaruh yang kecil lerhadap 

penggunaan pcrsamaan ilu untuk kepcrluan prediksi a{au pemmalan~ 

sepanjang variabel iodependennya mempertahaukan pola yang sama dengan 

multikolinieritas dalam periode permalan yang mereka tunjukkan dalam 

sarnpel (Sa!Woko, 2005). Kadang-kadang kolinieritas dalam suatu model 

merupakan hal yang sangat serius yang perlu scgera dibenahi. Namun modeJ 

yang mengandung kolinieritas masih bermanfaat, jika model yang lerestimasi 

hanya digunakan untuk membual suatu ramalan (forecast) saja. asalkan R2 

masih cukup linggL Sebab unmk kepeduan mcramal, yang penting adalah 

menganulisis kescluruhan model dan tidak individual parameter (Nachrowi, 

Nachrowi D., U~man, Hardius, 2006). 

3. U.ii Otokorelnsi 

Otokorelnsi adalah tcrdapatnyJ. hubungan antara error satu observasi 

dengan error pada observasi lain yang biasanya terjadi pada data lime series, 

rnaka varians penduga menjadi lebih besar dari varian,<; sesungguhnya dan R2 

akan lebih besar dari seharusnya sehingga t dan F tidak valid dan memberikan 

kcsimpulan yang salah tentang signifikansi dan estimasi koefisien (egresi. 

Dalam menduga parameter dalam model rcgresi dengan menggunakan OLS 

diasurnsikan bahwa error merupakan variabei random yang independcn (tidak 

berkorelasi) agar penduga bcrsifat BLUE. Atau secara matematis dituliskan 

(Nachrowi, Nachrowi D., Us man, Hardiu.s, 2006) 

covarian (ui1 uj) = 0; i ::P. j (3.10) 
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Arlinya tjdak ada korelasi antara Ui dan ui untuk it: j {E ( ui>ul)""' 01 i 7 

j. Hal ini juga mengartikan perbedaan antar nilai pada variabel terikat Y dapat 

berbubungan dengan nilai pada variabel bebas x, tctapi nirai tersebut tidak 

bcrhuhungan dengan nilai-nilai dalam variabel yang sama, Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa o!okorclasi terjadi jika observasi yang berluruHurut 

sepanjang waktu mempunyai korelasi anlara satu dengan yang lainnya. 

Untuk mendeteksi ada a tau tidaknya olokoretasi ini dapal dilakukan uji 

Durbin Watson (DW), dan uji Lagrange Multiplier (LM). 

l. Uji Dm·bin Watson 

Uji inl dilakukan dengan membandingkan nilai DW statistik yang 

dlhitung, dengan bata..<; alas (Du) dan batas hawah (DL) dari !abel Durbin 

Watson dengan memperhatikan jumlah observasi dan jumlah variabef be bas. 

Gambar3.l 

Aturan membandingkan Uji Durbin~ Watson 

dengan Tabcl Durbin-Watson 

Tidak taint Tidak tahu 

Korelasi posirif Tidak ada korclasi Korelasi Nega.rif 

0 dl du 4~du 4-dl 
Sumber : Nachrowi, Nachrowi D., Usman, Hardh.1s (2006) 

4 

Niiai-nilai dibawah ini dapal digunakan sebagai pembanding uji DW, 

dengan aturan sebagai berikut : (Nachrowi, Nachrowi D.) Usman1 Hardius, 

2006) 

1. Bila DW < dt; berarti ada korelasi yang positif atau kecenderungannya 

p~ L 

2. Bila dL :::; DW ;s du ; kita tidak dapal mengambil kesirnpulan apa-apa. 

3. Bila du < OW < 4- du ; berarti tidak ada korelasi positif maupun negatif 

4. Bila 4 du.::; DW 'S 4- dL; tidak dapat mengambil kesimpuJan apa-apa 
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5. Bila D\V > 4- dL; hcrarti lJda korelasi ncgatif. 

Ternyata walaupun uji OW sangat populcr1 uamun uji ini juga 

mempunyai kelemahan, yaitu ketika nilai DW yang diperoleh terletak antura 

batas bawah dan batas atas (d1• :S DW S du) atuu ketika DW yang diperoleh 

antara nilai 4- du dan 4- dL (Bila 4- du 5 DW::; 4 dt), sehab dengan nilai 

stati<;tik DW tersebut. tidak daput dJputuskan apakah residual berkorelasi alau 

tidak (Nachrmvi, Nachrowi D., Usman, Hardius, 2006) 

2. Uji Lagrange Multiplier (LM) 

Uji ini dikembangkan oleh Breusch~Godfrey, sehingga dJkeual juga 

dcngan sebutan The Breusch-Godfrcy (BG) TesL Pada program pengolahan 

dala program Eviews maka uji otokorelasi dcngan menggunaka11 Brensch~ 

Godfrey serial correlation L!\1 test dengan membandingkan nilai obs-"'R­

squarcd dcngan H?, dengan hipotesis sebagai berikut : (Nachrowi, Nachrowi 

D.) Usmau, 1-lardius, 2006) 

Ho =ada orokorclasi 

Hl = tidak ada otokorelasi 

Jika hasil obs*R-squared > R2 tabeJ, maka Ho diloJak, dan berarti tidak 

ada masalah oiokorclasi. Demikian pu[a sebaliknya, bila obs*R-squared < R2 

tabcl, maka Ho diterima berarii Lerdapat masalah otokorelasL Selanjutnya 

apabHa probabilitas lcbih besar dari a., maka Ho diwJak, berarti tidak ada 

masalah otokorelas!, dan apabila probabilitas lebih kecil dari a., maka tcrjadi 

otokorelasi, 

4. Uji Heteroskedastisitas 

Salah satu a'.'umsi yang harus dipenuhi agar taksiran parameter dalam 

model ,cegrcsi bersifal BLUE. maka var (ut) harus sania dengan c? (konstan). 

alau dcngan kata laln, semua residual alau error mernpunyai varian yang sama. 

Kondisi seperti itu discbut homoskedastis. Sedangkan bila varian tidak 

konstan alau bcrubahwubah disebut dengan hcteroskcdastis (Nachrowi. 
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Nachrowi D., Usman, Hardius, 2006). Terjadlnya heteroskedastisitas dapat 

mengakibnrkan uji 1 dan uji P tidak berguna. 

Ptu:la progranl pengolahan data program Evicws. pengujian adanya 

hcteroskedastisitas dilakuknn dengao mcnggunakan UJI White 

Heteroscedasticity Test (no cross term) pada consistellt standard error dan 

covariance. Hal yang perlu diperhatikan dari basil uji ini adatab oilai obs*R« 

squared, dan probabiJitanya dengan hipotesis sebagai berlkut: 

Ho =ada Heteroskedastisitas 

Hl ; tidak ada Heteroskedastisitas 

Jika hasH probabilita basil obs*R-squared > (l. (5%) maka, maka Ho 

ditolak, berarti tidak ada masa[ab heteroskedastisitas, demikian pula 

sebaliknya bila probabilita obs*R-squared <a, maka Ho diterima herarli tidak 

ma..:;alah beleroskedastisitas (Nachrowi, Nachrowi D., Usman, Hardius, 2006). 

3. 7 Keterbatasan Penelilian 

Ketcrbatasan penelitian terkait dengan kelcngkapan data penelitiun yang 

bersifat lime series yang mcliputi tahun 1968 s.d 2007. Perlama, penclitian ini 

tidak memfokuskan invcstasi asing langsung pada masing-masing sektor. Data 

investasi yang digunakan adalah jumlah persetujuan rencana investasi yang 

dikcluarkan olch Badan Koordinasi Penanaman Modal. 

Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi masuknya investasi astng 

langsung dibatasi hanya kebijakan pajak, ukuran pasar (market size). 

infrastruklur, dan tenaga kerja. sedangkan faktor-faklor lainnya seperli pohtik, 

beban hutang, inftasi, dan lain-lain dianggap tetap (cateris paribus). 

Kctiga, data infrasrruktur y11ng dijadikan proksi adalah panjang jalan 

sedangkan untuk tenaga kerja menggunakan data angkatan kcrja. Hal ini 

dHalarbclakangi bahwa data panjang jalan dan data jumlah angkatan kcrja 

yang paling mcmenuhi untuk penelilian time series yang mcliputi tahun 1963 

s.d 2007. Peneliti sebelumnya memperlimbangkan data upah tenaga kcrja, 

namun tcrnyata data tersebut bersifat regional, dan kurang lengkap untuk data 

time series_ 
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BABIV 
GAMBARAN UMUM OBJEK PENEUTIAN 

DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN 

4.1. Perkembangan Foreign Direct Investment (FDI) di Indonesia 

Pada tahun 1967 pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1967 tanggal 10 Januari 1967 ten!ang Penanaman Modal 

Asing untuk mcnarik penanaman modal asing kc Indonesia. Undang-undang 

ini merupak:c.n peraturan untuk penanarnan modallangsung oleh investor asing, 

namun tidak Lerrnasuk sektor min yak dan gas, perbankan, asuransi dan leasing. 

Melalui UU PMA inl pemerJntah memberikan jaminan kepastian 

hukum dan kepastian berusaha, sehingga dapal meyakinkan para investor 

tentang naslb modai yang akan dilanamkannya di Indonesia. Pemerintah 

mengembalikan perusahaan asing yang semula diambil alih oJeh pemerintah 

kepada para pemitiknya. Pemerintah menjamin lidak akan menasiooalisasi, 

mencabut hak milik sccara menyclurub atas perusahaan modal asing, atau 

melakukan lindakan-lindakan yang mengunmgi hak rnenguasai dan/atau 

mengurus perusalman yang bcrsangkutan, kecuali jika dengan untlang-undang 

dinyatakan kepen!ingan negara menghendaki tindakan dcmikian, Jika 

dilakukan nasionalisasi, maka pemerintah wajib memberikan 

kompensasi/ganti rugi yang jumlah, macam, dan cara pembayarannya disctujui 

olch kedua belah pihak sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku dan bila 

perlu mcnggunakan prinsip-prinsip arbitrase. Perusahaan penanaman modal 

asing diberi izin melakukan kegiatan dalam jangka waktu tidak mclcbihi tiga 

pulub tahun, tetapi perusahaan dapat mengajukan permohonan perpanjangan 

dalam waktu dua tahun sebelum masa izin terreb.ut berakhir. Perusahaan 

modal asing dapal melakukan usahanya secara langsung atau dalam bentuk 

usaha patuogan dengan peserta nasionaL Semua bidang dinyatakan terbuka 

uotuk penanaman modal using dengan bcbcrpa pengecua!ian, yairu bidang­

bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak dilarang diusahakan secara 

penuh, sedang unluk bidang yang penting untuk pertahanan negara dilarang 

bagi modal asing. Bidang-bidang yang dipriorilaskan bagi pcnanaman modal 

ada!ah bidang yang meningkatkan produksi ckspor, menghemat devisa impor 
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mclului produksi substiLtJsi impor, alau bidang yang membcriknn lapangan 

kerja dan membawa teknologi dan penemuan proses produksi yang baru. 

Dalam Pnsal 1 Undang-uodang Nmnor 1 Tahun 1967 tunggaJ 10 

Januari 1967 tenlang Penanaman Modni Asing disebutkan pcngertian 

Pcnanaman Modal Asing sebagai berikut : 

Pengertian penanaman modal asing di dalam Undang~Undang ini 

h.anyalah meliputi penanaman modal asiog secara langsung yang dHakukan 

mcnurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini dan yang 

digunakan unruk mcnjalankan perusahaan di lndonesia, dalam arti bahwa 

pemilik modal sccara langsung menanggung resiko dari pcmmaman modal 

tersebut. 

Sedangkan dalam pasal 2 UU PMA 1967 discbutlom pengertian modal 

asing adalab : 

1. Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari 

kekayaan dcvisa Indonesia; yang dcngan persetujuan Pemerintah 

digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia 

2. Alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemua1)-penemuan baru milik 

orang asing dan hahan-bahan, yang Uimasukkan dad luar kc dalam 

wilayah Indonesia, selama alaH!Ia( Lersebul tidak dibiayai dari kckayaan 

devisa Indonesiu 

3. Bagian dari hasil perusahaao yang bcrdasarkan Undang-Undang ini 

dipcrkenankan ditransfer, telapi dipergunakan unluk mernbiayai 

perusahan di Indonesia. 

Setclah kurang kbih 40 (empat puluh) talmn Indonesia memberlakukan 

Undang~undang Nomor 1 Tahun 1967 yang diubah dan discmpurna.kan 

dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal 

Asing (UU PMA) dan Undang-undang Nomor 6 Talmn 1968 yang telah 

diubah dan disempurnakan dengan Undang:undang Nomor 12 Tahun 1970 

tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (UUPMDN), Pemerintah kcrnbali 

mcngeluarkan kebijakan pokok pengaturan penanaman modal di Indonesia 

melatui Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tanggaJ 26 April 2007 

(UUPM). UUPM ini merupakan penggabungan pengaturan penanaman modal 
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yang sebcimnnya dialur da!am peraturan pcrundang-undangan yang terpisah 

anLara penanamun modal dalam negcri dan penanarnun modal asing. UUPM 

in! mengatur hal-hal yang dinilai penting dularn kaitannya dengan penanaman 

modal, yaitu perlakukan yang sama dan tidak diskriminasi terhadap sesama 

penanam, modal, bidang usahu, nasionalisasi, penyclesaian scngketa termasuk 

sejumlah fasHitas pemmaman modal. 

Dalam Pasal 3 ayat (2) UUPM te!ah dilentukan sejumlah harapan 

sebagai tujuan penyelenggaraan penanaman modal, diantaranya : a) 

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasionalJ b) 1vfenciptakan fapangan kerja, 

c) Meningkatkan pcmbangunan ckonorni berke1anjutan, d) rncningkatkan 

kemampuan daya saing dunla usaha nasional, e) Menjugkatkan daya kapasitas 

dan kemampuan teknologi nasional, f) Mendorong pengernbangan ekouomi 

kerakyatan, g) Mengelola t:konoml potensial menjadi kckuatan ekonomi riel 

dengan mcnggunakan dana yang berasal baik dari dalam ncgcri maupun dad 

luar negeri, dan h) Meningkatkao kesejahrcraao masyarakat. Yang juga turut 

meujadi perhatian dari pcmbual UUPM adalah terdapat pengatutan mengenai 

pengcsahan dan pcriziuan yang di dalamnya terdapat sistem pelayanan terpadu 

s:atu pinlu (one door service system), Dengan sistcm ini diharapkan bahwa 

pelayanan baik di pu:>at maupun di daerah dapat menciptakan penyedcrhanaan 

perizimm dan pcrcepatan penyclesaiannya, Upaya ioi ditujukan untuk 

mcrnotong birokrasi yang selama ini dirasakan merupakan penghambat. 

Berdasarkan dala dari Bndan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 

berupa Dara Perkembangan Pcrsetujuan Rencana Inves1asi l967/1968 s.d 31 

Dcsember 2007, diluar invcstasi sektor rninyak & Gas. Bumi, Perhankan, 

Lembaga K.euangan Non Bank, Asuransi. Sewa Guna Usaha, Pcrtambangan 

dalarn rangka Konlrak Karya1 Perjanjian Karya Pengusahaao Pertambangan 

Batubara, lnvestasi yang perizinannya dikeluarkan olch instansi tekois/scltoral 

invcstasi portofoHo {pasar modal) dan lnvestasi rumah tangga, sebagaimana 

ierlihat dalam graftk 4.1, diketahui bahwa pada saai kran invcstasi asing 

dibuka lebur di tahun 1967 deogan dikeiuarkannya Undang-undang Nomor 1 

{ahun 1967 jo Uodang-undang Nomor j 1 tahun 1970 jumlah invcstasi yang 

masuk relatif tidak meningkat sampai dcngan tabun 1981. Di lahun 1967 

terdapat rencana investasi asing hmgsung sebesar US$ ribu 210,6. Sampai 
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tahun 1973, rata-rata rencana investasi asing langsung yang masuk adalah 

US$ ribu 226,5. Sclanjutnya di tahun 1974 meningkat menjadi US$ ribu 

565,6, dan di tahuu 1975 meningkat dun kali lipat menjadi US$ ribu 1.153,9. 

Pada tahun 1976 :u.l 1979, rencana inveslasl kembaii ke angka ni.ta-rala 

US$ ribu 228,L Investasl asing langsung mulai memmjak kembali di tahun 

1982 sebesar US$ 2.456,1 dan kemudian menurun kembali di sekitar tahun 

1985 dan 1986, namun terns meningkat hingga di tahun !995 yaitu sebesar 

US$ 39.657,5 Guta). Selelah itu angka rencana investasi tcrus bcrfluktuatif dan 

cenderung mcnurun hingga rnengalami pcnurunan t.ajam di tahon 1998 yaitu 

hanya US$ 13.635,8 (juta), dan kembali berfluktuatif hingga tahun 2004. 

Sejak tahun 2005 angka ini mcningkat terus hingga di tahun 2008 tcrdapal 

rencana invcstasi asing langsung sehesar USS 40.145.8 (juta). 

Gralik 4,1 

Pcrkembnngan Perselujlllln Rencana Pl\>IA (dalarn US$ juta) 

Periode 1967/1968 s.d 31 Dcsember 2007 
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Bila dilihat dari jumlah proyek yang dilakukan yang meliputi proyek 

baru dao proyek alih status, sebagaimana terlihat pada grafik 4.2 terlihat 

bahwa di talmn 1967 terdapat rencana investasi asJng hmgsung sebanyak 13 

proyek. Angka ini terus mening.kat hingga di tahun 1970 terdapat rcncana 

proyek sebanyak 87 proyek. Kcmudi<m rencana proyek investasi asing 

langsung kernbali menurun lerus ilingga tahun 1985, walaupun di tahun 1982 
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agak membaik yaiiu terdapat rcocana sebanyak 82 proyek. Jumlah rencana 

proyek kcmbali meningkat di tahun 1986 hingga tahun 199(). Di tahun 1996 

jumlab rencana proyek investasi asing Jangsung meningkat tajam sehanyak 

970, dan walaupun sempat menurun di tahun 1997 dan tahun 2004, namun 

jumlahnya relatif terus meningkat hingga di tahun 2007 tcrdapat rene-ana 

proyek investasi sebanyak 1.976 proyek. 
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Grafik 4.2 

Perkembangan Pcrsetujuan Rencana Proyek PMA 

Perlode 1967/1968 s.d 31 Desember 2007 
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Sumber: Badan Kordinasl Penanaman Modal (BKPM), d!Qiah kcmbali 

Grafik 4.3 

Nilai lnvestasi Per Negara (dalam US$juta) 

Pel"iode 1 Januari 1990 s.d 31 Desember 2007 
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Nilai lnvestasi 6 Negara Terbcsar Yang Bernsal Dat·i Asia 

(dalam US$ ribu) l'eriode 1 Januari 1990 s.d 31 Dcsember 2007 
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Berdasarkan data BKPM berupa realisasi inveslasi mcourut negara 

untuk periodc 1 Januari 1990 sampai dengau 31 Dcscmhcr 2007, scbagaimana 

terlihat dalam grafik 4.3 dan 4.4, terlihat bahwa negara-negara yang berasa1 

dari Asia menempati urutan pertama dengan jumlah realisasi invcstasi sebesar 

US$ 45.259,935 199. Rcalisasi Jnvcstasi yang !erbesar adalah berasal dari 

negara Jepang dengan jumlah sebesar US$ ribu 19.541.493,47, diikuti dengan 

Siugapura scbcsar US$ ribu I L563-538,53. Ban yak perusahaan Jepang, 

khususnya yang bergerak pada IJidang eJektronika dan industri otomotif 

memindahkan usahanya ke Indonesia dan negar&·negara Asia Tenggara 

1ainnya daJam usahanya untuk meliberalisasik~Ul pasar finansial Jepang dan 

juga untuk mencari biaya produksi yang murab. Korea, Taiwan, Hongkong, 

dan Singapura kemudian masuk ke Indonesia. Khususnya pada industrl 

pakaian jadi yang rnernbutuhkan banyak tenaga kerja (labor intensive). 

Dilihnt dari jenis sektor usahanya (Tabel 4.1) diketahui bahwa nilai 

rencana investasi asing langsung yang tcrbesar adalah scktor industri kimia 

dasar, barang kimia, dan farmasi dengan nilai sebesar US$ ribu 15.361.312,7 

dengan jumlah !zin Usaha Tetap (IUT) sebanyak 566 lUT_ Kemudian diikuti 

dengan sektor industri logam dasar, barang Jogam, mesin dan elek:tronika 
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dengan nilai sebesar US$ ribu 12.999.398,4 dengan JUT sebanyak Ll41 dan 

Pcngangkutan, Guda.ug1 dan Komunikasi dengan nilai jnvcstasi sebesar 

US$ ribu 12.942.322,1 dan jumlah JUT scbanyak 338. 

Tabel4.1 

Realisasi lnvestasi PMA Menurnt Scktor 

1 Januari 1990 s.d 31 Desember 2007 

dari Kulit & 

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal 
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4.2. Gambaran Singl<at Perkcmbangan Kebijakan PaJak Terhadap 

Penanaman Mod~1l Asing Langsung di Indonesia 

4.2.1. Pemberian Inscntif Pajak 

!. Tabun 1967 s.d 1983 

Pada tahun 1967 dikeluarkan Uudang-Undang Nomor I tahun 1967 (UU 

PM.-\ 1967) yang pada dasamya merupakan pengaturao untuk me11arik 

penanaman modal asing dengan diberikannya be,bagai fasihtas atau insentif. 

Pasal 15 yang mengatur mengcnai kelonggaran-kelonggaran perpajakan dan 

pungutan-pungutan lain, secara ringkas mencakup (Brotodiharjo, 1998): 

1, Pembcbasan dad Bea Materai Modal atas modal yang dii'>etorkan di dalam 

PT yang didirikan di dalam nmgka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967. 

2. Pembebasan a tau keringanan dari Be a Masuk dan Pembebasan Pajak 

Penjualan atas barang~barang impor yang mcliputi barangMbarang atau 

mesin~mesin unuk me[engkapi pabrik-pabrik yang didirikan di Indonesia 

scrta yang herupa alat~alat kerja, atau pe.'iawat-pesawat yang diperfukan 

untuk mcnjalankan perusahaan Penanaman Modal asing itu. 

3, Pembebasan Bea Balik Nama atas akta-akta pendaftaran kapal yang 

dilakukan untuk pertama kalinya di Indonesia (yang dilakukan dalam masa 

dua tahun sctclah saat mulainnya perusi!hann itu bcrproduksi) dcngan 

memperhatikan jenis-jenis usahanya. Pembebasan Bea BaJik Nama atas 

kapal ini ditujukan kepada perusahaan~perasahaan Pcnanaman Modal 

Asing yang menyelenggarakan pengangkutan orang maupun barang, tetapi 

juga clitujukan kepada badan-badan Penanaman Modal Asing yang 

membeli kapal-kapal dcngan maksud untuk mengangkut cmde oil atau 

minyak mentab yang diperolch darJ pengeboran-pengeboran yang 

dilakukan off shore, 

4. lnsentif yang diberikan rnelalui Pajak Perseroan (dalam bentuk Tax Holiday 

dan kelonggaran Iain-lainnya): 

a. Tax Holiday ini diberikan kepada badan·badan baru {yang memmam 

modalnya dibidang produksi yang mendapat prioritas dari pemerintah) 

oieh Menreri Keuangan yang mempunyai wewenang untok memberi 

pembebasan Pajak Perseroan untuk jangka waktu dua tahun 1erhitung 

dari saat pcrusahaan itu mulai berproduksL Jangka waktu dua tahun ilu 
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oleh menterl Keuangan dapat diperpanjang da.lam ha[ dipeuulti syarat~ 

syarat tam.bahan sebugai bcrikut : 

L Apabila pcnanaman modal tersebut dapal menambah dan menghemar 

devisa negara secara berarti, maka rliberikan masa bcbas pajak 

tambahan satu tahun; 

2. Apabila penanaman modal terse-but dilakukan di luar Jawa, maka 

diberikun lambahan masa bebas pajak satu tahun Iagi; 

3. Apabila penanaman modal lcrsebuL memerlukan modal yang sangat 

besar karena keperluan membangun prasarana dan/atau menghadapi 

res.iko-re.siko yang lebih besar dari yang scwajarnya, maka diberikan 

tambahan masa bebas pajak satu tahun lagi; 

4. Dalam hal-hal ytmg oleh pcmcrintab diprioritaskan secara khusus, 

maka dibcrikan juga tambahan masa bebas pajak saru tahun lagi; 

schingga dengan dcmikian masa bebas pajak maksimal dapar 

diberikan sampai enam tahun. 

b. Insentif Iainnya yang dimuat dalam Ordonansi Pajak Perseroan 1925 : 

1. Kompensasi kerugian seperli yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) 

Ordommsi Pajak Perseroan 1925; ini berarti bahwa kerugian yang 

dideril.a dalarn salah satu tahun _<;.elelah masa bebas pajak dapat 

dikompensasikan dengan keuntungan-kcunrungan yang dipcroleh 

dalam 4 tahun berikutnya. 

2. Kompensasi kerugian yang diderita seJama 6 tahun pertama sejak 

pondirian (seperti diatur dalam pasal 7 ayat (2) Ordoaansi Pajak 

Perseroan 1925) yang lazimnya dlsebut initial loss, dapat 

dikompensaslkan dengan keunlungan lahun~tahun beriktJtnya tanpa 

ada batas. 

3. Sclanjutnya diberikan kescmpalan untuk mcngadakan accelerated 

depreciation {penyusutan dipcrcepat). Hal ini diatur lebih jauh di 

dal:am pasal 9 Keputusan Penghapusan (KMK Norrtor Kcp-

630iMK/ll/1970). !nsentif ini diberikan dengan maksud agar dalam 

waktu yang relatif singkat uang yang dipcrgunakan untuk membc!i 

rnesin dapat lerkumpui lagi. Jadi, apablla ada mesin yang biasanya 
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dihapuskan dulam jangka waklu 10 rah.un, maka (jika kesempatan 

bcrupa accelerated depreciation ini dipergunakan) mesin tersebul 

dapal dihapuskan dalam jangka waktu 4 tahun. 

4. Seianjutnya dapat pula diberikan investment allowance (perangsang 

penanaman modal). lnve..;:;tment allowance ini baru dimungkinkan dan 

disisipk::ln dalam pasal 4b yang masuk dalam ordooansi melalui 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1970. Unluk merangsang 

penanaman modal baru, bilamana dalam satu tahun dilakukan 

penanaman modal baru dari laba yang diperoleh dalam talmn yang 

1alu (daiam mngka pclaksanaan Undang-Undang Nornor 1 Tahun 

1967 teutang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang Nomor 6 

Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri) maka dari 

jumlah Jaba yang dipero1eh dalam 4 tahun bcrikutnya (sebelum 

dikenakan Pajak Perseman) dipotongkan secara langsung investmeilt 

allowuuce sejumlah 20% dari jumlah pengcluanm yang nyata-nyala 

teJah dilakukan untuk penanaman itu. l)emotongan itu dapat dibagi 

rata dalam 4 talmn berturut-turut (yang berani setiap tahun dapat 

dikuraugkan tambahan jumlah 5%). Apabila penanaman modal modal 

iLu dilakukan dalam masa Tax Holiday, maka pcmotongan investmell! 

allowance itu baru dapat mulai berlaku untuk tahun~tahun sesudah 

masa Tax Holiday berakhir. Dengan diberikannya peraogsang itu, 

maka harlan yang bcrsangkutan dalam waktu singkat memperolch 

kembali sebagian dari modal yang ditanamnya. 

5. lnscntif melalui Pcmbcbasan Pajak Dividen (UU PBDR 1970) yang 

diberikan selama dua tahun (terhitung dari saat mulai berproduksi) 

ata."> bagian Jaba atau dividenyang dibayarkan kcpada para pemegang 

saham sebagai bagian keuntungan (sejatuh dividen tersebut di negara 

asal si pcnerima tidak dikcnakan pajak atas lab a a tau pendapatan) 

Selanjutnya UU PMA 1967 disempurnakan dengan Undang-undang 

Nomor 11 Talmn 1970 (UU PMA 1970), dengan bcberapa perubahan dan 

tambatmn yaitu : 
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1. Perusahaan - perusahaan modal as:ing yang bcrgerak dibidang-bidang 

usaha tcrruaksud dalam pasal 5 diberikan keionggaran-ke!onggaran 

perpajakan scbagai herikul : 

a, Bea Metcrai Modal 

Pcmbebasan Bea Matcrai modal atas penempatan modal yang berasal 

dari penanaman modal asing; 

b. Bca Masuk dan Pajak Pcnjualan 

Pembebasan atau keringanan bea masuk dan pembebasan pajak 

penjualan (impor) pada waktu pcmasukan barang-barang perlengkapan 

tetap ke dalam wilayah Indonesia seperli mesin-mesin, afat-alal kerja 

atau pe."lawat-pesawat yang dipcrlukan untuk menja1ankan pcrusahaan 

ita. 

c. Bca Balik Nama 

Pembebasan Bea Balik Nama atas aktn pendaftaran kapal untuk 

pertama kalinya di Indonesia yang dilakukan dalam masa sarnpai 

dengan 2 (dua) !:ahun sctclah saat mulai berproduksi satu dan lain 

dcngan mempcrhatikan jenis usahanya. 

d. Pajak Perseroan 

a. Kompensasi kerugian scpcrti yang diatur dalam pasal 7 ayat (l) 

Ordonansi Pajak Perscroan 1925; 

b. Kompcosasi kerugian yang diderlta. selama 6 (enam) tahun pcrtama 

sejak pendirian sepcrti yang diatur dalam pasal 7 ayat (2) Ordonansi 

Pajak Perscroan1925; 

c. Pcnghapusan dipercepat seperti yang diatur lcbih jauh sesuai dcngan 

pasal4 (4) Ordonansi Pajak Perseroan 1925; 

d. Perungsang penanaman sepcrti yang diatur dalam pasal 4b 

Ordonansi Pajak Perscroan 1925. 

e. Pajak Dividen 

a. Pembebasan pajak dividen selama 2 (dua) tahun terhhung dari 

saat mulai berproduk.;;J atas bagian laba yang dibayarkao kepada 

para pemegang saham, sejauh dividen tersebut di negara si 

penerima tidak dikenakan pajak alas iaba atau pendapalan 
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b. Jangka waklu 2 (dua) tahun tersebul dapat diperpajang dengan 

tambahan rnasa be bus pajak sebagaimana yang diatur dalam pasal 

16 ayat (2), 

2. Pasat J 6 diubah sclurubnya schingga berbunyi s.cbagai berikut ; 

(1) Kepada badan-badan baru, yang menanam modalnya dibidang 

produksi yang mcndapat prioritas dari Pemerintah, Menteri 

Keuangan berwenang memberikan pembebasan paja.k perseroan 

unluk jangka waktu 2 (dua) tahun (masa bebas pajak) terhitung 

dari saat perusahaan tersebut mulai berproduksi. 

(2) Menteri Keuangan dapat memperpanjang ngk:a waktu masa bebas 

pajak termaksud pada ayat (l) pasal ini dalam hal dipenuhi 

ketcntuan-ketentuan sebagai berikut : 

a. Apabila penanarnan modal tersebut dapat mcnambah dan 

menghemat dcvisa ncgara sccara herarti, diberikan tamhahan 

masa bebas pajak l (satu) tahun; 

b. Apabila penanaman modal Lersebut dilakuakn diluar Jawa, 

diberikan tambahun masa bcb<:~s pajak 1 (satu) tahun; 

c. Apabila penanaman modal tcrscbut memerlukan modal yang 

besar karena keperluan membangun prasamna. dan/atau 

mcnghadapi risiko yang lebih bcsar dati yang sewajuroya, 

diberikao tambahan ma.'\a bebas pajak 1 (satu) tabun; 

d. Dalam hal-hal yang olch Pcmerintah diprioritaskan sccara 

khusus diberikan masa bebas pajak 1 (satu) tahun. 

3. Selain diberikan tambahan kelonggaran-kelonggaran lain kepada suatu 

pcrusahan modal asing yang sangat dipcrlukan bagi pertumbuhan 

ekonomi. 

4. Keringanan-keringanan lainnya disamping insentif-insentif tersebut 

diatas masih diberikan, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang­

undang Nomor 6 Tahun ·1968 tanggal 3 Juli 1968, yakni bahwa modal 

yang dilanam dalam usaha-usaha rebabilitasi, pcmbaharuan, perluasan, 
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dan pembangunan baru di bidang pertanian, perkebunan, kchutanan, 

perikanan pcternakan, pcrtambnngan, perinduslrian, pengangkutan, 

perumahan rakyat, kepariwisataan, prasarana, dan usaha~usaha produktif 

iainnya menurut kctcntuan pcmerintah, oleh inslansi pajak tidak akan 

diusut asal-usulnya dan tldak dikenakan pajak (yang dalam Kepuwsan 

Mentcri Keuangan dlsebut "pemutihan pajak'') 

2. Tahun 1984- 1990 

Pada saat terjadi reformasi perpajakan di lahun 1983, sebagaimana 

ketentuan mengenai Pajak Penghasilan yang diatur dalam Undang-Undung 

Nomor 7 Tahun 1983 tanggai 31 Desember 1983 tentang Pajak Penghasilan 

(UU PPh 1983) yang berlaku sejak I Januari 1984, seluruh kctentuan yang 

berkaitan dengan fasilitas perpajukan berupa pcmbebasan pajak (tax holiday) 

dihapusk:an. Bahkan dalam Undang~Undang ini tidak ada satu pasal pun yang 

mengatur mengenai fasllitas/in;{cntif pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak 

yang melakukan penanaman modal di bidang yang diprioritaskan untuk 

pembangunan ekonomi. 

Berbagai insenlif pajak yang dihapuskan~ an tara lain: (Soemitro, 1993) 

a. Insentif yang diberikan kepada kopcrasi dengan pembcbasan laba 

koperasi dalam jangka waktu scpuluh talmn selelah saal pendiriannya 

dan kcmudian selelab itu koperasi dikenakan dengan Larif yang 

diturunkan 

b. lnsentif yang diberikan kepada para penanam modal asing dan 

penanaman modal dalam negeri, yang berupa tax holiday dan keringanan 

pujak lain seperti accelerated depreciation (penyusutan yang dipercepat), 

investment allowance, kornpcnsasi initial loss/kerugian yang didcrita 

dalam masa bebas pajak dalam jangka wukiu yang tak terbatas, 

pcmbcbasan materai modal atas penyetoran dalam PT, pembebasan Bea 

Masuk dan pcmbebasan Pajak Penjaal.an atas barang impor yang bcrupa 

barang modal, pembebasan Bea Balik Nama atas akta pcndaftarart kapal 

yang digunakan untuk pertama kallnya di Indonesia, pembebasan Pajak 

Dividen alas dividen yang dibagikan kepada para pcmegang saham 
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selama dua tahun terhitung dati saat pcrusahaan mulai berproduksi dan 

scbagainya. 

c. lnsentif yang diberikan kcpada peru::.ahaan yang mcnggunakan jasa 

akuntan publik 

d. Inscntif yang diberikan kcpada perseroan terbatas yang "go public" yang 

menjual saham-sahamnya melalui pasar modal 

e. lnsentif yang diberikan kepada para pembeli saham yang membeH 

saham-saham perusahaan yang "go public" melalui pasar modal 

f. lnscntif yang diberikan kepada para penabung dalam Tabanas, Taska, 

dan Deposito Berjangka, berupa pcmbebasan pajak atas bunga yang 

diterimanya dari tabungan lersebut sampai batas tertentu. (Hal ini telah 

diatur lebih lanjut dengan PP Nornor 37 Tahun 1983 jo Keppres Nomor 

68 Talmn 1983) 

Pengganti inscntif pajak Tax Holtday., yang telah dihapuskan, adaJah : 

1. 5 (lima) tahun kompcnsasi kerugian (forward losses) yang bcrlaku untuk 

investor dalam dan luur negeri. Untuk Indonesia Bagian Timur (IBT) 

fasilitas kompcnsasi kerugian ini jangka waklunya panjang yaitu 8 tahun. 

2. Fasilitas penyusutan dipercepat (ticcclerated depreciation). Sebelum Tax 

Reform 1983, unluk bangunan yang jangka waktu penyusutannya 

berkisar aulara 20~30 tahun wajib pajak dapal memilih penyusutan 

antara 20-30 lahuu. Dengan sendirlnya Wajib Pajak memilih waktu 

lerpendek1 yaitu 20 Lahun. Setelah Refonnasi Perjakan Tahun 1983, ada 

kepastian bahwa untuk penyusutan bangunan ditenlukan 20 tabun. 

Demikian halnya, dengan nilai bangunan, pcnyusotan itu bahkan ada 

yang mencapai 50% dari nilai buku, sehingga dengan begitu tentunya 

beban biaya akan lcbih besar, dan Jaba mengecil, Dengan laba mengecil, 

pajak yal)g dlbayarpun akan lebih kcciL Scdangk:an penyusutan lain-lain 

di1uar bangunan ditentukan dengan pcr.sentasc tetap dari nilai buku 

dengan tarif yang berbeda tergantung darijenisnya. 

3. Wajib Pajak juga diperkenankan mclakukan penghitungan dangan 

menggunakan kurs mata uang Dollar r'\merika~ sehingga memberikan 

kemudahan sekaUgus mem.berlkan keunlungan bagi investor. Dengan 

Universllas lr'\donesia Pengaruh Kebijakan..., Anggrainy, FISIP UI, 2009



88 

menggunakan kurs yang dltentukan sctiap tlga bulan sekali olch Menteri 

Keuangan menurut kurs tcngab Bl, seda diperhitungkan dengan Rupiah 

yang selalu mengalami devaluasi, maka dari sisi pembiayaan operasiooal 

akan dipcroleh angka akhir yang lcbih bcsar bila dibandingkan apabila 

mcnggunakan kurs tanggallransaksi. 

3. Tahun 1991 s.d 2000 

Pada tahun 1991 dilakukan beberapa perubahan terhadap UU PPh 1983, 

karena dengan semakin berkembangnya transaksi ekonom[ tcrnyata banyak 

aturan-aturan yang berkaitan dengan pajak belum tertampung dalam UU PPh 

1983. Pada iahun 1994 pemberlan insentif dltentukan kasus demi kasus. 

Tujuan utamanya adaiah untuk mcningkatkan kondisi pcrckonomian di 

wilayah timur Indonesia. Dengan dikeluarkannya UU Nomor 10 Tahun 1994 

tanggal 9 November 1994 tentang Pajak Pengnasilan (UU PPn !994), terjadi 

perubahan yang mendasar. Beberapa pen1bahan terscbut antara lain adalah 

adanya ketentuan yang mengatur mengcnai penurunan lapisan pcnghasilan 

kena pajak dan Larif pajak, dan pemberian fasilitas perpajakan. Secara prinsip, 

kelentuan mengenai fasililas perpajakan ini lertuang dalam pas.al 31A Undang~ 

undang Nomor 7 Lahun 1983 tentang Pajak Penghasilan scbagaimana tclah 

diuhah tcrakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 yang 

berbunyi: 

Pasal31 A 

Kepada Wajih Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang­

bidang usaha tertenlu dan/atau di dacruh-dacrah tcrtentu dapat diberikan 

fasilitas perpajakan yang diatur dengan Peraturan Pemerinlah. 

Penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa : 

Salah satu pr[nsip yang perlu dipcgang tcguh di dalam Vndang-Undang 

Perpajakan adalah dibcrlakukan dan diterapkan perlakuan yang sama terhadap 

scmua Wajib Pajak atau lerhadap kasusrkasus dalam bidang perpajakan yang 

hakekatnya sama, dengan berpegang pada ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku. Karena itu setiap kernudahan dalam bidang perpajakan jika 

benar~benar diperlukan harus mengacu pada kaedah di alas dan perlu dijaga 
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agar di dalam penerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan 

diberlkannya kemudahan tersebut 

Tujuan dan maksud dibcrikannya kemudahan parla hakekatnya terutama 

umuk berhasilnya sektor-sektor kegiatan ekonomis yang tie.rpriorilas tinggi 

dalam skala nasional, khususnya untuk menggalakkan ekspor. Selain itu 

kemudahan ini dapal pula diberikan untuk mcndorong perkembangan daerah 

terpcndl sepcrti yang banyak terdapat di kawasan timur Indonesia dalam 

rangka pcmerataan pembangumm. Kemudahan yang diberikan terbatas dalam 

hentuk: 

a. pcnyusutan yang lebih dipercepat 

b. Kompensasi kerugian yang lebih lama tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) 

tulmn 

c. Pengurangan Pajak Penghasilan atas dividen sebagairnana dimaksud 

dalam pasal 26 

Ketentuan ini dapat pula digunakan untuk menampung kcmungkinan 

pr:rjanjian dengan ncgara atau negara-negara lajn dalam bidang perdagangan, 

investasi, dan bidang lainnya. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 

1994 tanggall6 November 1994tentang Fasilitas Perpajakan Atas Penanaman 

Modal di Bidang~bidang Usaha Tcrtcntu dan/atau Di Daerah-Daerah Tertcntu. 

sebagai pelaksanaan keLentuan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

l9B3 tcntang Pajak Pcnghasilan sebagaimana telah diubah lerakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, ditentukan fasilitas yang dibcrikan 

untuk usaha tertcntu dan daerah terlentu. 

Dalam pasal 1 Peraturan Pemerinlah tersebut disebutkan batasan tentang 

bidang-bidang usalm tertcntu dan daerah-daerah tertentu. Batasan mcnge~ai 

bidang usaha tertemu adalah bidang-hidang usaha di sektor-sektor kegiatan 

ekonomi yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasiooal khususnya 

dalam rangka peningkatan ekspor, tcrmasuk bidang usaha perkebunan 

tanaman keras dan pcrtambangan yang hatasnya ditetapkan dengan Keputusan 

Presiden. Sedangkan yang dimaksud dcngan daerah-dacrah terrentu adalah 

dacrall tcrpendl yaitu dacrah yang secara ekonomis mcmpunyai potensi yang 

layak dlkembangkan tetapi keadaan prasarana ekonomi pada umumnya kurang 
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memadai dan s:ulit dijangkau oleh transporlasi umum schingga untuk 

rnengubab potensi ckonomi yang tersedia menjadi kekuatan ekonomi yang 

nyata, pcnanam modal menanggung rcsiko yang cukup tinggi dan masa 

pengembalian yang relatif pajak, termasuk daerah perairan laut yang 

mempunyai kcdalaman lebih dari 20 meter yang dasar laulnya memiliki 

cadangan mineraltermasuk gas bumi. 

Maksud pemberian fasilitas Lersebul adalah karena disadari bahwa dalam 

melakukan pembangunan diperlukan peningkatan modal baik yang berasal 

dari dalam negeri maupun berasal dari luar negeri, terufama diarahkan untuk 

dac:rah-daerab yang belum berkembang agar lercapai pemerataao 

pembangunan, 

4. Tahun 2001 s.d 2007 

Pada tabun 2000 dilakukan kembaH penyempurnaan Undang-Undang 

Pajak dalam rangka ck<>tensifikasi dan intensifikasi pcngenaan dan 

pemungutan pajak sekaligus berbagai upaya penjngkatan kcadilan beban pajak, 

penghapusan fasilitas pajak yang tidak memiliki landasan hukurn, yang 

merugikan pcrkembangan perekonomian rakyat, dan menutup loopholes. 

Sesuai dengan prinsip good tax policy, secara normatif tcrhadap kegiatan 

ekonami sistem perpajakan harus bersifal netral tanpa adanya distorsi agar 

terdapat alokasi sumber daya yang optimal sesuai dinamika pasar. Sistem 

pcrpajakan barus dapat diarahkan untuk mcndorang kegiatan dan pcrtumhuhan 

ekonomi nusional dengan cara mendorong investasi terutama dad luar negeri, 

serta mcngamankan penerimaan negara. 

Ketcntuan mengcnai insentif pajak diatur dalam Pasal 31A dan 31B 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tanggal 2 Agustus 2000 tentang 

perubahan Ketiga Alas Undang-Undang Nornor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 

Pcnghasllan (UU PPh 2000). lnsentif/fasilitas tersebut adalah berupa : 

1. Fasilitas penanaman modal (Pasal 31 A UU PPh); yang intlnya 

mcmberikan fasililas: Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di 

bidang~bidang usaha lerlentu dan atau di daerah-daerab tertentu. 

Pcratunm Pelaksanaan dari kctcntuan ini tertuang dalam Peraluran 

pemcrintah Republik Indonesia Nomor 148 tahun 2000 tanggal 23 
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Desember 2000 tcntang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Pemmaman 

Modal dl Bidang-bidung Usaha Terlenlu dan atau di Daerah~daerah 

Tertenlu. Selain ilu untok mengganti Peraturan Pcmerintah nomor 20 

Tahun 2000 tangga1 7 April 2000, pemerintah juga rnenerbitkan PP 

Nomor 147 Hthuu 2000 tanggal 23 Dcscmbcr 2000 tentang pcrubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2000 tcnJang Perlakuan 

Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonorni Terpadu (KAPE:..l'). 

2. Fasilitas rcstruklurisasi utang usaha (pasal 31 B UU PPh); pemturan 

pelaksanaan dari kclentuan ini terdapat dalam PP Nomor 7 Tahuo 2001 

tanggal 14 Februari 2001 tentang pemberian Keringanan Pajak 

Pcnghasilan Kepada \Vajib Pajak Yang Melakukan Restrukturisasi 

Utang Usaha Melalui Lembaga Khusus Yang Dibentuk Pemerintah. 

Fasilitas ini dibcrikan k:epada Wajib Pajak yang melakukan 

restrukturi.;;;a.;;i utang usaha sesuai dengan kebijakan pemerintah dan 

dilakukan melalui Prakarsa Jakarta. Fasilitas ini bersifat terbatas baik 

jangka waktunya (res!rukturisasi tailun 2000 sampai dengau 2002) 

maupun jcnis fasilitasnya, yaitu bempa : 

a. Pembebasan ulang 

b. Pengalihan harta kepada kredilur untuk penyclesaian utang 

c. Perubahan ulang menjadi pcnycrtaan modal 

Peraturan pelaksanaan mengenai pembcdan fasllilas pajak unluk 

penanaman modal pada awalnya diatur daiam Peraturan Pemcrintah Nomor 20 

tahun 2000 lentang Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan 

Ekonomi Terpadu (KAPET) yang ditcrbitkan pada tanggal 7 April 2000. 

Dengan PP ini pcmcrintah mencabut 15 Keputusan Prcsiden (Keppres) yang 

intinya memberikau pembebasan dan kcri11ganan sejumlah pajak tak langsung 

terhadap para pengusaha di KAPET. 

Pencabulan sejumlah fasilitas pajak tersebul berkaitan dengan 

perminlaan Dana Monclcr lnlernasional (IMF) dalam Letrer of Intent (Lol) 

untuk menghapuskan sejumiah fasilitas pajak yang tid<:~k mendistorsi ckonorlli. 

Meskipun sejumlah fasilitas dicabut, para pengusaha tetap cliberikan piiihan, 

Universilas Indonesia Pengaruh Kebijakan..., Anggrainy, FISIP UI, 2009



92 

dlantaranya pilihan untuk menerapknn penyusulan atau amortlsasi yang 

dipercepat, kompensasi kcrugian fiskal mulai tahun pajak bcrikutnya sclama 

l 0 tabun dan PPh atas dividen sebcsar 10 persen, yang sebelumnya 50 persen. 

Berdasarkan Pasal 2 PP lersebut, pemerintah juga tidak akan 

lhcngcnakan Pajak Pertambahan Nilai barang dan Jasa (PPN) s:erta Pajak 

Pcnjualan atas Barang Mewah (PPn BM) lerhadap impor barang modal atau 

peralaran lain, dan juga terhadap impor barang dan bahan yang diolah 

pengusaha di Kuwasan Berikat (PDKB). Selanjutnya, terhadap pemasukan 

Barang Kena Pajak dari Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPJL), 

pengiriman barang basil produksi dari PDKB ke PDKB lainnya, pengeluaran 

barang atau vahan dad PDKB, penyerahan kembali Barang Kena Pajak basil 

pckerjaan subkontrak dan peminjaman mesina tau peralatan pabrik unluk 

subkontrak1 pemerintah juga tidak memungut PPn BM-nya. 

Pada tangga.l 23 Desember 2000 pcmcrintah menerbitkan PP Nomor 147 

Tahun 2000 tentang peruhahan Alas Peraturan Pemerintah Nomor 20 TallUn 

2000 tentang Perlak.uan Pcrpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi 

Terpadu (KAPET). Hal ini disebabkan kareoa salah satu ketentuan yang 

diubah dalam UU nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan ketiga atas 

Undang·Undang Nomor 7 Tahun 1983 ten!ang Pajak Penghasilan adaluh Pusal 

31A yaitu menambah fasiJitas Pajak Pcnghasilan yang diberlkan kcpada Wajib 

Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang terlentu dan atau di 

daerah-tlacrah tertentu. FasiHtas tersebut berupa pengurangan pcnghasilan neto 

paling tinggi 30% (tiga puluh perscn) dari investasi yang dilakukan di 

Indonesia (investment allowance). 

Dcngan pcrubahan pasal 31A tersebut, maka fasilitas Pajak pc:nghasilan 

dimaksud selengkapnya menjadi sebagai berikut : 

a. Pengurangan penghasilan octo sebcsar 30% (tiga puluh persen) dari 

jumlah penanaman modal yang diJakukan; 

b. Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat; 

c. Kompensasi kerugian yang lebih lama lelapi tidak lebih dari lO(sepuiuh) 

tahun; 
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d. Pcngcnaan Pajak Penghasilan Pasal 26 alas dividen sebesar iO% 

(sepuluh pcrsen), kecuali tari[ berdasarkan PerseLujuan penghind:mm 

berganda yang berlaku !chill rcndah. 

Berdasarkan Peraturan Pcmcr!ntah Nomor 20 Tahun 2000~ fas!Htas 

Pajak Penghasilan yang diberikan kepada pengusaha yang meJakukan kegiatan 

usaha di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) masih 

mengacu pada ketentuan Pasal31A yang betum diubah yang hanya mencakup 

fasilitas perpajakan scbagaimana dimaksud dalam pasall humf b, huruf c, dan 

huruf d. Sesuai dengan perubahan ketentuan Pasal 31 UU Nomor 17 Tahun 

2000 tersebut, maka pemberian fasilitas Pajak Penghasilan dalam Pcraturan 

Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 periu disesuaikan kembali. Ha) inilah yang 

mclatarbelakangi dike1uarkannya PP Nomor 147 Tatum 2000. Sedangkan 

rnengcnai pcmbebasan Pajak Pertambahan Ni1ai Barang dan Jasa (PPN) serta 

Pajak Penjualan atas Barang Mcwah (PPnBM) terhadap impor barang modal 

tidak diatur lagi daiam PP ini. 

Sebagai peraturan pelaksanaan dari PP nomor 147 tahun 2000, 

pemerintah meogeluurkan Kepulusan Direktur Jenderal Nomor 229/PJ./2001. 

Dalam kcputusan ini, perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di KAPET 

namun tidak berdomisili di KAPET hanya akan mendapal fasilitas berupa 

pengumngan penghasilan octo mahimal 30% (tiga puluh persen) dari jumlab 

penanaman modal yang dilakukan; dan/alau pcnyusutan dan amortisasi yang 

dipercepat. 

Pada !anggaJ 23 Desember 2000 pemerinrah juga mengeluarkan PP 

Nomor 148 Tahun 2000 tentang Fas.ilitas Pajak Penghasilan untuk Perumaman 

Modal di Bidang-bldang Usaha tertcotu dan atau di Daerah-daerah Terlentu. 

Dalarn PP Nomor 148 Tahuu 2000 ini ditegaskan bahwa Wujib Pajak Badan 

dalam negeri berbentuk Perseroan Terbatas baik PMA maupun PMDN yang 

mclakukan pcnan~man modal barn atau perluasan di bidang-bidang usaha 

tertentu dan atau di daerab~daerah terlcntu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

2 dapat diberikan fasilitas Pajak Pcnghasilan. Fasilitas Pajak Penghasilan yang 

dimaksud adalab : 
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a. Pengunmgan pengha.-;ilan neto sebesar 30% (tiga puluh perseo) dari 

jumlah pcnanaman modal yang dilakukan; 

t>. Penyusutan dan amortisasi dipcrcepal 

c. Kompensasi kcrugian yang lebih lama tetapi tidak Ic.bih dari 10 (scpuluh) 

tahun; 

d. Pcngenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada 

Subjek Pajak Luar Negeri sebesar 10 (scpuluh) persen, atau larif yang 

lebih rendah mcnurut Persetujuan Pengbindaran Pajak Bergauda yang 

berlaku. 

Tujuan dari dikeluarkannya peraturan ini adalah untuk memberikan 

insentif pajak kepada industri~industri di kawasan lertentu agar dapa! bersaing 

dcngan industri fainnya di kawasan l.ain mcngingal kemungkinan kawasan ini 

adalah daerah terpencil yang minim akan infrastruktur, jauh dafi sarana dan 

prasaran penunjang, serta sulir dijangkau lransporta."li umum sehingga perlu 

dibcrikan insentif pajak kepada penanam modla baru yang akan menanamkan 

modalnya di daerah ini sehagai daya Tarik invcslasi. Dengan PP ini Wajib 

Pajak yang tdah mempcroleh fasilitas pajak atas kegiatan usaha di Kawasan 

Pcngembangan Ekonorui Terpadu (10\PET) berda..o;;arkan PP Nomor 20 tahun 

2000 sebagaimana diubah dalam PP Nomor 147 Tahun 2000 tidak lagi 

mendapatkan fasilitas pajak tersebuL 

Sclanjutnya pemerintah juga mengeluarkan Kepulusan Menteri 

Keuangan Nomor 57l/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Tala 

Cura PemlJerian Fasilitas Pajak Penghasilan Kepada \Vajib Pajak y<~ng 

Mclakukan Pcnanaman Modal di Bidang-bidaug Usaha Tertentu dan atau di 

Daerah-daerah Tcrtentu. Dalam KMK ini tidak disebutkan kriteria bidang 

usaha maupun daerah yang mendapat fasilitas pajak tersebut. Pasal2 KMK No. 

571/KMK.04/2000 hanya menyebutkan : 

1. Unluk memperoleh fasililas P.ajak Pcnghasilan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1, Wajib Pajak wajib mengajukan pennohonan kepada 

Mentcri Keuangan 

2. Pcrmohonan sebagaimana dimaksud dalam ayal (1) wajib diiampiri 

dengan Sural Persetujuan Penanaman Moda[ yang dikcluarkan oleh 
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tembaga pemerinlah yang berwenang mernberikan izin penanaman 

modaL 

3. Dalarn hal permohomm sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

dikabulkan. Menleri Keuangan menerbitkan keputusan pembcrian 

fasititas Pajak Penghasllan. 

Peraturan pelaksanaan ini kemudian terakhlr ditiudaklanjuli dengan 

ditcrbitkarmya lnstruksi Presiden No. 3 tahun 2006 tanggal 27 Februari 2006 

tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi. Dalam Instruksi Presiden 

(lnpres) ini Prcsiden menginstroksikan kepada para mentcri dan pejabat 

pemerintahan yang terkai! untuk rnengambil langkiih-hmgkah yang clipcrlukan 

sesuai tugas, fung.-;i, dan kcwemmgan masing-masiug dalam rangka 

mempcrbaiki iklim jovestasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

Indonesia. 

5. Tahun 2007 s.d sekarang 

Paket yang Lercantum di dalam Peratunm Pemerintab (PP) Nomor 1 

Tahun 2007 .sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pcraturan Pemerintah 

Nomor 62 Tahun 2008 ini, ditawarkan kepada badan hukum yang berbentuk 

perseroan terbatas alau kopemsi. Penjelasan PP ini menyatakan bahwa paket 

in..";entif pajak yang ada dakun PP ini perlu untuk meningkalkan pertumbuhan 

ekonomi dan untuk pernerataan pembangunnn. Se!ain itu PP ini juga ditujukan 

unluk meningkatkan lnvestasi baik asing maupun do\ncstlk di dacrah~daerah 

tcrtentu atau bldang-bidang m'>alm tertcntu. 

Untuk btsa mcmperoleh insentif pajak, investasi harus dilaksanakan tli 

bidang-bidang usaha lerlentu sebagaimana tercantum di dalarn Lampiran 1 PP 

itu (Pasal 2 ayat (1) huruf a) atau di daerab-dacntb terlentu scbagaimana 

ditcntukan dalam Lampiran 2 (Pasal 2 ayat (!) huruf b). Insentif yang 

ditawarkan antara lain mctiputi : 

L Pengurangan jumJah penghasilan kena pajak sampai 30% dari nilai 

investasi sclama cnam tabun, Jadi setiap tahunnya diberikan 5% 

pengurangan penghasilan kena pajak (Pasal 2 ayat (2) huruf a). 

tnvcstaslnya sendiri bisa invc.<;ta..~i baru atau penambahan atas invcstasi 

yang sudah ada. 

Universi!as lndonesia Pengaruh Kebijakan..., Anggrainy, FISIP UI, 2009



96 

2. Pcnyusutan dipercepat (Pasal 2 ayal (2) huruf b) 

3. Tarif withholding dikurangi mcnjadi 10% dari tarif normal 20% untuk 

dividcn yang dibayarkan kepada pemegang saham di luar ncgeri. 

4. Apabila antara Indonesia dengan negara asal pemegang saham terdapat 

ada P3B, maka yang bcrlaku adalah larif P3B, yang biasanya lebih 

rendah (Pasal2 ayat (2) huruf c) 

5. Akumulasi rugi pajak sclama lcbih dari lima tahun namun tidak lebih 

dari sepuluh tahun (Pasal2 ayat (2) huruf d) 

Lampiran 1 PP Nomor 1 Tahun 2007 menyatakan bahwa bidang usaha 

yang bisa mcmperoleh insentif pajak antara lain adalah industri makanan, 

bahan kimia, [ekstil, mesin, elektronik, baja, dan industri lain yang berkaitan 

dengan logam. Kemudian di Lampiran 2 dicantumkan bebcrapa bidang usaha 

di daerah tcrtcntu (misalnya Indonesia Timur dan daerah luar Jawa lainnya) 

yang bisa menikmati fasilitas insentif pajak. lni mcncakup antara lain industri 

pcngolahan makanan, perikanan, semen, pertanian, dan industri kemasan. 

Ketentuan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

16/PMK.03/2007. 

4.2.2. Perkembangan Tarif Pajak 

1. Pajak Penghasilan 

l. Tahun 1967 s.d 1983 

Dari tahun 1968 hingga 1983, sistem perpajakan masih menggunakan 

sistem semiself assessmelll dan withholdillg dengan tata cara yang disebut 

MPS dan MPO. Pajak alas penghasilan, baik unluk badan maupun 

perseorangan harus dilunasi selama tahun berjalan melalui MPS (menghitung 

dan membayar pajak sendiri) dan MPO (memungul pajak orang lain). MPS 

dan MPO adalah pungutan pendahuluan selama tahun berjalan yang 

diperhitungkan dengan jumlah pajak terhulang untuk seluruh tahun pajak. 

Artinya tarif MPS dan MPO ditetapkan sedemikian rupa, schingga jumlah 

scmua pembayaran sedekal mungkin dengan jumlah pajak terhutang untuk 

seluruh tahun. Apabila memungkinkan, pelunasan pajak sclama tahun berjalan 

itu hanya melalui MPO saja. 
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Dalam sistem MPS Wajib Pajak melunasi pajaknya selama talmo 

berjalan dengan cara menghitung sendiri pajak terhutang untuk masa tertentu 

dan mciunasinya ke kas negara, Dasar pengenaan MPS adalah penjualan bruto 

atau penerimaan brulo at au jumlah lain yang ditetapkan oleh Direklur Jemleral 

Pajak. Tarif umum MPS bcsarnya adaJah J %. Di sam ping tarif umum, ad<; 

tarif MPS lainnya, terganlung pada jeois usaha Wajib Pajak. 

Perusahaan-perusahaan dan kantor-kantor pemerintah tertentu ditunjuk 

scbagai wajib pungut MPO atas semua transaksi yang dilakukannya, dengan 

besarnya tarif 2%. 

Dalam tabun 1959 metode witirholdiug ditcrapkan atas devidcn. 

Kemudian pada lahun 1970 pengenaan pajak dividen dipcrluas meliputi juga 

pajak atas bunga dan royalti (PBDR). PBDR tersebul unluk Wajib Pajak 

dalam negcri tcrmasuk pula pungutan pendahuluan alas pajak pendapatan a tau 

perseroan dalam tahun pembayaran atau dalam tahun dimana bunga, dividen 

dan royalti digabungkan dengan pcnghnsilan lainnya. PBDR yang dikcnakan 

atas pcmbayaran bu11ga, dividen dao royalti ke lu~r negeri adalah final, scbab 

penerimaan bunga, dividen dan royalti tersebut tidak lagi dikenakan pajak 

pendapatan alau pajak pcr.lcman. 

Pcrubahan yang pentlng lainnya ada1ah pcrubahan tarif yang ditujukan 

umuk tujuan lain dHuar sasaran penerimaan pajak, terutama perubahan tarif 

pajak pe~eman yang mcngakibatkan struktur tarifnya menjadi kompleks. 

Struktur tarif memiliki keragaman, tidak tergantung pada apakab laporan 

diaudil oleh akuntan publik atau tidak; berapa persen saham yang dijual 

melaiui pasar modal; apakah laba berasal dari likuidasi atau bera.sal dari 

penilaian kcmbali aktiva. (Mansury, R,1994) 

Pajak Penghasihm 1944 akhimya menjadi pajak schedular, yaitu untuk 

jenis pendapatan tcrtenlu dikenakan pajak dengan tarif tertcntu, herbeda 

dengan jenis penghasilan lain yang dikenakan larif tertcntu yang lain pula. 

Sewa kontrak rumah dan honorarium dikenakan tarif tO%. Pendapatan lain 

seperli gaji pegawai negeri, kenajkan nilai saham akibat reva!uasi, capital 

gains jangka panjang, menang undlan, djviden dari PMA dan PMDN serta 

perusahaan ·perusah{l.an go public dikecualikan dari pengenaan p<:~jak. Gaji dan 
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upab dalam bentuk nalura tidak dikeuakan pajak sesu:u dengan nilai 

sesungguhnya. 

2. Rcformasi Perpajakan Talmn 1983 

Dalam Reformasi Perpajakan Tahun l983 terjadi penyederhanaan 

.struktur pajak dan penurunan tarif ditujukan unluk mcningkutkan kepatuban 

Wajib Pajak dan mempcrmudah pelaksanaan pemungutan pajak. Pemerataan 

beban pajak dicapai rnelalui dua wabana yaitu broad-based t(l)[ation dan tarif 

pajak yang progresif. Broad-based taxation atau pemajakan dengan objek 

pajak yang luas dimakstldkan agar setiap tambahan kemampuan ekonomis, 

tanpa memperbatikan dari mana sumbcr pcnghasi\an ilu didapat, asalk:an dapat 

dipakai untuk membeH barang dan jasa guna memenuhi keperluan Wajib 

Pajak dan kcluarganya, harus dikenakan pajak. Keadilan yang dituju dengan 

pemajakan demikian disebut juga sebagai keadilan hnrisontal. 

Penerapan tarif pajak progrc!)if yang diterapkan atas penghasilan kena 

pajak1 adaJah sebagai berikut : 

Lapisan Penghasilan Kcna Pajak 

sampai dengan Rp 10 juta 

di alas Rp 10 s.d 50 juta 

di atas Rp 50 juta 

Tarif Pajak 

15% 

25% 

35% 

Ada tiga pertimbangan ularna dibuatnya tarif yang progresif, yaitu 

(Mansury, R,1994). Pertama, mcmperhatikan bahwa dengan pernbaharuan 

perpajakao 1984, masa bebas pajak dan fasilitas perpajakan Iainnya 

dihapuskan, sehlngga per1u ada pcnggantinya, untuk membuat Indonesia tetap 

memiliki daya tarik bagi investasi asing. hulah sebabnya tarif maksirnal 

diturunkan mcnja.di 35%. 

Kedua untuk mempcm1Udah pelaksanaan pungulan pajak. Semakin 

tinggi larif pajak, semakin bcsur dorongan untuk megbindari dan 

menyelundupkan pajak'. Apa gunanya progresifitas ting._~, tetapi hanya secma 

nominal, sedangkan pajak yang sebenarnya dibayar relatif kccil dibanrlingkan 

objek pajak yang dinikmat~-
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Kctiga kesepakatan para ahU adalah semakin linggi penghasilan 

seseorang seyogyanya tarif pajaknya semakin tinggi, telapJ tidak ada 

kesepakalan, bahwa semakin tinggi tarif yang dikenakan atas Wajib Pajak 

berpcughasilan tinggi akan sernakln menciptakan rasa keadilan, juga tidak ada 

kesepakatan tentang berapa tingginya tarif maksimal. 

Daiam UU PPh 1984 juga terdapat penegasan mengenai hal-hal yang 

sebelumnya kurang jelas, seperti pengertian tentang bentuk usaha tetap, kapan 

seorang Wajib Pajak dianggap sebagai Wajib Pajak dalam negeri dibcrik 

kepaslian oleh undnngwundang, apa yang dianggap sebagi penghasilan yang 

bersumber dari Indonesia dan olch karena itu apabila dinikmati oleh orang di 

luar Indonesia telap dikenakan pajak di Indonesia. Dcngan dcmikian pcluang 

terjadinya penghindaran atau pcnyelundupan oleh Wajib Pajak scrtu 

pcnyalahgunaan wewenang oleh petugas juga dicoba dkegah olch UU PPh 

[984, 

Pajak Penghasilan (PPh) 1984 merupakan global taxation yaitu scmua 

pengbasilan dari somber apa pun juga. baik yang bersumher di Indonesia 

maupun dnri sumber-sumber di luar negeri, dijumlahkan seluruhnya dan atas 

selmuh penghasilan kena pajak tersebut diterapkan struktur tarif yang bcr!aku 

atas scmua \Vnjib Pajak. 

3. Tahun l995 s.d 2000 

Bcrdasarkan Pasa117 tarif pajak yang diterapkan alas Penghasilan Kena 

Pajak hagi Wajib Pajak daJam ncgeri dan Benluk Usaha Tctap adalah scbagai 

!Jerikut: 

Lapi!<an Penghasilan Kena Pajak 

sampai dengan Rp 25 juta 
di alas Rp 25 jula 
di atas Rp 50 juta 

4. Tahun 2001 s.d 2007 

Tarif Pajak 

10% 
15% 
30% 

Berdasarkan Pasal 17 tarif pajak yang diterapkan at(I:S Penghasilan Kena 

Pajak bagi Wajib Pajak dalam ncgcri dan Bentuk Usaha Tetap adalah sebagai 

berikut: 
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Lapisan Pcnghasilan Kena Pajak 

sampai dcngan Rp 50 juta 

di atus Rp 50 juta s.d 100 jula 
ui atas Rp 100 jut a 

5. Taltun 2008 s.d sekamng 

Tarif Pajak 

10% 
15% 
30% 

[()() 

Tarif yang bcrlaku bagl Wajib Paj-ak barlan dalam negcri dan bcntuk 

usaha tetap adalah tarif proporsfonai sebe.sar 28% (dua pulub del:apan 

pcrsen). Tarif tersebut aknn menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang 

mulai berlaku scjak tahun pajak 2010. Untuk Wajib Pajak badan dalam 

negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikil 40% (empat 

puluh persen) dari jumlah keseluruhau saham yang disetor diperdagangkan 

di bursa cfek di Indonesia dan memenuhi persyaratan lerlentu lainnya dapat 

memperolch tarif sebesar 5% (lima pcrsen) lebih rendah daripada t~trif 

yang berlaku umum. 

2. Pa.jak Pertambahan Nilai 

l. Tahun 1967 s.d 1983 

Schagai penggantl Pajak Pereda ran yang bcrsifat kumulatif dibcr!akukan 

Pajak Pcnjualan yang dipungut berdasarkan Undang-unduog Darurat Nomor 

19 Tahun 1951 yang mulai berlaku tanggal I Oktobcr 1951, yang kemudian 

ditingkatkan menjadi Undang-undang, oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 

1953. Undang-undang ini Icbih populer discbut sebagai Undang-undang Pajak 

Peojualan 195L DHinjau dari tingkat pemungutannya, merupakan single ,.,·tage 

tax pada tingkat pabrikan sebingga dapal juga dinamakan a manufacturer's 

sales tax. ini dimaksudkan untuk menggantikan Pajak Percdaran yang bersifat 

kunru1alif, dan dalam Pasal 31 UU No. 19 Daru(at tabun 1951 tersebut dibuka 

kcrnungkinan untuk memperolch kembali Pajak Penjualan yang dibayar pada 

saat pembelian baban men tab, bahan pembantu, bahan bakar, alat pembungkus 

yang digunak:an dntam proses produksl Ketentuan ini kemudian dicabut 

dengan Undang~undang Nomor 20 Prp Tahun 1959, sehingga dalam 

pelu!..-sanaannya Pajak Penjualan juga bersifat kumulalif, sepcrri Pajak 

Peredanm yang digantikannya_ 
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2. Tahun 1984 s.d sekarang 

Untuk mengantisipasi sifat kumulatifpelaksanaan UU PPn 1951 tersebut 

dan bersamaan dengan program reformasi sistem perpajakan 1983, Undang· 

undang Pajak Penjualan 1951 diganti dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 

1983 (UU PPN 1984). Pajak ini termasuk ke dalam kelompokNo11 Cumulative 

Multi Sales Tax. Undang-undang yang baru ini secara efektif berlaku scjak 

tanggal 1 April 1985. Sifat non kumulatif dari Pajak Pertambahan Nilai 

terletak pada mekanisme pemungutannya yang dikenakan pada Nilai Tambah 

(Added Value) dari Barang Kcna Pajak dan Jasa Kcna Pajak. 

Pada tahun 1994 kemudian terdapat penyempurnaan atas UU PPN 1984 

dcngan diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994, dan 

kemudian disempurnakan kern bali dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 

2000. Scjak Reformasi 1984 s.d sekarang tidak terdapat perubahan pada 

mekanismc pemungutan dan tarif yang dikenakannya yaitu tarif proporsional 

sebesar 10%. 

4.2.3. Perkembangan Tax Effort 

Berdasarkan data Tax Effort di atas terlihat bahwa trend persentase Tax Effort 

adalah meningkat, dan sejak talllln 2003 s.d 2007 angka persentase adalah rata -- rata 

sekitar 12%- 12.5%. 

Gratik4.5 

Perkembangan Tax /!.}fort Periode Talmn 1967 s.d 2007 

14% 
~----------------~----~--~--, 

12% 

10% 

8% 

6% 

4% 

2% 

Sumber: BPS dan Nota Keuangan 1967/1970 s.d 2009 Dcparlcmen Keuangan, diolah kcmbali 
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4.3. Perkembangan GOP dan GDP per kapila di lndonesia 

Trend perkembangan GDP riil Indonesia dari tahun ke tahun terlihat 

sclalu mengalami peningkatan (Grafik 4.5). Perkernbangan GDP riil dBpat 

dilihat dari pertumbuhannya dari tahun ke tahun. Meskipun laju pcrtumbuhan 

ckonomi yang diukur dengan melihat kenaikan GDP dari lahun ke tahun 

bukan mcrupakao satu-satunya alat ukur keberhasiJan pcmbangunan ekonomi 

di suatu negara, namun banyak ekonom sepakat bahwa laju pertumbuhan 

ckouomi merupakan indikator pcnting untuk mengukur perkembangan 

produksi suatu negara dcngan berbagai implikasinya. 

Data GDP per capita yung diperulch dar! Badan Pusal Statistik 

menggunakan data penduduk pertengahan tahun. Terlihat dalam grafik 4.6 

bahwa trend GDP per capita juga meningkat> kccuali di tahun 1998 kelika 

terjadi reformusi po!ilik. 

4.500.000 l 
4.000.000 j 
3.500.000 

3.000.000 

>.500.000 ~ 
1.000.000 

1.500JJ00 • 

Grntik4.6 

Perkembangan GDP Nominal dan .lliil 

Periude Tahun 1967 s.d 2007 

1.000.000 i .. ""'_ .... _ ............ -~ 
500.000 l 

0 

1967 197Z 1977 1982 1987 1992. 1997 2002 2007 

-GOP nominal _.._ GDPRHl 

Sum her; Badan Pusn1 Stalistik, diolah kcmbali 
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Graflk 4.7 

Perkembangan GDP Per Kapita Riil 

Periode Tahun 1967 s.d 2007 
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Indikator yang digunakan sebagai proksi dari variabel infrastruklur 

adalnh jlJmlah panjang jalan. Jahm merupakan prasarana pengangkutQ.n darat 

yang pcuting untuk memperlancar kegiatan pcrckonomian. Dengan makin 

meningkatnya usaha pembangunan maka akan menuntut peningkalan 

pcmbangunan jalan untuk memudahkao mobilitus penduduk dan 

memperlancar lalu linlas barang da.ri salu daerah ke daerah lain (BPS, 1994) 

Sislem jalan yang baik membcrikan keunggulan bagi sebuah negara 

untuk bersaing secara khnpetirif dalam memasarkan hasil produknya~ 

mengcmbangkan industri, mendistribusikan popula;:;i serta meningkatkan 

pendpatan. Sebalilmya, prasarana jalan yang minim dan buruknya kondisi 

mcnjadi bambatan dalam mengembangkan pcrckonomia. Keierbatasan 

jarlngan jaJan dapal mcnghambat pertumbuhan suatu wilayah schingga 

aktivitas perekonomian dapat terganggu yang akhimya menyebabkan 

berlambahnya harga suatu barang. 

Daerah dengan standar kehidupan yang rcndah umumnya mempunyai 

keterbatasan daJam hal akses ke daernh lain, ke fasilitas-fasilitas. penrlidikan, 
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kesehatan, administrasi. Jadi kelersediaan prasarna jalan harus mampu 

melayani tuntutan pembangunan seiring dengan semakin membesarnya kota, 

peningkatanjumlah penduduk, berkembangnya industri dan perdagangan. 

Grafik 4.8 

Perkembangan Panjang Jalan 

Pcl"iode Talmo 1967 s.d 2007 
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Sumber :Badan Kordinasi Pcnanaman Modal (BKPM), diolah kcmbali 

Data yang dipcroleh clari Badan Pusat Statistik adalah terinci jalan yang 

diaspal dan tidak diaspal, namun data yang digunakan dalam penelitian adalah 

total jumlah jalan yang diaspal dan tidak diaspal. Pada grafik di alas terlihat 

bahwa trend perkembangan panjang jalan di seluruh wilayah Indonesia selama 

kurun waktu 1967-2007 adalah mengalami peningkatan. Pada data tersbeul 

tcrlihat bahwa lerjadi penurunan di tahun 1968 dan tahun 1995. Hal ini terjadi 

mungkin dikarenakan pada saat dilakukan survei, terdapat kondisi jalan yang 

scdang dilulup unluk keperluan lain misalnya pembangunan rumah-rumah 

penduduk, pabrik-pabrik, araupun penutupan jalan karena memang tidak layak 

dilewati. 
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4.5. Pct·kembangan Angkatan Kerja di Indonesia 

Berdasark:m data dari Badan Pusat StaListik disebulkan bahwa menu rut 

konsep Labour Force Approach, penduduk dibagi dalam beberapa kelompok. 

Kelompok-kdompok tersebut dapa! digamharkan sebagai berikut : 

Bekerja 

Sedang Bekerja 

Gambar4.1 

Pen1bagian Pe.nduduk 

PENDUDUK 

Bukan Usla 
Usia Kerja 

Kerja 

Angkatan Kerja 

Mencari 
Pekerjaan 

Sementara 
Tidak Bekerja 

Sumber: Badan Pusat Statistik 

Sukan Angkatan 
Kerja 

Sekolah 
Mengurus 

Rumah T angga 

lalnnya 

Balasan (definisi) dan ketenagakerjaan yang berkaitan dcngun konsep 

tersebut o1ch Badan Pusal Statistik telah dibakukan sejak tahun 1976 (Proycksi 

Angkalan Kerja lndonesia 1998-2005, Badan Pusat Statislik,). Definisi yang 

dimaksudkan adalah sebagai berikul : 

1. Penduduk 

Adalah semua orang yang berdomisili di wilayah gcografis Republik 

Indonesia selama enam bulan alau lebih dan a tau mereka yang berdomisili 

kurang dari enarn bulan tetapi bertujuan untuk mcnctap. 
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2. Angkatan Kerja 

Ada!ah penduduk usia kerja (berumur 15 tahun dan lebih) yang bc:kcrja 

atau mempunyai pekerjaan tetapi scmentaro tidak bckerja dan atau 

penduduk yang mencari pekerjaan. 

3. Bekerja 

Adalah penduduk yang mclakukan suatu pekerjaan dcngan maksud 

memperoleb atau membantu memperolch pendapatan/keunlungan dan 

lamanya bekerja pallng sedikit satu jam secara terus menerus daiam 

seminggu sebelum pencacahan. Termasuk dalam hal ini pckcrja kcluarga 

tunpa upah yang membanlu suaLu usaha, dan mereka yang puoya 

pekerjaan, tetapi sementara tidak l:mkcrja. 

4. Punya pekerjaan tetapi semen tara lidak bekerja 

Adalah penduduk yang mempunyai tetapi selama seminggu yang lalu 

tidak bekerja karena berbagai sebab seperti : sakit, cllli, mogok, 

rnenunggu basil pancnan, termasuk mereka yang sudah diterima OOkcrja 

letapi selanm seminggu yang Jalu beium mulai bekerja. 

5. Mencarl Pekerjaan (menganggur) 

Adalah mereka yang belum pemuh bekcrja dan scdang mcncarJ pekerjaan. 

Usalta mencari pckcrjaan ini Hdak terbatas pada seminggu sehelum 

pencacahau, tetapi tcrmasuk mereka yang menc:ui pekerjaan sebelumnya 

dan sclama seminggu yang Jalu masib menglmrnpkan mcndupatkan 

pekerjaan. 

6. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 

Adalah rasio anlara penduduk yang termasuk· angkatan kcrja (bekerja + 

menca.ri pekerjaan) dengan total penduduk usia kcrja. 

7. Bukan Angkalan Kerja 

Adalah penduduk usia kerja (berumur 15 tahun dan lebih) yang tidak 

bekerja, dan tidak mcncari pckerjaan. 
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Berdasarkan pembahasan pada bab tcrdahulu maka pada Bab IV ini akan 

dihahas basil estimasi mengenai faktor-faktor yang mempcngaruhi inves[asi 

asing langsung di Indonesia sc1ama tahun 1967 sampai dengan 2007. Analisis 

yang digunakan adalah regresi majemuk OLS (Ordina1y Least Square). 

Mctodc tcrscbu! digunakan untuk mencapai penyimpangan atau error yang 

minimum dcngan metode kuadrat terkecit Dengan demikian, untuk 

mcngcstimasi koefisien-koefisien regresi digunakan niiai penduga (estimator) 

sedemiklan sehingga fungsi regresi yang terestimasi dekat sekali dengan 

rnodci regrcsi yang sesungguhnya. E.o;limator-estimator terscbut memiliki sifat­

sifut ; (Sarwoko, 2005) 

L Hanya mengekspresikan nilai-nilai yang dapa1 diamat! (yaitu X dan Y) 

sehingga mudah dihitung 

2, Merupakan e.-;timator-estimator titik, seblngga liap estimi!:tOr hanya 

membcrikan satu nilai tunggal pada parameter populasi yang reievan. 

3. Jika estimator diperoleh dari data sarnpel, maka dapat ditcntukan suatu 

garis regrcsi sampcl terse but 

4. Nilai rata-rata residual adalah nol. 
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5. Nilai residu tidak bcrkorelasi dengan nilai esLimasi atau prcdiksl variable 

terikaL 

6. Nilai residu tidak berkorelasi dengan nilai~nilal variable be bas. 

Model pcnclitian yang digunakan dalam penelitian irti adalalt modei 

regresi tinier majemuk karena tcrdiri dari beberapa variabel bebas, dan 

ditransfonnasi menjadi model regresi log linear. Model log linear ioi 

merupakan :-miah satu tipe modal yang variabelnya tidak linear) tetapi 

parametemya masJh tetap linear. Hal ini dilakukan untuk menghindari 

kesalahan dalam analisis kanma pada kenyatannya tidak semua sebaran data 

mempunyai bentuk yang linear (Nachrowi, Nachrowi D., Usrnan, Hardius1 

2006). Dalam penelilian ini, perhitungan regresi eslimasi dibantu dengan 

program softwme Evicws 3.1) dengan tujuan unluk memudahkan analisis basil 

pcnelilian. 

4.6.1.Hasil Regresi Estimasi 

Berdasarkan basil regresi OL.') terhadap model yang dieslimasi diperoleh 

persamaan sebagai herikut : 

Tabel4.2 

Hasil Regresi Estimasi 

-- . -}, ::~-t:. _yir!~-~eL~:~:~-~~1~-~r;;.-~·1·.,~---\r~~-;~x::·~- w~~~fiiiie~-:- ·. -~- _-: ~~~.x'!.i.;';:;.,:.-~>-'" :·:- ·t-:-.sransijc:,_;. 
----- . ~ "'"''";' ,_ .. -/ 

Tax Effort -4,377415 -0,962762 
In GDP 10,57940 3,095435 
In GDP per kapita 11,15961 2,357481 
Infrastruktur 0,010928 2,011121 
Angkatan Kerja 0,027743 0,950792 
R-!Squared 0,969378 
Adj us led R-squared 0,964874 
F statistik 215,2592 

Durbin-Watson statistic 1,521344 
Brcusch-Godfrey Serial Corellation LM-test 

0,344554 

White Heteroscedasticity 0,269283 

Kocfisicn Korciasi tabel 5.2 

Sumber: Has1l Olah Data Mcnggunakan EVIEWS 3.1 
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1. Uji Hipotesis 

Uji Hipotcsis digunakan untuk mengetahui atau mcnguji apakah 

kocfisicn regresi yang didapal signifikan (berbeda nyata), atau dapat dikatakan 

apakah variabel-variabel bcbas sccara individu dan bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap variabel terikaL Hipotesis no! aclalah suatu pemyataan 

terntentu tentang nilai-nilai dalam suatu range dari kocfisien yang akan 

diharapkan terjadi apabila teori yang dimiliki peneliti tidak benar. Hipotcsis 

allernatif digunakan untuk mcncntukan nilai-nilai dalam suatu range dari 

koefisien yang diharapkan terjadi apabila pernyataan teori oleh peneliti adalah 

bcnar (Sarwoko, 2005). Pada Bab II Lelah disebutkan bahwa hipotesis yang 

dikemukakan adalah : 

Hipotesis Satu 

Ho Kebijakan pajak tidak mcmpunya1 pengaruh signifikan 

terhadap masuknya FDI kc Indonesia 

Hl 

Hipolesis Dua 

Kebijakan pajak mempunyai pengaruh signifikan tcrhadap 

masuknya FDI ke Indonesia 

Ho Ukuran pasar (Market Size) tidak mempunym pengaruh 

signifikan terhadap masuknya FDI ke Indonesia 

Hl 

Hipotesis Tiga 

Ukuran pasar (Markel Size) mempunyai pengaruh signifikan 

lerhadap masuknya FDI ke Indonesia 

Ho Kondisi infrastruktur tidak mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap masuknya POI kc Indonesia 

Hl 

Hipotesis Em pat 

Ho 

Hl 

Kondisi infrastruktur mempunya1 pengaruh signifikan 

terhadap masuknya FDI kc Indonesia 

Kondisi tenaga kerja tidak mempunyai pcngaruh signifikan 

terhadap masuknya FDI ke Indonesia 

Kondisi tenaga kerja mempunyai pcngaruh signifikan 

terhadap masuknya FDJ ke Indonesia 
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Dalam operasionalisasi konsep tclah disebutkun bahwa proksi yang 

digunakan untuk mewakili faktor kebijakan paJak adalah Tax Effort~ 

scianjutnya untuk market size diwakili oleh tingkat GDP dan GDP per capita, 

untuk infrastruktur diwakili oleh jumlah panjang jalan, dun untuk tenaga kerja 

diwakili oleh jumlah angkatan kerja. 

Dengan demikian variabel bebas yang digunakan dalam penclitian 

berjumlah 5 (lima) buah, yang terdiri dari : 1) Tax Effort, 2) ODP riil, 3) ODP 

riil per capl!a, 4) panjangjalan1 dan 5) angkatan kerja. 

Uji hipotesis digunakan untuk menge!ahui atau rnenguji apukah 

koefisien regresi yang didapal signifikan (berbeda nyata), atau dapat dikatakan 

apakah variabel-variabel bebas secara individu dan bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap vadabeJ terikat (Sarwoko, 2005). Pengujian secara statistik 

terbadap model rcgresi lerdiri dad Uji F dan uji t (N.,chrowi, Nachrowi D., 

dan Usman, Hard ius, 2006} 

1.l Uji F 

Adalah cara menguji hipolesis nol yang melibatkan lebih dari satu 

kocfisien (Sarwoko, 2005). Hasii uji F digunakan untuk rncngetahui pengarub 

variabel bcbas secara bersama~sama terhadap varlabel terikal. (Nachrowi, 

N<~chrowi D,, dan Usman1 Hardius, 2006) 

Hipotesis yang digunakan dalam uji F adalah: 

Ho : P l ~ p2 . ., ~ Pk = 0, Tidal< ada pengaruh variabcl bcbas secara bersama­

sama terhadap variabcl !erikat 

HI : PI P2 ... = ~k f: 0, Ada pengaruh varJabe! bebas secara bersama-sama 

tcrhadap variabellerikat 

Keputusan uji F adaJab menolak hipotesis uol apabila F basil hitung dari 

estimasi persamaan adalah lebih besar dari niJai kritis F. Nilai F kritis yang 

dipililt tergantung dari tingkat signifikansi yang dipHih oleh si pencliti dan 

dcrajal kebebasan. Slalistik F mempunyai dua tipe dcrajat kchebasan; derajal 

kcbebasan pembihmg (numcnllor) , diberi simbol k adalah jwnlah parameter 

lermasuk konstanta, dan dcrajat kebehasan penyebut (denumerator), diberi 
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simbol n-k-1, dengan n ndalah jumlah peng-amatan sampel, dan k adalah 

jumlah variabcl bebas (Sarwoko, 2005). Dengan kata lain, apabila F Hilung > 

Fn {k::l-1:--Jh maka kepulusannya adalah mcnolak fL.,1 yang berarti variabel bebas 

secara l1ersama-sama mempcngaruhi variabei terikat. 

Bcrdasurkan uraian cli alas diketahui luthwa jumlah variabel bebas 

(parameter) adalah 5 (llma) buah. jadi k = 5, sedangkan jumlah pengamatan 

sampeJ adalah mcHputi tahun 1968 sampai dengan 2007 schingga. n = 40, pada 

tingkat kepercayaan 95% sehingga n = 5%. F hitung diperoleh melalui 

perangkat lunak EVlEWS 3.1, dan dipcrolcb hasil hallWa F hltung adalah 

scbcsar 2£5,2592, sedangkan F table adalab :± 2.5. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa F hitung > F a{5,..14), dan keputusan yang diambil adalah 

menolak: Ho atau dcngan kata lain bahwa paling tidak ada satu slope regresi 

Wt. P::. PJ , p .. atau f>s) yang signifikan secara statistik. 

1.2 Uji t 

Sctelah melakukan uji koefisien regresi sccara keseluruhan, maka 

langkah selanjutnya adalah menghitung koefisien regrcsi secara individu, 

dengan menggunakan uji t. Untuk rnenentukan apakah menolak atau tidak 

menolak sebuah hipotcsis nol bcrdasarkan pc:rhitungan nilai L, digunakan nilai 

kritl<; t. Nilai kritis t adalah nilai yang membedakan dacrah penerimaan dari 

daerah penolakan. Nilal kritis t ( t1 ) dipilih dari Tabel Distribusi Normal T. 

Nilai krilis 1 tergantung dari arah uji, tingkat kepercayaan, dan derajat 

kebebasan yaitu jum1ah pcngamatan dikurangi jumJah koefisien. Bila ternyata, 

setelah dihilung I t I > t n.t2, mak.a oilai t berada dalam dacrah penolakan, 

sehingga hipotesis nol ditolak pada tingkat kepercayaan (1-a) X 100%. Dalam 

hal ini dikatakan bahwa ~h secara statistik signiiikan (Surwoko, 2005). 

Khusus untuk Uji t dapat dibuat balasan daerah penolakan sccara praktis 

(Nacllrowi, Nachrowi D., dan Usman, Hardius, 2006), yaitu: 

Bila dcrajat bebas = 20 atau lebih dan a = 5%, maka hipotesis ~~ = 0 

akan ditolak, jika I t I > 2 

Dalam uji t, hipotesis yang digunakan adalah ; 

Ho : Pi = 0, Tidak ada pcngaruh vuriabeJ bebas secara individu tcrhadap 

variabel tcrikat 
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Hl : P; :f. 0, Ada pengaruh variabel beba.o,; secant individu lerhadap variabel 

lcrikat 

Jika p1 = 0 bemrti variabel bebas l.idak mempunyai pengaruh sigoifikan 

terhadap variable terikatnya atau jika f}i if:. 0 berarti variabel bebas mempunyai 

pengaruh signifikan lerhadap variabel terikatnya, 

Untuk mempero1eh t statistik, peneliti menggunakan perangkal lunak 

EVIEWS 3.1. dan berdasarkan hasil regresi dipcrolch hasil l statistic untuk 

masing~masing variabel bebas. Dalam tabel Distrihusi Normal t terlihat bahwa 

untukjumlah pengamatan yang meliputi tahuu 1968 sampai dengan 2007 {n = 

40) dan jumlah koefisicn (variabel bebas) sebanyak 5 (k ; 5), dan tingkat 

kepercayaan 95% (a:;; 5%), maka derajat bebas adalah 35 sebingga mengacu 

Nachrowi, Nachrowi D .• dan Usman, Hardius (2006) yang menyatakan bahwa 

khusus untuk Uji t ini dapat dibuat batasan daertth penolakan secara praklis) 

ya!tu : Bila derajat bebas ~ 20 atau lebih dan a = 5%, maka hipotesis ~j = 0 

akan ditoJak, jika I t I > 2, maka niliii t table yang akan dibandingkan dengan 

nilai mullak t statislik untuk masing-masing parameter adalah 2. 

Oleh karena terdapat 5 (lima) buah proksi yang digunakan dalarn 

penelitian 1 maka jumlah variabel bebas )"dng diolah juga berjumlah 5 (lima) 

buah. Adapon hasil regresi yang dipcrolch untuk masing-masing variabcl 

bebas adalah sebagai berikut : 

1.2.1. Tax Effort (TE) 

Bcrdasarkan hipotcsis berikut : 

Ho Tax effort ridak rnempunyai pcugaruh stgnlfikan terhadap masuknya 

FDI ke Indonesia 

Ht Tax effort mempunyai pcngaruh signifikan terhadap masuknya FD1 

ke Indonesia 

Berdasarkan basil hasil o1ah data menggunakan program EVIEWS 3.1. 

sebagaimana terlihat pada table 4.2 diketahui bahwa nilai nliai mutlak t 

statistic untuk Tax Effort adalah 0,962762. Nilai iui leblh kecil daripada uilai t 
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table yaitu 2. Dengan demikian, nilai t beradi:l di luar daerah penolakan, 

sehingga hipotcsis nol (Ho) diterima pada tingkat kepercayaan 95%. Dalam 

hal ini dapat dikatakan bahwa (31 sccara stalistik tidak mempunyai pengaroh 

yang signifikan. Jadi dapat pula dikatakan bahwa Tax Effort tidak mempunyai 

pengaruh yang signifik;m terhadap ma.-;uknya FDI ke lndoncsia. 

1.2.2.GDP Riil (ln_GDP) 

Berda.,arkan hipotesis berikut · 

Ho Tingkal GDP tidak mempunyat pcngamh signifikan terhadap 

mao:;uknya FOI ke Indonesia 

Ht Tingkat GDP ruempunyai peng.aruh signifikan terhadap masuknya 

FD! ke Indonesia 

Berdmmrkan basil olah data mcnggunakan program EVIEWS 3. 1. 

scbagaimana ler1ihat pada table 4.2 dikelahui bahwa nilai mutlak t statistic 

adalah 3.095435 lebih besar daripad<t nilai t table yaitu 2 . Dengan demikian, 

nilai l berada dalam daerah pcnolakan, sehingga hipotesis nol (Ho) ditolak 

pada tiogkat kepercayaan 95%. Dalam hal ini d-apat dikatakan bahwa flt secara 

slatislik mempunyai pcngaruh yang signifikan. Jadl dapat pula dikatakan 

bahwa GOP mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap masuknya FDI ke 

Indonesia. 

1.2.3. GOP Riil Per Capita (GDPCAP) 

Berdasarkau hipotesis berikut : 

Ho Tingkat GDP per capita tidak mempunya1 pengaruh sigoifikan 

terhadap masuknya FDl ke Indonesia 

H1 Tingkat GDP per capita mempunyai pcngaruh signifikan terhadap 

masuknya FDl kc Indonesia 

Berdasarkan basil olah data menggunakan program EVJEWS 3.1. 

sebagaimana tcrlihat pnda table 4.2 diketahui bahwa uilai mutlak L statistic 

adalah 2,357481 lebih besar daripada nilai l table yaitu 2 . Dengan demikian, 

nilaj l berada dalam daerah pcnolakan, sehingga hipotesis no! (Ho) ditolak 
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pada tingkat kepercayaan 95%. Dalam hal ini dapal dikatakan bahwa f:b 
secara stalislik mcmpunyai pengaruh yang signifikan.. Jadi dapat pula 

dikalakan hahwa GDP per capita rnempunyai pengaruh yang signifikan 

1erhadap masuknya FDI kc Indonesia. 

1.2.4. l'anjangja1an (INFRA) 

Berdasarkan hipotesis berikut : 

Ho Kondisi infrastruklur (panjang jalan) tidak mcmpunya1 pcngaruh 

signifikan terhadap masuknya FDI ke Indonesia 

Ht Kondisi infrastruktur (panjang jalan) mempunym pengaruh 

signifikan terhadap masuknya FDI ke Indonesia 

Bcrdasarkan basil olah data menggunakan program EVIEWS 3.1. 

scbagaimana teriihat pada table 4.2 diketahui bithwa nilai mutlak t statistic 

ad.a[ah 2,0 I 1121lebih besar daripada nilai l table yaitu 2 . Dengan demikian, 

nilai t bcrada dalam dacrah penolakan, sehingga hipotesis nol (Ho) ditolak 

pada tingkat kepcrcayaan 95%. Dalam hal ini da.pat dikata.kan bahwa ~4 

sccara sLatistik mempunyai pengaruh yang signifikan. Jadi dapat pula 

dikalakan bahwa panjang jalan mempunyai pcngaruh yang signifikan terhadap 

masuknya FDI ke Indonesia. 

2.1.5. 'l'enaga Kerja (LAB) 

Berdasarkan hipotesis berikut : 

Ho Jumlah angkatan kerja tidak mempunyai peogaruh signifikan 

tcrhadap masuknya FDl ke Indonesia 

Ht Jumlah angkatan kerja mempunyai pengaruh signifikan lerhadap 

masuknya FDI ke Indonesia 

Berdasarkan hasil olah data mcnggunakao program EV!EWS 3.1. 

sebagaimana terliha! pada table 4.2 diketahui bahwa nilai mutlak t statistic 

ada1ah 0. 950792 lebih kecil daripada nilai t table yaitu 2. Dengan demikian, 

nilai t berada di Juar daerah pcnolakan, sehingga hipotesis nol (ps = 0) diterima 

pada ttngkat kcpercayaan 95%. Daiam hal ini dapat dikatakan babwa fls 
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secara statistic tidak rnempunyai pengaruh yang signifikan. Jadi dapnt pula 

dikatakan bahwa jumlah angkatan kerja tidak mempunyat pcngaruh. yang 

signifikan terhadap masuknya FDI ke Indone~ia. 

2. Vedfikasi Model 

Pengujian model (uji ekonornetrika) meliputi uji penyimpangan klasik. 

Uji ini dilakukan unluk mcnunjukkan serangkaian asumsl~asumsi dasar yang 

dlbutuhkan untuk menjaga agar OLS dapat menghasilkan estimator yang 

paiing balk pada model~model regresi. Berdasarkan tcori Gauss-Markov 

dinyatakan bahwa hasil cstimasi dcngan metode OLS bersifat Hncar terbaik 

yang tidak bias (Best Linear Unbiased Estimator/ BLUE). Uji ini terdiri dari 

dari uji koefisien determinasi (Goodness of Fit), uji mu1tikolinieritas, uji 

otokorelasl, dan uji hctcroskedastisitas (Nachrowi, Nachrowi D., Usman, 

Hardius, 2006)~ 

2.1. Koefisien Determinasi (Goodness of Fit) 

Dari hasil regresi diperoleh nilai R2 scbesar 0,969378 yang berarti 

bahwa rcgrcsi variable bebas Tax Effort, GDP~ GOP per capita, infraslruktur, 

dan angkatan kcrja, dapal mcnjclaskan variasi variabel lerikat (FDI) sehesar 

96,94%. Olch karena nilai paling tinggi R2 adalah 1, maka nilai hasil 

observasinya memberikan gamharan bahwa garis regrcsi cocok dengan 

dalanya, Angka kocfisien korclasi yang tinggi tersebul menunjukkan bahwa 

varia bel bebas dan variabel terikat memiliki hubungan positif yang tinggi. 

Pada bagian metodologi telah dijelaskan bahwa salah satu masalah jika 

klta menggunakan ukuran R2 dalam menilai baik buruknya suatu model 

adalal!, kita akan selatu mendapatkan nilai yang tents naik seiring dengan 

penambahan vadabel be bas ke dalam model. Dengan demikian biia kita hanya 

bcrpatokan pada R2 tentu kita akan selalu mcmutuskan l1ahwa model yang 

terbaik adalah model dcngan variabel bebas yang hanyak. Padahal 

kenyatauonya tidak demikian. Padahal terkadang satu variabel bebas dalam 

model regrcsi sederhaua dapat menerangkan variabel terikal dengan lebih baik 

dibandingkan beberapa variabel bebas da1ant regresi majemuk. Oleh karena itu 

agar keputusan lebih tepat, terutama untuk mcmbandingkan regresi dcngan 
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variabcl tcrikat yang sama, muka digunakan R1 yang dlscsuaikan atau dikenal 

dengan Adjusted R1 (Adj-R 2
) yang secara umum memberikan pcnalti atau 

hukuman tcrhadap pcnambahan variabel bebas yang tidak mampu menambah 

daya prediksi suatu model (Nachrowi, Nachrowi D., Usman, Hardius. 2006). 

Oleh karena itu uji goodness of fit akan lcbih baik jlka menggunakan 

nilai ndjusted R3 karcna niiai in! telah menerapkan penahi dl dalam 

perhitungannya dengan cara menycsuaikan jumlah data dan parameter yang 

dieslimasi. Adapun nilai adj R 2 yang didapat dari hasil uji adalah sebesar 

0,964874 yang artinya variabcl-variabel Tax Effort, GDP, GDP per capita, 

Infrastruktur. dan Angkatan Kerja, dapat mcnjelaskan variabel FDI sebesar 

96,49 %. Serncntara sisanya 0,45% dipengaruhi oleh variabel lainnya di luar 

modeL 

2.2. Uji MultikuUnieribiS 

Uji Muitikolinicritas bertujuan ontuk rnenguji ada lidaknya hubuogan 

linicr sempurna diantara variable-variabei bebas. DaJam regresi majemuk, 

variabel bebas yang balk ada1ah variabci bcbas yang mempunyai hubungan 

dengan variabel Lerikat, tetapi tidak mempunyai hubungan dengao variabel 

bcbas.lainnya. 

Dampak adanya muHikolincaritas adalah vanan kocfisien regresi 

menjadi besar. Jika dua variable bebas mempunyai kolinearitas sempurna, 

muka variabet mcnjadi tak berhingga. Varian yang besar tersebut 

menimbulkan beberapa permasalahan, yaitu lebarnya interval kepercayaan 

(confidence interval) dan standard error-nya sangat besar. yang berarti 

koefisien tersebut kurang bisa diprediksi dengan cukup akurat. Pada umumnya 

multikolincaritas memang tidak dapat dihindari, sch1ngga sekaHpun variabel 

bebas berkorelasi, koefisien regresi tetap dapat diet\timasL (Nachrowi, 

Nachrowi D., Usman. Hardius, 2006). 

Multikolinierilas adalah sebuah fenomena yang dapat bcrubab dati 

sam pel ke sampc! bahkan unluk spesifikasi yang scrupa dari sebuah pe.rsamaan 

regresi. Seiiap perbaikan lerhadap multikolinieritas memilikl suatu kckurangan, 

schingga scring tcrjadi tindakan membiarkau saja atau tidak mengambil 

Lindakan apapun adalah pilihan yang benar. Satu alasan tidak mengambil 
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tindakuu apapun adalah bahwa multikolinieritas dalam sebuah persamaan tidak 

akan selalu mengur,angi nHai t sehingga nilai itu menjadi tidak signifikan alau 

mengubah koefislen sehingga nilai koefisien itu bcrbeda dengan yang 

diharapkan. Dengan kala lajn, adanya eksistensl multikoiinieritas tidak berarti 

apa-apa (Sarwoko, 2005) 

Hasil dad pcngujian yang dHakukan adalah scbagai berikur : 

,.. ............. 
Model 

-----
TE 

GDP 

GDP/Cop 

infra 

Lab 

Tabel4.3 

Coeficie.nt Correlation 

TE GDP 

1,0000 -0.0147 

-0.!1147 1,0000 

0.10992 -0.9989 

~).1658 0.9775 

.().1160 o.9no 

GDP ' Infra 

/Cap 

G;!;l 
------~ 

0.10992 -0.1658 -0. 1160 l 

-0.9989 0.9775 0. 

l,OOOO 

9770 

9799 -0.9760 , -0, 

-0.9760 1,0000 ; o. 9696 

-0.9799 0.9696 11, 
~---

0000 

Sumbcr : Hasll Olah Data Menggunakan EVIEWS 3.1 

Berdasarkan hasi1 rcgrcsj terlihat bahwa dari hasil uji multikolinierilas, 

nilai kocfisicn correlation yang lebih kecii dari 0,8 yang menunjukkan tidak 

ada multikolinieritas terdapat pada hubm1gan a mara tax efforts dengan variable 

bcbas lainnya (GDP, GDP per capita, infmstruktur, dan angkatan kerja). 

Sedangkan nilai koefisien correlation antara variable bebas GDP, GDP per 

capita, lnfrastruktur, dan angkatan kerja mcnunjukkan korelasi yang sangal 

kuat, sehingga patut diduga bahwa antar variable bebas terscbut terjadi 

muUikolicieritas. Multikolinearitas kemungkinan tcrjadi di antara variabel 

bcbas GOP dan GDP per capita, GDP dan infrastruklur, GDP dan angkatan 

kerja, GDP per capita dan infrastruktur, GDP per capita dan angkatan kerju 

serta infrastruktur dan angkatan kerja. Secara suhstansi mungkin antara 

beberapa variable bebas lersebul tidak berkorelasi, tetapi secara matcmalis 

berkorelasi sangat kuat (misalnya antara GDP dan GDP per kapita). Hat ini 

menunjukkan bahwa multikolinierilas tidak dapat dihindari. 
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Menurut Nachrowi. Nachrowi D., Usman, Hardius (2006), kadang­

kadang koliuieritas da1am suatu model merupukan hal yang sangat serius yang 

pcrlu segera dibenahL Tetapi apabila model yang terestimasi hanya digunakan 

untuk membuat suatu ramalan (jarecas1), asalkan R 2 masih cukup tinggi, maka 

model yang mengandung kolinleritas masih bcrmunfaaL Untuk keperluan 

meramai, hal yang penting <.~dalab menganalisis kescluruhan model dan tidak 

individual parameter Berdasarkan hal (ersebul di atas maka mengingat bahwa 

R2 yang diperoleh adalah cukup linggi dan alasan bahwa seliap perbaikan 

terhadap multikolinieriras memiliki suatu kckurangan, maka dalam pcne-litian 

hasil uji mulllkolinleritas diabaikan. 

2.3. Ujl otoknrelasl 

Otokorelasi adalah terdapatnya hubungan antara error salu observasi 

dcngan error pada observasi lain yang biasanya terjadi rmdu data time series, 

maka varinns penduga menjadi lebih besar dari variaos sesungguhnya dan R2 

akan lebih bcsar dari seharusnya sehingga t dan F tidak valid dan memberikan 

kesimpulan yang salah tentang signifikansi dan estimasi koefisien regresi. 

Dalam menduga parameter dalam model regresi dengan menggunakan OLS 

diasumsikan hahwa error mcrupakan variabcl random yang independcn (tidak 

berkoreiast) agar penduga bcrsifat BLUE (Nacbrowi, Nachrowi D., Usman1 

Hardius, 2006) 

Uji otokoreiasi dimaksudlrnn untuk mcngetahui adanya ketergantungan 

koefisien pengganggu pada periode Jain dan rnengindikasikan adanya non­

stasionarltas. Otokorelasi akan mcnycbabkan kocfi.sien regresi tidak efisien, 

interval keyakinan menjadi Iebar dan uji signifJkansi kurang kuat. SeJain itu 

uji korelasi dapat menye.babkan uji t dan uji F tidak sah, akibatnya dapat 

menyesatkan di dalam mengambil keslmpulan (Sarwoko, 2005) 

Untuk mendcteksi ada atau tidaknya otokorelasi ini dapat dilakukan ujj 

Durbin Wal,on (DW), dan uji Lagrange Mullipller (LM). 

1. Uji Durbin Watson 

Uji ini dilakukau dengan membandingkan nilai DW statisrik yang dihitung, 

dcngan balas ata.."> (Du) dan batas bawah (Dr) dari tabe1 Durbin \Valson dengan 
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mcmperhatikan jumlah obgervasi dun jumlah vnriabel bebas. (Nachrowi, 

Nachrowi D., Usman, Hardius, 2006). 

Berdasarkan basil regresJ, didapatkan nHai DW statistic sebesar 

1,521344. DW Jable untuk jumlah obscrvas,i sebunyak 40 dan jumlah variabcl 

bcbas 5 (tidak tem1asuk konstanta) adalah de = 1,15 dan du = 1,69. Untuk 

mengelahui letak DW statistic bcrada dilakukun uji otokorelasi dua ujung 

sehagnimana lerdapat patla table 5.3. Sebelumnya dilakukan pcrbilungan 

scbagai herikut : 

4- d!. = 2,85 

4- du ;; 2,31 

Tabel4.4 

Ja.;ak Statistik Durbin· Watson 

Dcngan demikian, DW statistic 1,521344 terletak di daerah 1,05 < DW < 1,58 

ini berarti nilai DW statistic bcrada di dacrah yang tidak jauh dari daerah 

bcbas otokorelasi, ak.an telapi telab memasuki daerah ragu-rugu, sehingga 

asumsi bcbas otokorelasi belum dapat iangsung disimpulkan. Oleh karena itu, 

seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa melakukan uji asumsi 

otokorclasi dengan menggunakan uji D\V memiliki kcterbatasan1 yaitu adanya 

daerah ragu-ragu dalam pengujian, sehingga dalam hal ini J:.iilakukan 

pcngujian lagi menggunakan Breusclt~Godji·cy Lagrange Multiplier Test. 
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2. Uji Lagrange Multiplier (LM) 

Uji ini dikembangkan oieh Brcusch-Godfrey, sehingga dikenal juga 

dengan scbulan The Breusch-Godfrey (BG) Test Pada program pengotahan 

data program Evlews maka uji otokorclasi dengan menggunakan Brcusch­

Godfrey serial correlation LM test dengan membandingkan nilai obs*R­

squared dcngan R2
, dengan ilipotes1s sebagai bcrikut : (Nachrowi, Nachrowi 

D., Usman, Hardius, 2006) 

Pendugaan pengujian mokorelasi dJJakukan dcngau pembuaLan hipolesis 

sebagai berikut : 

Ho =ada otokorelasi 

H1 = tidak ada otokorelasi 

Jika nilai obs*R-squared > daripada R2 tabel maka Ho Jitolak, dengan 

dcmikian tidak terjadi masalah otokorclasi. At au dapat juga dilihat dari nitai p­

value, jika nilai Prob < u maka Ho diterima, tctapi jika Prob > a maka Ho 

dltolak, ar!inya tidak terindikasi adanya otokoreiasi yang serlus. Adapun basil 

pengujian adalah sebagai bcrikut : 

obs*R-squared = 2.623988 

Probability = 0.269283 

Sesuai dengan hasii uji tcrsebul Lcrlihal nifai probabllita dari ohs*R-squared 

scbesar 2.623988 > 0,969378 dan probability sebesar 0.269283 > 0,05. Oleh 

karena itu, hipotcsis Ho ditolak, yang bcrarti tidak terdapat gangguan 

otokorclasi di dalam persamaan. 

2.4. Uji Heleroskedastisillls 

Salah salu asumsi yang harus dipenuhi agar taksiran parameter dalam 

model regresi bersifat BLUE, maka var (ui) harus sama dengan r:l· (konslan), 

atau dengan kata lain, semua residual a tau error mempunyai varian yang sama. 

Kondisi seperri itu dlsebut hornoskedastis. Sedangkan blla varian tidak 

konstan atau berubah-ubah diS:but dengan heteroskcdastis (Nachrowi, 

Nachrowi D., Usman, Hardjus, 2006). Terjadinya hetcroskedastisitas dapat 

mcngakibatkan uji t dan uji F tidak bcrguna. 

Pada program pengolahan data program Eviews, pcngujian adanya 

heteroskedastisitas: dilakukan dengan meoggunakan uji White 
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Hetero.w:edasticity Test (no cross term) pada consistent standard error dan 

covariance. Hal yang perlu diperhntikan dad basil uji ini adalah nilai obs*R­

squared, dan probabilitanya dengan hipotes!s sebagai berikul : 

Ho = ada Heteroskedastlsitas 

Hl = tidak ada Heteroskedastisitas 

Jtka basil probabili!a hasil obs"'R-squared > a. (5%) maka, maka Ho 

ditolak, berarti tidak ada masalah hctcroskedastisilas, demikian pula 

sebaliknya bila probabilita obs*R-squared <a, maka Ho diterima berarti tida:k 

masalah heteroskedastisitas (Nachrowl. Nachrowi D., Us man, Hardius, 2006), 

Ada pun hasil uji yang didapat adalah sebagai berikut : 

obs*R~squarcd = 11,16834 

Probability = 0.344554 

Dilihat dari tabel hasil uji tersebut, nilai probabili!a ob:{"R-squared adalah 

sebesar 0.344554 > n 5%; maka asumsi Ho ditolak, yang artinya tidak 

terdapat gangguan heteroscedasticity di daJam pcrsamaan tersebut. 

4.6.2 Anal isis Kelemalum Model 

Berdasarkan hasll pcneHtian dikctahui bahwa niJai kocfisien correlation 

antara variable bcbas GDP > GDP per capila, infrastruktur, dan angkalan kerja 

menunjuk:kan korelasi yang sanga! kuat, sehingga patut dlduga bahwa antar 

variable bebas: terscbut tcijadi multikolinieritas. Akibar adanya pelanggaran 

tersebut. maka mengakibatkan lebarnya interval kcpercayaan (confidence 

intervaf) dan standard error-nya sangal besar (Nachrowi, Nachrowi D.) 

Usman, Hardius, 2006). 

Jika model yang mengandung multikolinearitas diestimasi dengan 

metode OLS, maka varian estimator tidak lagi minimum walaupun estimator 

itu tidak bias, Dalam suatu persamaan model terdapat asumsi bahwa. 

perubahan variabcl tcrikat OOruhah akihat adanya perubahan setiap unit 

variabel bebas dengan asumsi variabcl-variabel hebas yang lain dianggap 

konstan atau tctap. Apabila tcrdapat dua variabel bebas bcrkorelasi secara 

signifikan dalam sualu rangkaian sampel tcrtentu, maka jika satu varilibel 
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bebas terschul berubah d~m variabel bcbas yang lain cenderung berubah juga. 

Hal ini mengakibatkau prognmt kompuler dengan OLS akan mengalami 

kesulitan untuk membedakan pegaruh dari satu variabel bebas dengan 

pengaruh varia bel be bas yang lain Lerhadap variable lcrikaL Dengan demikian, 

terdapat kemungkinan bahwa metode OLS bukuo mcrupakan teknik 

pcndugaan y-ang lebih baik daripada teknik pendugaan lainnya. (Sarwoko, 

2005) 

R'\timasi dengan metode OLS aclalah fungsi dari data sampeL Jik.::t 

terdapat kemungkinan baJ1wa data berubah dari sampel ke sampel, maka 

estimasi juga akan berubah sesuai dengan faktanya. Untuk itu, yang 

dipcrlukan adalah ukuran reliabilitas atau preslsi atas estirnator-eslimalor. 

DaJam ilmu s.taListik presisi atau ketepntan estirnasi diukur dengan sland!lr 

error. Standar error merupakan akar dari estirnasi varian dari masing-masing 

koefisien pk schingga dapat dipengaruhi oleh ukurao sample dan ukuran­

ukuran lairmya. Jika tcrdapal ukuran sam pel maka akan menyebabkan standar 

error turun. Sesuai dengan basil pengujian diperoleh hasil bahwa srandar 

error adalah sebcsar 0.563478 yang perbandlngan nilainya rclatif kecil jika 

dibandingkan dcngan koefislen p~;. Akan tetapi, basil rcgrcsi menunjukkan 

bahwa tcrdapat dugaan antam variabcl-variabel bebas tersebut terjadi 

mullikolinieritas. 

Terdapat heberapa cara unLuk mcngatasi multikolinearitas1 pertama 

dengan mengeluarkan variabe[ beb.-1s yang kolfnier dari model (Nachrowi, 

Nachrowi D., Usman, Bardius, 2006). Akan tctapi, hal ini sulit dilakukan 

karcna empat dari lima variable bcbas berkore1asi, sehingga tindakan 

mengcluarkan variabel bebas dapat m.engakibutkan specification bias, kareua 

tidak 1ertutup kemungkinan bahwa variabel yang dikeluarkan justru 

merupakan variahel yang sangat penting Cara kedua adalah dengan menambah 

ukuran sampel yang juga sulit dilakukan karena ketersediaan data sebelum 

tahun 1967. Kctiga, dengan meiakukan trdnsformasi variabel, yaitu dengan 

membentuk sebuah kombinasi dari variabel-variabel rnultikolinearitas dan 

mclakukan transformasi persamaan menjadi pcrsamaan beda pertama (first 

difference equation). Akan tetapi, modd pcrsamaan yang digunakan dalam 

penclitian ini cukup kompleks, sehingga suiil unluk di1akukan trans:formasi. 
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Kcempal, dcngan melihat informasi sejcnis yang ada. Do.ri informasi ini 

setanjutnya akan dilakukan pcngujian dcngan model persamaan simultan. 

Beberapa literatur yang ada menyalakan bahwa kadang~kadaiJg 

koHnieritas dalam sualu model merupakan hal yang sangat scrius yang pcrlu 

segera dibenahi, tempi apabila model yang terestimasi hanya digunakan untuk 

mernbual suatu ramalan (forecast)~ asalkan R2 masih cukup tinggi, maka 

model yang rnengandung kolinieritas masih bermanfaaL Selain itu juga 

dikatakan bahwa karena mengingat hahwa setiap pcrbaikan terhadap 

multikolinieritas memiliki suatu kekurangan, maka daiam peneiitian ini, basil 

uji multikolinieritas diabalkan. 

4.6.3 Analisis Hasil Regresi 

Berdasarkan data dan grafik terlihat bahwa pcrgcrakan vnriabel terikat 

sesuai dengan masing-masing variabcl bebas yaitu Tax F.fforts, GDP, GDP per 

capita, infras.lruklur, dan angkatan kcrja. Pada grafik 4.10 digamharkan 

hubungan antara vnriabel terikal (FDl) dengan variabel bebas yang 

mempunyai unsur makroekonomi (ynitu Tax Efforts~ GDP dan GDP per 

capita). Selanjulnya dalam grafik 4.11 digamharkan hubungan ant<ua variabcl 

tcrikat (FDI) dengan variabel bebas yang mempunyai unsur non-ekonomi 

yaitu mfrnstruktur, dan angkatan kerja, namun scbcnarnya mcrupakan 

variabel penunjang ekonomi. 

Ka!egorisasi ini dibual semataTmata dengan tujuan hanya uutuk 

mcmpermudah analisis terhadap basil penelitian, dan dilatarbelakangi oleh 

pemilihan proksi untuk variabel infrasLruktur dan angkatan kerja. Sebagaimana 

telah dijelaskan pada operasiooalisasi konsep babwa proksi yang diguuakan 

untuk variabcl infrastruktur adalah panjang jaian yang dinyatakan dalam km, 

sedangkan proksi untuk variabe) tenaga kerja adalah jumlah angkatan kerja 

yang dinyatakan dalam juta orang. Kedua proksi ini lidak dinyatakan dalam 

Rupiah, herbcda dengan proksi yang digunakan untuk variabel investasi, 

kebijakan pajak dan ukuran pasar pasar (market size). Variabel kebijakan 

pajak memang menggunakan proksi Tax Effort yang dinyatakan dalam 

persentase, namun pcrscntasc tersebut cHperoleh rlari jumlah penerimaan pajak 

dan GDP, yang juga dinyatakan dalam Rupiah. 
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Dalam Grafik 4.10 terlihat bahwa pergerakan variabeJ terikat dcngan 

faktor-faktor makroekonomi menunjukkan terdapat hubungun linear autara 
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FDI, GOP dan GDP per kapita. Ketiga variabel tersebul menunjukkan trend 

yang meningkat. Sedangkan Tax Efforts cenderung mcmiliki ttend yang 

stagnan, meskipun terdapat fluktuasi namun jumlahnya !idak signifikan. 

Sedangkan pada grafik 4.11 pergerakan variabel terikal dcngan faktor-faktor 

penunjang ckonomi tcrlihat Lerdapat hubungan linear antara FDI, 

infrastruktur dan angkatan kerja. Hubungan keliganya searah, tetapi kcnaikan 

FDI dan infrastruktur jaull lebih tinggi dibandingkan kenaikan angkatan 

kcrja. 

Has:il regresi majemuk menghasifkan persamaan model: 

lnFD! = - 200,2962 - 4,377415TE + 10,57940 lnGDP1 + 11,15961 

lnGDPCAP, 0,0109281NFRA+ 0,027743 LAB+ E (4.1) 

Intepreta.~i atas persamaan model adalah sebagai berikut : 

Hubungan an!ara variahcl Tax Effort dengan investasi asing langsung 

(FDT) menunjukkan hubungan yang negaLif dengan kocfisien regresi sebesar 

4,377415. Hal ini mcngindikasikan babwa sctiap peningkatan Tux Effort 

sebesar 1% akan diikuti dengan pcnurunan investa~i asing langsung rata~ rata 

sebcsar 4,38%. Akan tetapi, berdasarkan hasil uji-t diketahui bahwa nilai 

mutlak t ..... tatistic untuk Tax Effort adalah 0,962762 lcbih kedl daripada nitai 

t table. Dalam hal ini dapal dikatakan bahwa pengaruh Tax E/forl terbadap 

invcstasi asing langsung secara statistik lidak signifikan. Dcngan dcmikian, 

meskipun memiliki koefisien regresi yang besar. tetapi pengaruh Tax Effort 

terhadap lnvestasi asing langsung dapat diabaikan. 

Sementara itu, dilihat dari hubungan antara variabel faktor-faklor 

ekonomi [ainnya (GOP riil dan GDP per kapita) dcngan investasi asing 

langsung menunjukkan hubungan yang positif dengan koefisien regresi yang 

besar. Berdasarkan basil uji~t dikctahui bahwa pengaruh GDP riil dan GDP 

per kaplta secara statistik signifikan. Hubuagan antara variabeJ GDP rill 

dcngan iuvestasi asiug langsung menunjukkan hubungan yang positif dengan 

koefisicn regresi sebcsar 10.5794. Hal ini mengindikasikan bahwa sctiap 

peningkatan GDP rill sebcsar 1% akau diikuti deugan kenaikan invcstasi 

asing langsung mta-ra{a sebesar 10.57 %. DemikJan juga pengaruh variabel 

GDP per kapita dengan investasi asing langsung menunjukkan hubungan 
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yang positi( dengan koefisien regresi sebcsar 11,15961. Hal ini 

mengindikasikan bahwa seriap peningkatan GDP per kapita sebesar 1% akan 

diikuti dcngan kenaikan invesrasi asing langsung rata-rata sebesar 11,16 %. 

Bila dilihal dari hasil uji, ht1bungan anlara variabel fnktor~faktor non­

ekonomi (infrastruktur dan angkatan kerja) dengan invesLasi using hmgsung 

menunjukkan hubungan yang positi[ dengan koefisien regresi yang keciL 

Berdasarkan hasil uji-t diketahui IJahwa pengaruh in(rastruktur terhadap 

investasi asmg langsung secara slatistik signifikan, sedangkan pengaruh 

angkatan kerja terhadap investasi asing Jangsung sccara statistik tidak 

signifikan. Hubungan antara varilJbcl infrastruktur dengan investasi asmg 

langsung rnenunjukl..an hubungan yang positif dcngan kocfislcn regresi 

sebesar 0.010928. Hal inl rnengindikasikan bahwa setiap peningkatan 

Jnfrastruktur (diwakili oleh panjang jalan) sebesar 1000 km akan diikuti 

dengan kenaikan investasJ asing langsung rata-rata sebesar 0,01 % 

Pengaruh variabe1 angkatan kerja dcngan investasi asing 1angsung 

menunjukkan hubungan yang positif dcngan kocfisien regresi sebesar 

0,027743. Hal ini menginclikasikan bahwa seliap peningkatan angkatao kerja 

sebesar 1 juta orang akan diikuti dengan kenaikan investasi asing hmgsung 

rat<Hata sebesar 0,028 %. Akan telapi, pengaruh angkatan kerja terhadap 

invcstasi asing langsung dapat diabaikan, karena hasH yaug diperoleh. secara 

statistlk tidak signifikan, 

5. Implikasi Kebijakan 

Sctclah lebih kurang 40 tahun diterbitkannya undang-undang 

penananum modal asing, pcranan inve.<;tor asing terhadap pertumbuhan 

ekonomi di lndonesia tidak dapat dikcsampingkan. Seperti diketahui 

penghitungan perturnbuhan ekonomi (biasanya diukur dari pertumbuhan 

GDP) dihitung dari penjumlahan konsumsi, investasi, pengeluaran 

pemeintah dan ekspor netto. Secara umum persarnaan nya adalah GDP = C + 

I+ G (X-M). 

Perkcmbangan invcstasi asing dl Indonesia dalam jangka waktu 40 

tahun menunjukkan babwa dalam jangka waktu 30 tahun pertama (1967 s.d 

1997) pcrtumbuhan invcstasi asing di Indonesia secant nominal sangat 
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bagu.s. Sebagaimana dilihat pada graftk 4.1 mcnunjukkan bahwa trend 

pertumbuhan invcstasi asing memben1uk grafik yang tldak linear dan 

membuktikail bahwa tcrdapat perturnbuhan sccarn nominal yang cukup 

menccngangkan. Adanya krisis politik dan ekonomi mengakibatkan 

pcnurunan investasi asing daiam jumlah yang sangat signifikan,dan 

diperlukan waktu 10 tahun untuk mcngembalikan inves!asi asing seperti 

pada tingkat sebelum terjadi krisis. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi dalarn 

jangka waktu 10 tahun terakhir teru1ama ditopang oleh pertumbuhan 

konsumsi. Jika kepercayaan asing lebih ccpat diperoieh, ma.ka tidak mustahil 

perbaikan perekonomian eli Indonesia lebih cepat dicapaL 

Grafik4.l2 
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Sumber; BKPM, diolan kembali 

Usaha pemerintah dalam meningkatkan invest(lsi asing dapat dillhat 

dari perbandingan persetujuan dan realisasi investasi asing. Gmfik 4.12 dan 

4.13 dapat menggambarkan bahwa dalam jangka waktu 1990 s.d 2007 

realisasi dari rencana proyek yang diajukan ke BKJ>M tidak terdapat 

peningkatan yang berarti. Realisasi masih sekitar 50 % (kecuali tahun 1994 

dan 1995). Hal ini yang mcnunjukkan !Jahwa lerdapat banyak penundaan 

proyek, dan diperlukan kerja keras dad pemerintah untuk meningkatkan 

kcpercayaan asing yang berniat akan melakukan investas:i langsung di 

Indonesia. 
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Berdasarkan hasH regrcsi yang diperoleh, dlketahui bahwa [aktor~ 

faktor ekonomi rnenjadi pertimbangan utama untuk menarik investasi asing 

langsung. Hal ini dapal dip<~hami karena lujuan utarna invcstasi adalah untuk 

mencari laba, sehingga market size merupakan faktor utama unluk menarik 

invcs:tasi asing langsung. Scmakin bcsamya GDP riil rncngindikasikau 

tingkat perkembangan kegiatan perekonomian. Investor asing litlak ragu 

untuk melakukan inves.tasi karcna percaya tidak akan kesulitan dalam 

mencari Uahan baku dan bahan pemhantu bagi kegiatan usahanya. Sedangkan 

GDP per kapila mencerminkan daya beli masyarakal, sehiogga bagi investor 

hal itu meounjukkan ketcrscdiaan pasar yang pmeusiaL 

Sementara itu, keinginan pemerintah uotuk menggalang dana lewat 

peningkatan penerimaau pajak mernang dikhawatirkan akan meourunkan 

inve.'itasi asing langsung. Akan tetapi, hasil penelitian mcmbuktikan bahwa 

pengaruh peningkalan usaha pcmerintah dalam mengintensifkan pcnerlmaan 

pajak terhadap invcstasi asing Iangsung tidak signifikan. Dengan demikian, 

pemerlntah harus lebih fokus tcrhadap pcrtumbuban ckonomi karena hal itu 

yang menjadi pertimbangan utama bagi investor asing. Pemberian inscntif di 
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bidang perpajakan, hams dilakukan dengan sangat sclcktif dan harus 

memperhitungkan kemungkinan polentiallost t!alam penerimaan pajak. 

Selain itu, pemerintah sangat diharapkan untuk memperhatikan 

pernbangunan infrnstruklur di Indonesia. Pembangunan infrastruktur 

rncrupakan modal utama yang harus dimiliki oleh suatu ocgara j ika ingin 

rncningkatkan jumlah investasi. Pemcrintab rliharapkan dapal meningkatkan 

serta meJakukan pernerataan pembangunan infrastruktur terutama di luar 

pula\1 JawtL Potensi sumber daya alam ynng dlmiliki oleh. daerah di luar 

pulau Jawa, lerutama potensi di daerah timur Indonesia yang melimpah, 

seharusnya dapa.t membuat investor semakin lertarlk untuk berinvestasl. 

Pemcrataan pembangunan infrastruktur bukan banya dilihat lJerdasarkan 

pembangunan daeralmya saja, akan letapi juga pcmerataan per sektor. 

Sc1ama ini pcmbangunan investasi untuk scktor transportasi lebih banyak 

diberikan pada scktor transportasi darat (sekitar 70% dari total budget 

pemcrintah unluk sektor transportasi), sehingga masih sangat dipcrlukan 

kebijakan pemcrintah yang sesuai dengan gcografis wilayahnya dan lebill 

meoingkatkan pembangunan pada sektor transporlasi laut dan udara. 
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5.1. Simpulan 

BABV 

SIMPULA~ DAN SARAN 

Berdasarkan basil pcnclilian sebagaimana diuraikan dalam bah scbelumnya, 

da.pat diperoleh simpulan sebagai berikut : 

!, Berdasarkan hasil analisis. atas data-data hasH peneiitian dikctahui bahwa 

bubungan aatura kebijakan pajak yang diwakili dengan Tax Effort 

dengan invcstasi asing langsung (FDI) menunjukkan hubungan yang 

negatif, tctapi pengaruhnya terhadap investasi asing langsung secara 

statistik lidak signifikan. Hal ini mengindikasikan Tax Effort yang 

dilakukan oleh pemcrintah memang berpengaruh menurunkan minat 

inve..«;tor untuk berinvestasi di Indonesia, namun pengaruhnya lidak 

signifikan. Hasil penelitian membuktJkau bahwa pengaruh pcningkatan 

nsaha pemerintah dalam mengintcnsifkan penerimaan pajak terhadap 

investasi asing langsung tidak sigoifikan. HasH ini sekaligus mencrima 

hipotesis penelitian (Ho) yang meogatakan bahwa kebijakan pajak tidak 

mempunyai peogaruh signifikan terhadup masuknya FDI ke In(Janesia. 

Oengan demikian, pcngaruh kebijakan pajak terhadap investasi asing 

langsung dapal diabaikan. 

2. Analisls data-data penclilian rncnunjukkan balJwa hubungan anlar-.:~­

faktor-faktor ekonmni (diwakili oleh GDP riil dan GDP per kapita) 

menunjukkan hubungan yang positif dan sangat berpengaruh terhadap 

investasi asing langsung. Dengt.~n demikian, besarnya market size 

Indonesia yang ditunjukkan dengau GOP riii dan GDP per kapit.a 

menjadi pertimbangan utama bag[ inves.lasi asing langsung untuk 

berinvcstasi di Indonesia. Hubungan antara faktor-faktor non-ekonomi 

( diwakili oleh infra;;;.truktur dan angkatan ketja) menunjukkan ha'\il yang 

berbcda. Hub\1ngan antara kelersediaan infrastruktur dengan investasi 

asing langs:ung menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan. Hal 

ini bewrti bahwa kelersedjaan infrastruktur yang memadai dapal 

mendorong investor untuk berinvesrasi di Indonesia. Pcngaruh 

keterscdiaan tcnaga kerja terhadap investasi asing [angsung juga 
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mcnunjukkan hubungan yang positif, namun sccara stalistik lidak 

signifikan. Hal ini mcngindikasikan bahwa ketersediaan tenaga kerja 

tidak mcnjadi perLimbangan utama bagi invc..>S:tor asing untuk bcrinve.stasi 

di Indonesia, namun karcna pcngaruhnya tidak signifikan, maka dapat 

diabaikan_ 

3. Hosil uji verifikasi model menunjukkan bahwa modef ini suduh balk 

karena variabel - variabel bebas yang digunakan dalam model ini yaitu 

Tax Effort, GDP, GDP per capita, infrastruktur, dan angkatan kcrja dapal 

menjelaskan variabcl terikat berupa masuknya investasi asing Iangsung 

ke Indonesia sebesar 96A9 %, sementam sisanya 0.45% dipcngaruhi oleh 

variabel lairmya di luar model. Kelemahan dari model ini adalab adanya 

dugaan terjadinya multikolinieritas antara variabel~variabel bebas yang 

diguoakan. Akan tetapi, hasil uji multikolinieritas yang diperoJeh dalam 

pcnelitian ini diabaikan dan tidak dilakukan pcrbaikan terhadap model 

yang digunakan. Hal ini sesuai pendapal di beberapa lileratur yang ada 

yang menyatakan bahwa muHikolinieritas adalah sebuah fenomena yang 

dapat berubah dari sampel ke sampel bahkan untuk spesifikasi yang 

serupa dari scbuah persamaan regresi, dan setiap perbaikan terhadap 

multikolinieritas memiliki sualu kekurangan, sehingga .sering lerjadi 

tindakan membiarkan saja atau tidak mcngambil tindakan apapun adalah 

pilihan yan:g bcnar. Selain ilu apabila model yang lerestimasi hanya 

digunakan unluk membual suatu ramalan (forecast). asalkan R2 masih 

cukup tinggi, maka model yang mengandtlng kolinieritas masih 

herman(aat. 

5.2. Saun 

Berdasarkan simpulan di aras, saran yang dapat diberikan adalah sebagai 

bcrikut: 

1. Faktor-fakl.or ekonomi rnenjadi pertimbangan utama untuk menarik 

investasi m;ing hlllgsung. Dengan demikian, pernerintah harus lcbih 

fokus terhadap kebijakan yang dapal meningkatkan perlumbuhan 

ekonomi. Hal ini dlkarenakan hal tersebut merupakan pertimbangan 

utama bagi investor asing. 
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2, Kcbijakan pajak selama ini dianggap sebagai faktor penghambat 

investasl. Hal m• membuat pemerintah menciptakan berbagai 

kemudahan dalam aturan perpajakan yang ditujukan untuk mendorong 

inveslasi asing langsung masuk ke Indonesia. Berdasarkan hasif 

penelitian dikelahui bahwa pcngaruh penirtgkalan usaha pcmerintah 

dalam mengintcnsifkan penc:rimaan pajak terhadap inveslasi as!ng 

langsung tidak signifikan, sehingga dengan kata Jain pengaruh keb.ijakan 

pajak terhadap investasi asing langsung dapat diabaikan. Oleh karena ilu 

disarankan agar kebijakan pajak yang berupa kemudahan-kertmdahan 

sepeni pcmberian inscntif di bidang perpajakan, hams dilakukan dcngan 

sangat selektif dan harus memperhitungkan kemungkinan potential losl 

penerimaan pajak. Hal ini disebabkan karena kebijakan pajak memang 

dapat mempengaruhi hasrat investor untuk berinvestasi, namun tcrnyata 

pengaruhnya tidak signifikan, dan mengingat bahwa pencrimaan pajak 

masih sangat diharapkan untuk membiayaj anggal'an pemerintah. 

3. Pemerintal1 diharapkan dapat meningkatkan kebijakan pembangunan 

infrastruktur di tanah air. Oleh karena itu disarankan agar dilakukan 

terus-menerus pemerataan pembangunan infrdstruk:tur lerutama di 

dacrah luar Jawa, mengingat sumber daya alam yang dimiliki daeruh di 

luar Jawa yang melirnpahl sehingga investor semakin tertarik 

berinvcslasi di Indonesia. 

4. Dalam penelitian selanjutnya direkomcndasikan unluk dilakukan 

lransformasi variabel-variabel bcbas atau dilakuka.n model persamaan 

simultan untuk mengatasi kelemahan dalam model yang digunakan 

daJarn penelitian ini. 
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Lampiran 1 

LAMPJRAN I 
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 1 TAHUN 2007 
TANGGAL 2 JANUARl 2007 

BIOANG USAHA TERTENTU 

KLSI 
(KLAS!F!KAS! 

BIDANG 
LAPANGAN 

US AHA 

CAKUPAN PRODUK 

1. Kelompok lndustri Makanan 
lainnya 

INDONESJAL __ ·== ---···-::=:1 
15497 Industri Penyedap Masakan Kimia 

Lainnya 
; Industrl Bumhu Masak dan 
Penyedap Masakan 

~·~~=~=~~~c+---1 2. Kelompok Industri Tekstil 
' dan Industri Pakaian Jadi 

a. lndustri Persiapan Serat 17111 
Tekstil 

tL Industri Persiapan Serat 17111 dan 
Teksti! dan lndustri 
Pemintalan Benang dan 
Industri Pertenunan (Ke.::uali 17112 dan 
Pertenunan Karung Gonl dan, 17114 
Karung Lainnya) 

c. Industri Persiapan Serat 17111 dan 
Tekstil dan Industri 17112 dan 
Pemintalan Benang dan 17114 dan 
lndl!Stri Pertenunan (kecuali 17122 dan 
Pertenunan Karung Goni dan atau 17123 
Karung Lainnya} dan 
Industri Penyempumaan 
Kain dan/atau Industri 
Pencetakan Kaln 

d. lndustri Persiapan Serat 17111 dan 
Tekstll dan Industri 17112 dan 
Pemlntalan Benang dan 17114 dan 
tndustri Pertenunan (kecuali 18101 
Pertenunan Karung Gonl dan • 

i Karung Lainnya) dan 

(Khusus.nya yang menghasilkan 
nvdeotide (IMP, GMP) dan 
menggunakan proses bioteknologi 
d€ngan bahan baku dari has!l] 
[}€rtanian) 

Serat Rami Terintegmsi (kapasitas 
minJmal 2.000 ton/tahun benang 
raml) 
Serat Sutera Terintegnlsl 
(kapasitas minimal 2.000 
ton/tahun benang sutera) 

Industn P'ersiapan Serat Tekstil dan 
Pemintalan benang dan industri 
Pertenunan Khusus ATM 

(Industri Tektll Terpadu) 
(Minima/1,000 Tenaga Kerja) 

Industri Persiapan Serat Tektil Dan 
Industri Pemintalan Benang Dan 
Industri Pertenunan Khusus ATM Dan 
Industrl Penyempurnaan Kain Dan 
Atau Industn Pencetakan Kain 
(lndustrl Tekstil Terpadu) 
(Minimal LOGO Tenaga Kerja) 

Industri Persiapan Serat Tekstil dan 
Pemintalan Benaog dan lndustri 
pertenunan khusus ATM dan lndustri 
Pakaian Jadl dari Tekstil dan 
Perlengkapaonya (lndustri Tekstil 
Terpadu) 
(Minimaf 1.000 Tenaga Kerja) 

: 

I 

L 
Industri Pakaian Jadi dari 
Tekstil dan 
Perlengkapannya. 

e. lndustri Pertenunan (Kecuah 17114 dan lndustri Pertenunan Khusus ATM dan 
.. Pertemrnan K~.run Gonl dan 1~;!0--.l,_ __ ...celfl.Q!.Jstri Pak9:]~m Jadi dan 
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-

3. 

Karung Lainnya) dan 
lndustri Pakaian Jadi dari 
Tekstil dan 
Perlengkapannya. 

Kelompok Industri Bubur 
Kertas (Pulp), Kertas dan 
Kertas Karton/Paper Board 
a. Industri Bubur Kertas (Pulp) 21011 
b. Industri Kertas Budaya 21012 

c. lndustri Kertas Industri 21015 

4. Kelompok Industri Bahan 
Kimia Industri 

5. 

6. 

a. Industri Kimia Oasar 24111 
Anorganik Khlor dan Alkali 

b. Industri Kimia Dasar 24114 
Anorganik Lainnya 

c. Industri Kimia Dasar 24115 
Organik yang bersumber 
dari Hasil Pertanian 

d. Industri Kimia Dasar 24117 
Organik yang Bersumber 
dari Minyak bumi, Gas bumi 
dan Batubara. 

e. Industri Kimia Oasar 24119 
Organik Lainnya 

f. Industri Karet Buatan 24132 

Kelompok Industri Barang­
Barang Kimia Lainnya 
Industri Bahan Farmasi 24231 

Kelompok Industri Karet 

Perlengkapannya (lndustri Tekstil 
Terpadu) 
(Minima/1.000 Tenaga Kerja) 

*) (Terintegrasi dengan HTI) 
*) (Terintegrasi dengan Industri 
Bubur Kertas) 
*) (Terintegrasi dengan Industri 
Bubur Kertas) 

Industri Garam Industri (Kadar 
NaCI Minimal 96%) 
Natrium Karbonat (Na2C03) 
White Carbon 

Industri Oleokimian (Industri 
Turunan Fatty Acid, Fatty Alcohol 
dan Glycerin) 
lndustri Bioenergi 
biodiesel, biooil,dan 
anhidrat 

(Industri 
bioetanol 

- lndustri Biolube 

-

-

Ethylene, Propylene dan Butadiene 
serta yang terintegrasi dengan 
turunannya 
Benzene, Xylene dan Toluene 
serta yang terintegrasi dengan 
turunannya 

- Ammonia yang terintegrasi 
dengan Amonium Nitrate atau 
Asam Nitrate 

- caprolactam 
Modified Diethanol Amine (MDEA) 

Karet Teknis Buatan 

Senyawa Derivat Statin 
Para Amino Fenol 
Sefalosporin 
Rifampisin 
Kloramfenicol dan Derivatnya 
Amoksisilin 
Ampisilin 
Vitamin 81 
Vitamin C 
Bahan Baku Farmasi yang 
diperoleh dengan proses 
bioteknologi. 
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dan Barang daf'i Karet 
--,-----

Industfi Barang-Barang dari 25192 *) 
Karet untuk Keperluao lndustri 

7. l Kelompok Industri Barang~ 
l Sarang dari Potselin 
Industn Alat Laboratorium dan 26203 ") 
Alat Listlik/Teknik dari Porselln 

f·s:- Kelompok Industri Logam 
Dasar Besi dan Baja 
a. Industri Besi dan Baja Dasar 27101 

{Iran and Steel Making) 

b. lndustri Besl dan Baja Dasar 2:7101 
{Iron and Stee! Makfng) s/d 27102 
Iodustri Penggillngan Baja 
{Steer Rolling) 

··----

lndustri Pellet Bijih Besi (Pengo!ahan 
Bijih Best) 

S/d/Industri Pembuatan Besi dan Baja 
• dalam Beotul< Oasar sampai 
Penggi!ingan Baja {lndustrl Baja 
Terintegrasi Proses Kontinyu) 
(Proses kontinyu mulai dar/ : 
- Steel making sampai dengan 

produk !embaran {plate/sheet) 
~ Steel making sampai dengan 

produk batangan (steel bar/wire 
rod) 

9. =:-;:=:=c--;-::cc=-1 --·---+-~········-···-·----­Kelompok Industrl Logam 
Dasar Bukan Besi 
a. Industri Pembuatan Logam 

Dasar Bukan Besi 
b. Industri Penggilingan Logam 

8ukan Besf 

27201 

27202 

; c. Jndustri Ekstruksl logam 27203 
Bukan Besi 

d, Industri Pipa dan 27204 
Sambungan Pipa dari Logam 
Bukan Besi dan Baja 

10. KeJompok Industri Mesin 
dan Perlengkapannya 
a. Industri Mesin Uap, Turbin 291:1.1 

dan Kincir 
b. Industri Motor Pembakaran 29112 

Dalam 

c. Industri 
Kompresor 

Pompa dan 29120 

d, lndustri Mesin/Peralatan 29221 
untuk 
Pengo!ahan;Penge!jaan 
Log am 

... _ e. Industri t.'Jesin Tekstil 29263 

Industri Ingot Alumunium 
(Aiumunium Smelting} 
Industri PeJat Tembaga, Sheet 
(Lembaran) Tembaga, Industrf 
I Pembuatan Kawat Logam (Wire 
;rembaga) 
l (Kapasitas => 5.000 ron) 
llndustri Ekstruksi Tembaga dan 
Paduannya {!"Od) 
(Kapasitas > 10.000 ton) 
lndustrl Tube, Pipa dari Tembaga dan 
Paduannya 
(Kapasitas > 10.000 ton) 

lndustri Turbin Uap, Turbin Gas 

Industri Motor Diesel (Industri Motor 
Diesel Stationer dengan daya > 100 
HP) 
• Jndustri pompa air (Pompa Cairan 

Kimia) 
- industr! kompresor udara dan gas 

(Industri kompresor angin dengan 
daya > 10 HP) 

Industri Mesin Perkakas pengerjaan 
log am 

Industri Mesln TekstU 

Pengaruh Kebijakan..., Anggrainy, FISIP UI, 2009



- f. Industri Mesin·Mesin 29299 

11. 

112. 

I 
I 

Industri Khusus lainnya 

Kelompok lndustri 
Listrik, Gerterator, 
Transformator 
a. Industri Motor Ustrik 

Motor 
dan 

31101 

b. Industri Mesio Pembangklt 31102 
listrik 

Kelompok Industrf Kimia 
Elektronika dan Telematika 
a. Illdustri Mesin Kantor, 30003 

Komputas1 dan Akuntansi 
Elektronik 

b, Iodustri Lampu Tabung Gas 31502 
(Lampu Pembuang listtik} 

c. Industri Tabung dan Katup 32100 
Elektronik serta kompooen 
elektronik lainnya 

d. Industri alat transmisi dan 32200 
alat komunikasi 

e. Industri radio, televlsi, alat- 32300 
alat rekaman suara dan 
gambar, dan sejenisnya. 

f. Industri kamera Fotografi 33203 

Injection Moulding Machine 

lndustri Motor Listrik, dengan daya > 
375 KW 
Industri Generator Ustrik, dengan 
daya > 375 KV A 

flashDisk, MP3, MP4, Mpeg/Digltal 
Player, peralatan kedokteran digital 
(MRI), printer jenis laser jet dan desk 
jet 

Lampu Hemat Energi {LHE) 
terintegrasi dengan komponennya. 

Assesoris untuk t-1P3 dan MP4, CRT 
untuk TV benNama Flat, lCD, Plasma, 
Integrated Circuit (IC), Mother 6oard, 
Smart Card, Compressor untuk AC 
dan Kulkas, Motor untuk alat listrik 
rumah tangga 

*) 

! 
TV LCD, TV Plasma, HD TV, CCTV, 1 

1 Rear Projection, High DVD, i 
1 Conference system, Audio Ampllfier 1 

I*) I 
g. Iodostri Jasa Konsultasl 72200 *) 

piranti lunak 

13. Kelompok Industri Alat 

-

Angkut Oarat 
a. Industri Mesln/Pera!atan 29221 

untok 
Pengolahan/Pengeljaan 
Log am 

b. l!idustri kendaraan bermotor 34100 
roda empat atau lebih 

c. lndustri perlengkapan dan 34300 
komponen kendaraan 
bermotor roda empat atau 
lebih 

Mould dan Dies, Jig dan fixture 

*) 

- Engine dan engine part 
(kese!uruhan engine secara utuh 
termasuk komponennya ant.:;ra [ain 
. Karburator dan bagiannya, 
Cylinder Block, Cylinder Liner, 
Cylinder Head, dan Head Cover, 
Piston, Ring Piston, dan Crank 
Case, Crank Shaft Connecting rod 

i dll) 

i- Brake System, Axle & Propeller 
Sharlt, Transmisslon/Ciucth 
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d. Industri Komponen dan 
Per!engkapan Sepeda Motor 
dan sejerrisnya 

114. Kelontpok Industri 
Pembuatan dan Perbaikan ~ 
Kapal dan Perahu . 

' a. Industn Kapai/Perahu 
b. Industri peralatan dan 

perlengkapan kapal 

15. Industrl Pembuatan Logam 

' , Oasar Bukan Besi 

LL 

35912 

35111 
35112 

27201 

System, Steering gear 
tnjector, Water Pump, Oil Pump, 
Fuel Pump 
Forging component, Die Casting 
component, Stamping Part 
Engine dan Eng·u"le Part 
Die casting component. Brake 
system 
Transmission system 

Kapal di atas 50.000 DWT 
•) 

Chemical Grade Alumina 
Pemurnian Nikel secara 
Hidrometalurgi 
Pengolahan dan pemurnlan timah 
hitam 
Pengolahan dan pemurnian scng 

Keterangan . *) Semua b1dang usaha yang termasuk dalam KBLl yang 
bersangkutan. 

Sa!inan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT NEGARA Rl 

Kepala Biro Peraturan Perundang­
undangan 

Bldang Perekonomtan dan lndustri, 

ttd. 

M. SAPTA MUR"ff, SH.,MA,MKn 

PRESIDEN REPUBUK INDONESIA, 

ttd 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 
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LAMPIRAN II 
PERATURAN PEMERINTAH REPUBUK INDONESIA 
NOMOR 1 TAHUN 2007 
TANGGAL 2 JANUARI 2007 

BIDANG USAHA TERTENTU DAN DAERAH TERTENTU 

NO. BIDANG USAHA 

1. Kelompok lndustri 
Pengolahan Makanan 
Industri Pengalengan ikan 
dan biota perairan lainnya 

2. Kelompok Industri 
Pengolahan SDA berbasis 
Agro 

KLBI 
(KLASIFIKASI 

BIDANG 
LAPANGAN 

USAHA 
INDONESIA) 
15121 

a. Industri minyak goreng 15143 
dari minyak kelapa 

b. Industri berbagai macam 15322 
tepung dari padi-padian, 
biji-bijian, kacang­
kacangan, umbi-umbian, 
dan sejenisnya 

c. Industri gula pasir 

d. Industri gula lainnya 

e. Industri Persiapan Serat 
Tekstil 

15421 

15423 

17111 

CAKUPAN 
PRODUK DAERAH/PROVINSI 

*) Maluku, Maluku Utara, 
Papua, Irian Jaya Barat, 
Sulawesi Utara, 
Sulawesi Selatan, 
Sulawesi Tengah, 
Sulawesi Tenggara, 
Sulawesi Barat, 
Gorontalo 

*) (Harus Sulawesi 
terintegrasi Sulawesi 
usaha Sulawesi 
budidaya) Sulawesi 

Sulawesi 
Gorontalo 

Tepung dari Sulawesi 
jagung 
(Harus 
terintegrasi 
usaha 
budidaya) 

Sulawesi 
Sulawesi 
Sulawesi 
Sulawesi 
Gorontalo 

Gula pasir Di luar Jawa 
dari tebu 
(Kapasitas 
minimal 
70.000 ton 
gulajtahun, 
terintegrasi 
usaha 
budidaya) 

Gula dari Di luar Jawa 
ubi kayu 
(Harus 
terintegrasi 
usaha budi 
daya) 

Serat Sulawesi 
Kapas Sulawesi 
Harus Sulawesi 

Utara, 
Selatan, 
Tengah, 

Tenggara, 
Barat, 

Utara, 
Selatan, 
Tengah, 

Tenggara, 
Barat, 

Utara, 
Selatan, 
Tenqah 
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Terintegrasi 
usaha 
bvdidaya 
minimal 
500 ha) 

Sulawesi Tenggara, 
Barat, 

Nus a 
Nus a 

Sulawesi 
Gorontalo, 
Tenggara Barat, 

'Tenggara Tirnur 

"3'"."'"Ko-el_o_m_p_ok·····---ci-n_,d-u-st~r~i+2~i0-2o-·--f••'J ----f;;o"; l;;;u;;:a,;-J;-;a=w·;;a;-----t 
Kemasan dan Kotak dari 
Kertas dan Karton 
Industrl kemasan dan kotak 
dari kertas dan karton 

~ Kelompok Industri Barang 2S205 
daoi Plastik 
Industri Kemasan cfari Plastik 

5. Kelompok Industri Semen, 26411 
Kapur, dan Gips 
Industrl Semen 

:-----1~7.:::'=--·--t *} Di Juar Jewa 

' I 
1 Papua, lrian Jaya Barat, 
Maluku, Maluku Utara, 
Sulawesi Utara, Nusa 
T enggara Bar at 

•6. 
--=--~--J-........ _ .. -+---1---­

Kejompok Industri 

7. 

8. 

Furnitur 
a. lndustri Furnitur darl kayu 

, b. Industrr Furn!tur dari 
1 rotan, dan atau bambu 

36101 
36102 

c~c-c::-::.:1--··· Penangkapan Ikan dl Laut 05011 
dan Pengolahannya dan 
(Usaha Terpadu} 15121 
- Pengalengan s/d 

, - Penggaraman f 
: Pengeringan 
' w Pengasapan 

w Pembekuan 
w Pemlndangan 
w Pengolahan 1 Pengawetan 

lainnya 

Penangkapan Crustacea 
: Laut dan Pengotahannya 
~ {Usaha Terpadu) 
, - Pengalengan 

15129 

05012 
dan 
15121 
s/d 
15129 

- Tuna 

- Cakalang 

- Hiu I 
Cucut 

- Layur 
- Tenggiri 
- Lumuru 
- Bawal 

~ Kakap 
Merah 

- Udang 
- Kepiting 

~ Lobster 

L___ - PenggaramanfPengeringan L______.....·---·- - Rajungan 

Di luar Jawa 
Di luar Jawa 

Provlnsi yang 
berbatasan dengan 
Samudera Hindia : 
~ Nanggroe Aceh 

Darussalam; 
~ Sumatera Utara; 

Sumatera Barat; 
Bengku!u; 
Lampung; 
Banten; 

Jawa aarat; 

Jawa Tengah; 
DI Yogyakarta ... 
Bali; 
Nusa Tenggara 
Barat; 
Nusa Tenggara 
Trmur; 
Ma!uku; 
Papua. 

Provinsi yang 
berbatasan dengan 
Samudera Him:Ha : 
~ Naoggroe Aceh 

Darussalam; 
- Sumatera utara; 
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Pengasapan 
Pembekuan 
Pemindangan 
Pengolahan I Pengawetan 
ralnnya 

-
I 
' L 
j -
' 

Sumatera Bar.;~t; 
6engkulu; 
Lampung; 
Banten; 

Jawa Barat; 
Jawa Tengah; 
or Yogjakarta; 
Jawa Timur, 
Bali; 
Nusa Tenggara 
Barat; 
Nusa Tenggara 
Timur, 
Maluku; 
Papua. 

------------
9. Panang 

laut d 
(Usaha 

Peng 

kapan Mollusca 05013 - Cumi Provinsi yang) 
an Pengolahannya 
Terpadu) 

alengan 

garaman I 
eringan 
asapan 

Peng 
Peng 
Peng 
Pem 
Pem 
Peng 
lainn 

bekuan 
indaogan 
o!ahan I Pengawetan 
ya 

dan - Sotong 
15121 
S/d - Teripang 
15129 

- Ubur-
ubur 

I 
' ' I 
' 

berbatasan dengan 
Samudera Hindia : 
- Nanggroe Aceh 

Darussalam; 
- Sumatera Utara; 

- Sumatera Barat; . Bengkulu; . Lampung; 
- Banten; 

- )awa Barat; 
1- )awa Tengah; 
' ' - DI Yogjakarta; 
- Jawa Timur; 
- Bali; 
- Nusa Tenggara Barat; 
- Nusa Tenggara 

Timur; 
- Maluku; 
- Papua, 

Keterangan: *) Semm~ b1dang usaha yaog termasuk dalam KBU yang 
bersangkutan, 

Saltnan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT NEGARA RI 

Kepala Biro Peraturan Pcrundang­
undangan 

Bldang Perekonomian dan Industri, 

ttd. 

M. SAPTA MURTI, SH.,MA,MKn 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd 

OR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

I 
' ' ' 
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2 

Lampiran 2 

REAUSASI INVESTASI PMA MENURUT NEGARA 
1 Ja:nuuri 1990 s/d 3l Desember 2007 

200,00 

53.76 

, ____ _ 
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4 --~~~ya _ .. ·-~---··· 1 192.50 
~ 

5 Kongo 1 _i3~ r--~~- ~~~~~~~-- ---·---
6 Liberia 12 310,~:~ - - •.... 
7 Libia 3 2,73L18 -------
8 Mali 5 628.87 

9 Maurilinia 2 1,362-50 ------------- ----------~ --~ ------"" 

10 Mauritius 44.0 3,951,610.02 ----- ~----- --------
11 Mesir 3 4~0~ -
12 Nigeria 1 654.94 

13 ~~r.cbel 5 587,886. t--1-
14 Tanzania 8 82,135.1! ------

~1J;lTRALIA 
1 Australia 264 

---~ 2 Fiji l 
------- ---·--

3 Samoa 2 319.64 
4 Selandia Baru 15 11,235.23 
5 Vanuatu 1 142.00 

--·------- ........ ___ ·····-··· 
AMERIKA 

---~ c-:: ------- -·- --- . 
1 Amerika Scrikat 384.11 7,206,962.63 
~ -·----

2 Argemina 1 100.00 -· -~ 

3 Bahamas 6 172,214.62_ 
~~~~~ ----

4 Bermuda 3 5,639.28 
5 Brasil 2 165,085.16 

t-
6 Cayman Isl!ind_ 1 19,200.04 

---~---

7 Kanada 36 28,692.12 .. 
8 Mek..;;iko 3 450.00 

------------

9 Panama 30 383,679.50 

------···· --·-
EROPA 

1 Austria 16 20,177.31 .. 
2 belanda 275 3,870,382.85 
3 Bclgia 51 330,401.51 ... 
4 Cekoslowakia 2 381.40 

···--·· 
5 Czech Republic 1 170.00 

6 Denmark 22 37,143.28 
------------
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--~-···-·-·--

7 P:inlandia .cl"l+-----··--2=.1._,,._77..,I~.I"'OCI 
___ R_-J..'H"'u"'n'liga:;:>"'ia:___ -----J----~1+--··--=-=c-c-4~0"0:;:.0~0~ 
__ 9_ lnggeris 438 __ ,_,7,719_~ 
>.---"10·~-1-"'lr.l~a"'nd"'ia _____ f------72+ ____ . ___ 7,5!2.90 

ll lslaodia 2 697.00 
-~_1_2 ___ -1-!l;c:tal::_i ___ 45 613,605.8_8 

l--"13z._-l~J~erm!"!"an'.'~cp. Federasj 204 1,189_,8?~ 
__ 14 Jib;altar:__ __________ ---cl-t-------c I,SOOJ_Jg. 

15 Luxemburg 6 502,5~~ 

_16 Norwcgia ··--+-- "1;:4~--- 43,110.79 
17 ncis 126 1,041,453.97 

1- _ _,18~--1-~P_;:o~lan"'d~ia~ 1 100.00 ----+ 19 Rusia 1 110.00 
~~~---~---~~--

__ 20 __ . ~llaodia i-i----1 +----- 3,000.00 
21 So'anyol ____ +------c:c9+·--·-·-----'13,I99.22 

I----::2~2 __ '""Sw:;:ed~ia, _____ --ii---:Cl~5+------;'2;_-3,494.55 
23 Swiss -~f----1"-0':'8+-------6"'6"1"c,4"7"-5".2._::-10 

_24_ Yunani ··-----~---- _1 __ ~ f----- __ 1_,736,_11_ 

=-c----.. -------c-=-c+---~ 
I----1-!N_,e~ara Lainoy,a:__ __ +- _...c'.!l•c::22!:5'4---------"18,430,270.90 

TOTAL 8,244 94,024,532.59 

Sumbcr : BKPM 
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1976 

2000 

Lampiran 3 

PERKliMilANGAl'i PF.RSETU,JUAN RENCANA INVEST AS! 
1967/1968 • 31 DES EMBER 2007 

14,414.1 

60,729.6 

119,32(L5 
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~- -··· 
1999 239 53,930.8 1,179 10,894.3 
200U 416 95,816,(1 1,613 16,039.8 

····--·---··· ____ .... 

2001 273 60,002.0 1,390 16,375.4 

2002 198 26,300.~ 1,253 9,99Ll-
2003 236 55,832.1 1,246 14,30U.8 

'' 

2004 206 44,801.7 1,253 _10,470:1_ -
~·· 

2005 218 50,577.3 1,64~ 13,~~ 
2006 22) 162,767.2 !,7!8 15,659.1 

~ 

2007 272 188,876.3 1,976 40,145.3 
·-

Catatan: 
1 Diluar invcs[a.si sekior minyak & Gas Bumi, Perbnnkan, Lcmbaga Keuangan 

Non Bank, Asuransi, Sewn Guoa Usaha, Perlambnngan dalam rangka 
Kontrak Karya, Perjanjian K<irya Pengusahaan Pcrtambangan Batubara, 

Investasi yang perizinannya dikeluarkatl oleh instansi tcknis/sellorat investasi 
porlofoiio (pasar modal) dan invcstasi rumah tangga 

2 Proyck: Jumlah proyck = Proyek Baru + Alih Status 
3 
4 
5 

Nilui : Rencana Nilai lnvesta:>i = Proyek Baru + Perluasan + Alih Status 
Tidrtk tcrmasuk data 1 (satu) persetujuan rcncana invc.<>lui<ii PMON yang 

Data tahun 2002 s.d 2004 beruhah dari data BKPM pcriode November 2007 

disebabkan bulan Desembcr 2007 BKPM menerima Surat Persctujuan 
Rencana Inveslasi yang ditcrbitkan oleh daerall dan validasi data 

6 Data scmenlara, Lermasuk da!a perselujuan rencarm inveslasi yang 
d[keluarkan oleh daerah yang diterima BKPM sampai dcngan 31 Desember 
2007 

Sumhr.:r : BKPM 
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Catalan: 

PERKEMBANGAN REALISASIINVESTASI 
TAHUN !990 -31 DESEMBER2008 

1 Diluar investasi Scklor Minyak & Gas Bumi, Perbankan, 
2 Proyck: Jumlab lzin Usaha Tetap yang dikeluarkan 
3 Data sementara, termasuk Izin Usaha Tctap yang dikeluarkan 

oleh daernh yang dilerim!l BKPM sampaidengan 31 
Dcscmber 2008 

Lampiran 4 
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Lampiran 5 

DATA PENERIMAAN PAIAK 
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··~·· 
.~. 

H.EPELITA V 
1989/9() 5,487. 7t1 5,336.10 1.587.00 1,476JID i7L50 590.40 275,50 15,42~ 

·~· 
, 

1990/91 (>,755.30 7,462.70 2,~~~70 __ !,911.3!) 44.20 81!.00 243.50 19,719.70 
.~. 

··~= 1991/92 ~,580.40 8,926.10 2.o::uo 2,22~UO 18.80 874.60 302.60 24,058.40 .. _ 
·-~-· 

, 

1992193 11,912.60 10,714.40 2,~-~~.:20 2,3/ID.SO 8.50 1,100.60 359.90 29,129.00 
·····-~---·- ---~·· 

1993i94 15,273.10 12,282.30 2,888.10 2,55950 13.50 !·5~_,30 285.30 34,836,10 
·-·~· 

3:153.30 1994/95 1~,764.H~. 16,544.80 3,900.10 130.60 1,647.30 301.90 44,442.10 
1995i96 21,012.00 18,519.40 3,~~?..:40 3,592.70 186.10 1,893.90 452.80 48,686.30 
1996/97 27,062.10 20,351.20 2,578.90 4,262.80 81.00 2,413.20 590.70 57,339.90 
1997/98 34,338.30 25,198.80 2,998.70 5,JOL20 128.50 2,640.90 477.80 70,934.20 
1998/99 55,944.30 27,so:uo 2,305.60 7,732.90 4,630.20 3,5~~:?0 413.00 102,3~~.5~ 

E91201){)_ .2~72900 33,087.00 4,177.00 .10,3&1.20 35&.60 4,107.30 610.90 [25,9.51.00 
·-~ -- ·---

2000 :1) 57,073.00 35,23LSO 6,697.10 ll,2S6.60 331.20 4,456.10 836.70 115,912.50 
t=;~· 

94,576.00 55,957.00 9,025.80 17,394.!~-- 541.20 6,662.90 1,383.90 185,540.90 2001 
2002 101,873.50 65,153.00 10,~44.40 23,188.60 23I.OO 7,8~7)0 1,469.3U 210,087.50 
2003 115,015.60 n,mn.so 10,884.60_ - 26,277.20 229.70 10,905.30 1,654.30 242.,048.20 
~=;~· 
2004 119,514.50 102,572.7~ 12,444.00 29,!7250 '297.80 14,685.20 1,872.10 280,558.8{} 

2005 175,541.20 101,295.80 14,9~~-.:;g. ---~-?,256.20 318.20 19,(i48,60 2,050.30 347,031.20 
~" 
2006 20S,833.10 123,035,90 12,14(1.40 37,772.10 1,09!.10 24,043.00 2,287.40 409,203.00 
2007 238,430.90 154,526.80 16,699.40 4'1,679.50 4,237.40 29,676.90 2,737.70 490,988.60 

Ketcrnngan : 
1 Sampai dcngao mhun1983,ti9S4, tcrdiri dar! pajak pendapa!an, pajnk persero:m, MPO dan PBDR 

Sejak talluo 1999!2000 termasuk PPh Miga:; 
2 SampRi dengan 1984/1985, ierdiri dnri pajak pcnjuahm t!an pajak pcnjuallln impor 
3 Sump;,i UenWtn 1984/1985, u:rditi dari lpeda d.1n pajak kckayaan 

Sejak tahun 1998/1999 tennasuk lWHTU 
4 Terdiri t!ari pcnerimaan Bea Mctcrai dan ilea Lclang 
5 Pcriodc I April sampai dungan 31 Desernber 2000 (9 bulan) 

SumbC!: 
Data tahun 196911970: Nma Kcuangan dan APBN Tahun 1995!1996 hal82 (DcparLcmcn Kmmngan Rl) 
Data tahun 1994{1995 sampai dengan JU07 ; Daln Pokok APBN 2008- 2009 haL 3 (Dcpar!cmcn Kcuung<Jn Rl) 
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Tahun 
Jnvcswsi 

(Mllyar R[J.) 

1967 18,95 

1---'1968 79,48 

1--------'-~6?1-----"'"''""'63 
1--------19721---'"''"'·" 
f---'~9.,7, I ________ 1~2=2~, 1~2'-1 

~_97~ 1----'-'"' ·='''-1 
---"""'"131-----"140,4 8 

-----'""'"'41----.!~ 
1975 478,87 ___ C"-'J------"'~'j 

-- ___ _.1 '"""'61----_l~ 
1977 77,73 

1978 98,36 

1979 - 106,65 

19!!0 675,81 

1981 466,88 

1982 1.871,06 

----"""'"'j· -- --~:~§22i 
1---'-""''"''1----- 1.237,13 

1985 1.033,17 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1.744,57 

3.194,02 

7.::J94.00 

8.743,5'-l 

18.043,11 

199\ 17.641,75 

_1 ·~"~''1---'2 J .3~8.91 __ 

-~1~99~3'1-__ !_~.~~ 
1--~''-"'"'1-- __ 52.997 ,56 

-~1~99~5'1-_'9~~~ 
1996 70.560,87 

1--'-
19
'-'
97

1---"
15

"'
6
"'•
5
'-'
45
"'

5
"

1
-1 

1998 10~:~?0,88 

--·- _1'_'9,_99']__"'8~-·-!~Q~ 

Lampiran 6 

DATA VARIABEL YANG DlTEL!Tl 

lnllasi 
GIJl' R.iil GDP per Panjang Angkatan 

(Milyar Rp.) kapita riil ( Jalan (ribu Kcrja (iuta 
mil ;n R Kn1.\ or"\ 

Tax Effort 

0,09 1,12 375.805 0,0027 83 41.365 

o.o7 1---'o.,.,s'"s+--'4"18""·923 _ _Jl!~ -~ --~~~ 
o,o7 I--~"~·~""-+-_:::44_9._2!_Q_ _____ o_,o_o_Jo_ 64 44._!2_6_ 

o.o7 l--~'~'·~o'_'+---"'49_;u?_Q__ ______ o_,o_o_32_ -----~'!-. --~~_.?6_9_ 
0,07 O,G2 521.264 ____ 0,0033 89 47.104 

0,08 0,26 564.0~~- . _0,003~f---?~. -- 49.917_ 
0,07 0,?7 619.272 0,0038 98 52.110 

I---"~"--~-
0,07 ___ _,0"',3"3 f---"63"c5'c.5>06".1 -j---"0>',0"'0"-39'-f-_ _.IO"c1'-f-_5":4~.4:"9<CO'i 

o,o? 1 __ _.o"'·''"'o 1 __ 6,-6:-c'·'C:6"-"'-l--o"'.~oo"'"'+----"":-'+~':='-"-'CC6-'-17 
0,08 ____ o_,,,,_1 __ _.o~7~9-~Bo~3'-l-~u~.u~o"''~'-l--_c12"2'-l--~"'-·~'=''"-l 
o,o8 ----"o"-'·'o.'+-~7_.,2o"-.'"''"'+--'o.,..o,.,o,..•.,., +--~1"'23"-+-"-""'-"-''"''-l 
o,o7 ___ _.o .... o"-'7+--'''"o"'s.,_4 <e' o'-f-_.oo_.o"'o"''"'-1---'"'"' -1---"6-'L"''"""-l 

0,06 , ____ 0~ •• ~2~2+-_ _.8~6~0-:"00"'0+-~"~·""'0~5~1 +----'"~'+-"62=-='=""-J 
o,os 1 ___ o~.~1:"6-l--~'~'~'-~55~''-l--~o~.o~o~s~4-l----""~6'-f--~"~-~·~ss"-l 
o,os f-__ o:"·~o,_7-l---''~-o~2~7-~7o"'''-l--~o~.o~o~s"s-l---"""''+-""'--~'=25"-l 
0,06 0,10 1.041.024 0,0057 168 65.162 

0,06 0~,1_,1'-f--~L~I<~8~.4~3"-3-j--'0~,0"'0~6~1'-f----'1:"88"-f--'6~5_,.8~9:"8~ 

o,o7 ____ _.o~.o~'+-~'-~'~"~-o~o~4'1-_:"u.~o~o6~3'-l---1~'~'+-''"''~-s~s~7'-l 
0,08 0,04 1.236.417 0,0065 207 67.468 

0,08 0,09 1.299.384 0,0067 224 70.061 

o.o8 l---o=·~o='+---''~-'"''='-='="'-c-""~·o=o.,•=•+----"'""'7+--'7~2._.2_.3."-13 
0,09 O,O::J 1.419.158 0,0071 255 74.923 

0,10 0,06 1.545.1~0 __ ---- ~0~,0~0~7"6-1----="~1+-~75"_·~·~9'-+7 
0,11 0,10 1.641.271 0,0081 289 77.802 - ---- .- .. - -- ----------- ----- --- ---------·-
0,11 f---- _0~~ - . J.E_3_:8Q_~ --- --~·008~ -- -- -~-!2_- _____ _.:?~:~56 
0,12 1------ 0,05 -- 1.842~~t--- 0,0090 325 - 80.0_~_!__ 
0,12 1------- 0, I 0 1.955.668 0,0094 345 81.446 

0,11 " ----0,09 2.090.466 0,0099 357 85.339 
0,11 O,Q9 2.205.910 0,0102 327 86.361 

0,11 0,07 2.360.134 0,0109 ]36 

0,11 0,11 2.445.775 0,0112 341 

0,11 0,78 2.189.187 0,0~9?_ ---- 355 

88.817 

90.110 

92.161 

o,o9 L____Q~o~-'---"'·.c13"'o"".s"'7o"-'-_:"o.~o"oo,.7:.L_--"'35"6'-'--''=4'-.3"''"'-' 
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2ll!JO 135,07U6 0.11 UJi!.l 2,245,013 0.0101 J5(, 95,651 
··-· 

2001 167,.340.21 0.12 ____ 0.13 2,334,031 0.0100 362 97,0]4 

2002 89,040.68 {1.12 2,411,406 o.ouo :'~ 98,7]0 tUO 36S 
-~003 122,657.<)6 0.12 0.05 2,521,061 0.0115 :m 100,4116 

2004 93,59.~:.¥ 0.13 0.06 2,672,008 0.0121 371 !02,924 

2005 I26,812:J4 0.12 0.17 2,774,281 0.0128 378 l05,8U2 
------"- ______ .. , -= _____ .. , ------- -------·· 

~~!.~ r55,025.1}9 0.12 0.07 '1,922,393 a.onr 19<1 __ HJ6,3S? __ . 
7.007 373,355.94 0.12 0.07 3,087,540 0.0144 413 !09,941 

Sumlxr; UPS, BPKM, Nola KJ:urmgan 1969{1970 s.d 200S 
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Lampiran 7 

TABEL DATA YANG DIOLAH DENGAN PROGRAM EVIEWS 

Tahun ln FDI TE l11GDP lnGDPC:!p INFRA Lab 

1968 
---'-~ 

2,9 0,07 12,8 -5,9 82,805 41,365.363 

1969 4,4 O,Q7 12,9 -5,8 84,269 42,653412 

1970 3,8 O,o7 13,0 ·5,8 63,853 44,126053 ..... 
1971 4,1 O,D7 13,1 -5,8 84,297 45,668579 

1972 4,8 0,06 13,2 -5,7 89,378 47,103791 

1973 4,3 0,07 13,2 ·5,7 95,463 49,916897 

1974 4,9 0,07 13,3 -5,6 97,9% 52,109926 

1975 5,5 0,07 13,4 ·5,5 101,258 54.400285 

19?6 6,2 0,08 
············~-

13,4 -5,5 104,681 55,967272 

_1977 4,6 0,08 13,4 -5,5 121,799 57,228204 

197R 4,4 0,07 13,5 -5,4 122,794 59,598626 

1979 4,6 0,06 13,6 -5,3 128,715 61,478320 

1980 4,1 0,06 
·-~·-·· 

13,7 -5,3 129,062 62,214985 

19Bl ___ ,,,.:.=-._ 6,5 0,06 13,8 -5,2 146,498 63,688314 

l982 6,[ 0,06 l3,8 -5,2 157,267 64,424978 

19!0 1""·-- 7,5 0,06 13,9 -5,2 168,307 65,161643 

1984 7,8 O,Q7 13,9 -5.1 188,079 6$,898307 

1985 7,1 0,08 14,0 -5,1 198,455 66,586565 

1986 6,9 0,08 14,0 -5,0 207,363 67,468450 

1987 7,5 0,08 ·-.. ~ ·----·-~ 14,1 -5,0 224,21 t 70,061307 

198R 3,1 0,09 14,1 -5,0 227,344 72,233109 

1989 8,9 0,10 ·····--··· 14,2 -4,9 254,934 74,922636 

--~ 1990 9,1 0,11 14,3 -4,9 271,175 75,496781 

1991 9,8 0,11 14,3 -4,8 288,727 77,802264 

1992 9,8 0,12 14,4 -4,8 319,370 78,455548 

1993 10,0 0,12 14,4 -4,7 325,441 80,031188 

1994 9,7 0,11 14,5 -4,7 344,892 81,446078 

1995 l0,9 0,11 .. ···-~ 14,6 -4,6 356,878 85,339352 

1996 11,4 0,11 11,6 -1,6 327,227 86,361261 
1997 11,2 0,11 14,7 -4,5 336,377 88,816782 

1998 12,0 0,11 14,7 -4,5 341,467 90,109582 

1999 11,6 0,09 ···---··· 14,6 -4,6 355,363 92,160982 

2000 11,3 0,11 14,6 -4,6 355,951 94,"392306 

200l H,S 0,12 14,6 -4,6 355,951 95,650991 

2002 12,0 0,12 14,7 4,5 361,782 97,033873 

,,,,,,?.QUl_ 11,4 0,12 14,7 -4,5 368,362 98,729934 

2004 11,7 0,13 14,7 -4,5 370,516 100,406298 

~ 11,4 0.12 14,11 -4,4 372,929 102,923648 

11,& 0,12 14,8 -4,4 377,929 105,802372 

12,0 0,12 14,9 -4,3 39'3,794 106,388935 
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Lampiran 8 
Oependent Valieble-: LN_FDI01 
MethOd: Least Squares 
Date: 06/25/09 Time: 00:12 
Sample: 1968 2007 
lnduded observations: 40 

Variable Coefficient Std. Error t-stat!stlc Pro b. 

LN_GDP01 10.57940 3.417741 3.095435 0.0039 
GOP CAP 11.15961 4.733700 2.357461 0.0243 

TAX -4.377415 4.546727 -0.962782 0.3425 
INFRA 0.010928 0.005434 2.011121 0.0523 
LAB 0.027743 0.029179 0.950792 0.3484 
c -200.2962 71.27723 -2.810101 0.0062 

R-squared 0.961l378 Mean dependent var 8,111493 
Adjusted R~squared 0.964874 S.D. dependent var 3.008511 
S.E. or regression 0.563478 Akaik.e Info criterion 1.828103 
Sum squared resid 10.79524 Schwarz. criterion 2.081434 
Log likelihoOd -30.56205 F-statisUc 215.2592 
Durbin-Watson stat 1.521344 Prob{F-Statis11c) 0.000000 

--~··· ··-··--
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Coefficient Covariance Matrix 

lN_GDP01 GDPCAP TAX INFRA LAB c 

LN_GDP01 11.68096 15.02954 -0.013709 -0.004699 0.027176 -240.2716 
GOPCAP 15.02954 22.40792 6.100295 0.001069 0.070151 -329.7004 

TAX -0.013709 6.100295 20.67273 0.016318 0.059495 -41.64498 
INFRA -0.004699 0.001069 0.016318 2.95E-05 7.07E-08 0.050768 

LAB 0.027176 0.070151 0.059495 7.07E-06 0.000851 -0.806300 
c -240.2716 -329.7004 -41.64498 0.050768 -0.806300 5080.444 

----------- -- ---------------------
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Lampiran 10 

Sreusch-Godfrey senai Correlation LM Test 

F..stalistic 1.123282 Probability 0.337697 
Obs"R·squared 2.623\WB Probability 0.269263 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESIO 
Method; Least Squares 
Date: 08/.25109 Time: 00:14 
Presampie missing value lagged residuals set to zero, 

Valiable Coefficient Sid. E!TOr t-Statlstlc Pr.ob. 

LN_GOP01 ·0.029739 3.409724 -0.006722 0.9931 
GDPCAP 0.021565 4.720947 0.004566 O.t:l964 

TAX 0.254999 4.597644 0.0554ll3 0.9561 
INFRA 1.05E-05 0.005584 0.001661 0.9985 
lAB 0.001544 0.029240 0.052800 0.9562 
c 0.156530 71.02423 0.002204 0.9963 

RESID(-1) 0.259520 0.176247 1.472460 0.1507 
RESID(-2) -0.107688 0.180930 -0.595194 0.5559 

R·squared o.ooseoo Mean dependent var ~7.84E·15 

Adjusted R·squated -0.138800 s.O.d&pendentvar 0.526119 
S,E. of regression 0.561445 Akaike Info criterion 1.8S0252 
Sum squared resid 10.08707 Schwarz criterion 2.198028 
Log lik:ellhood ·29.20504 F·statistic 0.320938 
Durbin· Watson slat 2.048076 Prob{F·statistlc) 0.938919 
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Lampiian II 

eroskedastidty Test: 

1.123354 Probability 0.379031 
11.168:14 Probability 0.344554 

Test Equation: 
Dependent Variable: RE$10112 
Method: Least Squares 
Date: 06125/09 Time: 00:13 
samp;e: 1968 2001 
Included observa!ions: 40 

Variable Coefficient Std. Error t-Stallstlc 

c 484.4462 369.9296 1.309562 0.2006 
LN_GDP01 -00.45175 69.91622 ·1.167365 0.2526 
LN_GDPOi~<2 2.647164 2.461076 1.147580 0.2605 

GDPCAP 36.41647 49.81093 0.731134 0.4706 
GDPCAP"2 ·3.935527 5.036080 -{).781466 0.4409 

TAX 13.94960 20.21743 0.689969 0.4957 
TAX"2 -52.26071 65.24492 ·0.800993 0.4298 
INFRA ·0.014529 0.011376 ·1.277214 0.2117 

INfR.A/•2 1.13&05 2.08E-05 0.545965 0.5893 
LAB 0.068757 0.220597 0.311665 0.7575 

LABA2 .0.000519 0.001219 .0.425871 0.6733 

R~squared 0.279206 Mean dependent var 0.269961 
Adjusted R-squared 0.030660 S.D. dependent var 0.361562 
S.E. Of mgtession 0.355976 Akalke info crlterton 1.000508 
sum squared re.sid 3.674842 Schwarz criterion 1.464950 
Log likelihood ·9.010158 F-sl.alist!c 1.123354 
Durb!n~Watson stal 2.660732 Prob(F-statisttc) 0.379031 

---.... ·--····-- --------... - ..... 
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